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VeSS e

LUINDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Mo. 5 TAHUMN 1960

TENTAMNG

PERATURAM DASAR POKOK-FPOKOK AGRARIA

Menimbang

Berpendapat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

' a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

- B

susunan kehidupan rakyatnya, termasuk per-
ekonomiannya, terutama masih bercorak agraris,
bumi, air dan ruang angkasa, sebagal karunia
Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang
amat penting untuk membangun masyarakat yang
adil dan makmur;

bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang
ini sebagian tersusun berdasarkan ftujuan dan
sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan
sebagian dipengaruhi clehnya, hingga
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan
Negara di dalam menyelesalkan revolusi nasional
sekarang ini serta pembangunan semesta;

bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat
dualisme, dengan berlakunya hukum adat di
samping hukum agraria yang di dasarkan atas
hukum barat;

bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan
itu tidak menjamin kepastian hukum;

bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam
pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya
hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas
hukumn adat tentang tanah, yang sederhana dan
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat
Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur
yang bersandar pada hukum agama;



Memperhatikan :

Mengingat’

b, bahwa hukum agraria nasional harus memberi
kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan
ruang angkasa, sebagal yang dimaksud dl atas dan
harus sesual dengan kepenfingan rakyat Indonesia
serta memenuhi pula keperuannya menurut
permintaan zaman dalam segala soal agraria;

c. bahwa hukum agrarda nasional itu harus
mewujudkan penjelmaan dari pada Keiuhanan
Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,
Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas
kerchanian Megara dan cita-cita bangsa seperti
yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar;

d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula
merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1958, ketentuan dalam pasal 33
Undang-Undang Dasar dan Manifesto Politik
Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan
dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 19860,
yang mewajibkan MNegara untuk mengalur
pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya,
hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan
bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, balk secara perseorangan
maupun secara gofong-royong;

e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu
diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-
ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-
undang yang akan merupakan dasar bagi
penyusunan Hukum Agraria Nasional tersebut di
atas;

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik
Indonesia No. 1/ Kpts/SdAl/B0 tentang Perombakan
Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;

: a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;

b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar;

c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran
MNegara 1960 No.10) tentang Penetapan Manifesto
Folitik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959



sebagal Garis-garls besar daripada haluan Negara,
dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960,

d. Pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong.

Memutuskan :

Dengan mencabut :

:

“Agrarische Wet™ (Staatsblad 1870 Mo. 55) sebagai yang termuat

dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Mededands Indie”

{Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya

dari pasal itu;

a. "Domeinverklaring” tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit"
(Staatsblad 1870 Mo. 118);

b. "Algemene Domeinverklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 No.
119A;

c. "Domeinverklaring untuk Sumatera® tersebut dalam pasal 1 dar
Staatsblad 1874 No. 94f;

d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado” tersebut dalam
pasal 1 dari Staatsblad 1877 MNo. 55;

e, "Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van
Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;

Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No.

117) dan peraturan pelaksanaannya;

Buku ke-ll Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai

hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-

undang Ini;

Menetapkan + UNDANG-UMDANG tentang PERATURAM DASAR

POKOK-POKOK AGRARIA,

PERTAMA
Bab |

DASAR-DASAR DAN KETEMTUAN-
KETENTUAN POKOK

Pasal 1



(1)
(2}

(3)

(3)
(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyal Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
lerkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasicnal.

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang
angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal Ini adalah hubungan yang
bersifat abadi.

Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh
bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut
wilayah Indonesia,

Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan
air tersebut pada ayat (4) dan (5} pasal ini.

Pasal 2

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam vyang terkandung
didalamnya ilu pada tingkatan tertinggl dikuasai oleh Negara, sebagal
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini

memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut,

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenal
bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasal dari Negara

tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapail sebesar-

besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan MNegara hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai dari Megara tersebut di atas pelaksanaannya dapat

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatanlra dan masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan lidak berlentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan

Peraturan Pemerintah,



Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
Megara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta lidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi.

Pasal 4

{1} Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebul lanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai aleh orang-orang balk sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak alas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya,
sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

{3) Selain hak-hak atas tanah sebagal yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan Megara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercanfum
dalam Undang-undang inl dan dengan peraturan perundangan
lainnya,.segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang
bersandar pada hukum agama.

Pasal &

Semua hak atas tanah mempunyal fungsl soslal.



Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui balas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi,
air dan ruang angkasa.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1

(2)

a»

Pasal 9

Hanya warganegara Indonesla dapat mempunyai hubungan yang
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam balas-batas
ketentuan pasal 1 dan pasal 2.

Tiap-tiap warganegara [ndonesia, bak lakidaki maupun wanila
mempunyai kesempatan yang sama uniuk mempercleh sesuaiu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, paik bagi diri
sendirl maupun keluarganya.

Pasal 10

Seliap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas
tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara
pemerasan.

Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur lebin
lanjut dengan peraturan perundangan.

Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur
dalam peraturan perundangan.

Pasal 11

Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan
bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang
bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai
tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat {3) dan dicegah penguasaan
atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum
golongan rakyat dimana perlu dan ftidak bertentangan dengan



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan
terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.
Pasal 12

Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam
bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.

Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan
usaha-usaha dalam |lapangan agraria.

Fasal 13

Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan
agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan
kemakmuran rakyat sebagal yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
serta menjamin bagli setiap warganegara Indonesia derajat hidup
yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendirl maupun
keluarganya.

Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria
dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli
swasta.

Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agrara yang bersifat
monopeli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
Pemeriniah berusaha untuk memajukan kepastian dan Jaminan sosial
termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan
agraria,

Pasal 14

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat {2) dan
(3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam
rangka - sosialisme Indonesia, membuat sualu rencana umum
mengenal persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
a. untuk keperluan Negara;
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. untuk keperduan pusat-pusal kehidupann masyarakat, sosial,
kebudayaan dan lain-lain kesajahteraan;
d. unluk keperluan memperkembangkan produksi pertanian,
peternakan dan perikanan serta sajalan dengan itu;
2. untuk keperuan memperkembangkan industr, transmigrasi dan
pertambangan.



(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah
Daerah mengalur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air
serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesual dengan keadaan
daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
beraku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerzh Tingkat |
dari Presiden, Daerah Tingkat Il dari Gubernur/Kepala Daerah yang
bersangkutan dan Daerah Tingkat lll dari Bupali/ Walikota/Kepala
Daerah yang bersangkutan,

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah
kerusakannya adalah kewajiban liap-tiap orang, badan hukum atau
instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan
memperhatikan pihak yang ekanamis lemah,

Bab Il
HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG
ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH

Bagian |
Ketentuan-katantuan umum

Pasal 16
(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
lalah :
a. hak milik,

b. hak guna-usaha,

c. hak guna-bangunan,

d. hak pakai,

&, hak sewa,

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagal yang disebutkan dalam pasal 53.



(2)

(1)

(2)

(4)

Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam
pasal 4 ayat (3) ialah :

a. hak guna-air,

b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,

c. hak guna ruang angkasa,

Pasal 17

Dengan mengingal ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai
tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3} diatur luas maksimum
danfatau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak
tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini
dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang
singkat,

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dar batas maksimum
termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan
ganti kerugian, uniuk selanjulnya dibagikan kepada rakyal yang
membutuhkan menurut  ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah.

Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang
akan diletapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan
secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepanlingan umum, lermasuk kepentingan bangsa dan MNegars
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dangan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang.

(1)

(2)

Bagilan ll
Pandaftaran Tanah

Pasal 19

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;



(3)

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
¢. pemberian surat-surat tanda buktl hak, yang berdaku sebagal alat
pembuktian yang kuat,

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan
Megara dan masyarakat, keperuan lalu lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menter|

Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-blaya yang bersangkutan

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

{4)

10

dengan pendaftaran termaksud dalam ayal (1) dialas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dard
pembayaran biaya-biaya tersebut,

Sagian Il
Hak Milik

Paszal 20

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang alas tanah, dengan mengingal kelentuan dalam pasal

Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

Hanya warganegara Indanesia dapat mempunyal hak milik.

Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syarainya.
Crang asing yang sesudah bedakunya Undang-undang ini
memparcleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara
Indanesia yang mempunyai hak milik dan setelah barlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajilb melepaskan hak
itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut
atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka wakiu
tersebut lampau hak millk ity tidak dilepaskan, maka hak tersebut
hapus karena hukurm dan tanahnya jetuh pada Megara, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung.

Selama seseorang di samping kewarganegaraan |ndonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai



tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3)
pasal ini.
Pasal 22

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
hak milik tarjadi karena :
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syaral yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
b. ketentuan Undang-undang.

Pasal 23

(1) Hak milik, demikian pula sefiap peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembukiian
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serla sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan
peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan.

Pasal 26

(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberan dengan wasiat,
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung
atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing,
kepada seorang warganegara yang disamping kewargansgaraan
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Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suaiu
badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud

dalam pasal 21 ayat {2), adalah batal karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran
yang telah ditsfima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

a. tanahnya jatuh kepada Negara :
1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18,
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
3. karena diterlantarkan;
4, karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).
b. tanahnya musnah.,
Bagian IV
Hak guna-usaha
Pasal 28

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waklu sebagaimana
tersebul dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau
petermakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5
hektar, dengan ketenluan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih
harus memakal Investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan
yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

{(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2} Untuk perusahaan yang memerukan waktu yang lebih lama dapat

(3)
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diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka wakiu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.



Pasal 30

(1) Yang dapat mempunyal hak guna-usaha ialah :
a. warganegara Indonesia;
b. badan hukum yang didirkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia,

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak
lagi memenuhi syarat-syarat sebagal yang tersebut dalam ayat (1)
pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak Itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak
guna usaha, jika la tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna
usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah,

Pasal 32

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal
19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kual mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha,
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan,

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena :
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jangka waktunya berakhir,

dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi;

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waklunya berakhir,
dicabut untuk kepentingan umum;

diterlantarkan;

tanahnya musnah;

ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

Baglan V
Hak guna bangunan

Pasal 35

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah vang bukan miliknya sendir, dengan
jangka wakiu paling lama a0 tahun.
Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingal keperluan
serla keadaan bangunan-bangunannya, jangka waklu tersebul dalam
ayat (1) dapa! diperpanjang dengan wakltu paling lama 20 tahun.

Hak guna bangunan dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain.

Fasal 36

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :

a. warganegara Indonesia;

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Orang atau badan hukum yang mempunyal hak guna bangunan dan
tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal
ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan
hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini
berdaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan,
jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna
bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan
ketentuan bahwa hak-hak plhak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 37

Hak guna bangunan lerjadi ;

b.

(1)

(2)

mengenai tanah yang dikuasal langsung oleh MNegara : karena
penetapan Pemerintah;

mengenal tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik
antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan
memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan
hak tersebut,

Pasal 38

Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18,
Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
vang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya
peralihan hak tersebut, kecuall dalam hal hak itu hapus karena jangka
waktunya berakhir,

Pasal 39

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak
tanggungan,

Pasal 40

Hak guna bangunan hapus karena :

a.
b.

0D ™o

jangka waktunya berakhir;

dihentikan sebelum jangka wakiunya berakhir karena sesuatu syarat
tidak dipenuhi:

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;

dicabut untuk kepentingan umum;

diterlantarkan;

tanahnya musnah;

ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
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(1)

(2}

{3)

Bagian V|
Hak pakai

Pasal 41

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,
yang bukan perfanjlan sewa-menyewa atau perfanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal fidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Hak pakal dapat diberikan :

a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk kKeperluan yang tertentu;

b. dengan cuma-cuma, dengan pambayaran atau pemberian jasa
berupa apapun.

Pemberian hak pakai lidak boeleh disertal syaral-syaral yang
mengandung UnNsur-unsur pemarasann.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah

a.
b,
C.

d.

(1)

(2)
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warga negara Indonesia;

orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

badan hukum yang didiikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin
penjabat yang berwenang.

Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialinkan kepada pihak lain,
jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan,



Bagian VI
Hak sewa untuk bangunan

Fasal 44

(1) Seseorang atau suaflu badan hukum mempunyai hak sewa atas
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah
uang sebagai sewa,

(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :

a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh
disertal syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :

a. ‘warganegara Indonesia,

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

¢. badan hukum yang didirkan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

d. badan hukum asing yang mempunyal perwakilan di Indonesia.

Baglan VIII

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46

{1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapal
dipunyai cleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak
dengan sendirinya dipercleh hak milik atas tanah itu,
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(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Bagian IX
Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47

Hak guna air ialah hak mempercleh air untuk keperluan tertentu
dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X
Hak guna ruang angkasa

Pasal 48

Hak guna ruang angkasa memberl wewenang untuk mempergunakan
tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha
memelibara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang
bersangkutan dengan itu.

Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Baglan X1
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Pasal 49

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial
diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan
memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam
bidang keagamaan dan sosial.

Untuk keperluan peribadatan dan keperuan suci lainnya sebagai
dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.



Bagian Xl
Ketentuan-ketenluan lain

Pasal 50

(1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan
undang-undang.

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenal hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur
dengan peraturan perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha
dan hak guna bamgunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur
dengan Undang-undang.

Bab Il
KETEMTUAN PIDANA

Pasal 52

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
danfalau denda selinggi-tingainya Rp. 10.000,-

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud
dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50
ayal (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
danfatau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-,

(3} Tindak pidana dalam ayat {1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.
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Bab IV
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 16 ayat (1) huruf b, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi
sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-
hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 54

Berhubung dengan kelentuan-kelentuan dalam pasal 21 dan 26, maka
jlka sesecrang yang disamping kewarganegaraan [ndonesianya
mempunyal  kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah
menyalakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu
yang disahkan menurutl peraturan perundangan yang bersangkutan, ia
dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21
ayat (1).

Pasal 55

(1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi pasal |, Il, lIl, IV dan
V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya beriaku
untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan janagka
walktu paling lama 20 tahun.

(2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka
kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang
untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu
diperiukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan
nasional semasta berencana,

Pasal 56
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam

pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-
ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya
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mengenal hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana
atau mirp dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak
bertenlangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal
51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S.1908-542
sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum
terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai
berakunya Undang-undang ini, tetap beraku, sepanjang tidak
bertentangan dengan Jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

KEDUA
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal |

{1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulal berlakunya Undang-
undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang
mempunyai tHdak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam
pasal 21,

{2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah MNegara Asing, vang
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakllan
dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini
menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayal (1), yang akan
berlangsung selama tanahnya dipergunakan uniuk keperluan
tersebut di alas.

{3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di
samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-
negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh
Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai
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(4)

(5)

(B)

(1

(2)
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berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut
dalam pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun.

Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan
hak opstal alau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu
sejak mulal berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna
bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), yang membebani hak
milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak
erfpacht tersebut di atas, telapi selama-lamanya 20 tahun,

Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan
hak opstal atau hak erdpacht, maka hubungan antara yang
mempunyal hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau
hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang
ditetapkan aleh Menterl Agraria.

Hak-hak hypotheek, serviluul, vruchlgebruik dan hak-hak l&in yang
mambebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna
bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak
tersebut menjadi suatu  hak menurut  Undang-undang ini.

Pasal ll

Hak-hak atas tanah yang membeti wewenang sebagaimana atau
mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang
disebut dengan nama sebagal di bawah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik,
yasan, andarbeni, hak atas druwe, nak atas druwe desa, pesini, grant
Sultan, landerinjbazitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas
bekas tanah pariikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga
yang akan ditegaskan leblh lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam
pasal 20 ayat (1), kecuall jlka yang mempunyainya tidak memenuhi
syarat sebagal tersebut dalam pasal 21.

Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing,
warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyal kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak
ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21
ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesual
dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih
lanjut cleh Menteri Agraria.



(1)

Pasal il

Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saal tersebut menjadi hak guna
usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berangsung
selama sisa wakiu hak erfpacht tersebul, tetapi selama-lamanya 20
tahun.

(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya

(1)

(2)

(3)

Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya
diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan cleh
Menteri Agraria,

Pasal IV

Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar
dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menter Agraria
agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak
diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan barangsung
terus selama sisa wakiunya, tetapi paling lama lima tahun dan
sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan
termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi fidak bersedia menerima
syarat-syaral yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun
permintaannya itu ditolak oleh Menter Agraria, maka concessle alau
sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama
lima fahun sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai
berdakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna
bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa
waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20
tahun.
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Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut
dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, yaitu ; hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur,
bruikleen, ganggam bauntuik,, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan
hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut
oleh Menteri Agraria, sejak mulai berdakunya Undang-undang inl menjadi
hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan
kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada
mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal Vil

{1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada
pada mulal berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut
pada pasal 20 ayat (1).

(2} Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi
hak pakal tersebut pada pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang
dan kewajiban sebagail yang dipunyai oleh pemegang haknya pada
mulai berlakunya Undang-undang ini.

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau
sanggan bersifal letap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang
meamuluskan.

Pasal Vil

(1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal | ayat (3) dan (4),
pasal Il ayat (2) dan pasal \V berlaku ketentuan dalam pasal 35 ayat
(2).

{2) Terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal Il ayat (2), pasal lli
ayat (1) dan (2) dan pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal
30 ayat (2).

Pasal IX

Hal-hal yang peru untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam
pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
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KETIGA
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur
tersendiri.
KEEMPAT
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja
atau bekas swapraja yang masih ada pada wakiu mulai berakunya
Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf
A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
KELIMA

Undang-undang ini dapat disebul Undang-Undang Pokok Agraria dan
mulai berdaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya sefiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran
Megara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
{SOEKARNQO)

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960

SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
(Tamzil)
LEMBARAN NEGARA 1960 — 104
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FEMJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

TENTANG

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PENJELASAN UMUM
Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan

rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terulama masih bercorak

agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagal karunia Tuhan Yang

Maha Esa mempunyal fungsi vang amal penting untuk membangun

masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Dalam pada ilu hukum agraria yang berlsku sekarang ini, yang

seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk

membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata
bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat
daripada lercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama :

a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dar pemerintah
jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga
bertentangan dengan kepentingan rakyal dan MNegara di dalam
melaksanakan  pembangunan semesta dalam rangka
menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;

b. karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan iu
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan
berlakunya peraluran-peraluran dard hukum adal di samping
peraluran-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat,
hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan
yang serba sulit, juga tidak sesual dengan cita-cita persatuan
Bangsa;

c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak
menjamin kepastian hukum.

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang
Masional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini,
yang lidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin
kepastian hukum bagi seluruh raigyat Indonesia.



Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagal yang
dimaksudkan di atas dan harus sesvai pula dengan kepentingan
rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut
permintaan zaman dalam segala soal agrara. Lain dari itu hukum
agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada azas
kerchanian Negara dan cita-cita Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial
serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan
dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar
daripada Haluan Megara yang tercantum di dalam Manifesto Politik
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam
Pidata Presiden tanggal 17 Agustus 1960,

Berhubung dengan segala sesuatu ity maka hukum yang baru
tersebut sendi-sendi dan kelenluan-ketentuan pokoknya periu
disusun di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan
dasar bagi penyusunan peraturan lainnya, Sunggubhpun Undang-
undang itu formil iada bedanya dengan Undang-undang lainnya yaitu
suatu peraturan yang dibuat aleh Pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai
peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di
delamnya hanyalah azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis
besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang Pokok
Agraria. Adapun pelak-sanaannya akan diatur di dalam berbagal
Undang-undang, peraluran-peraturan Pemerintah dan peraturan
perundangan lainnya.
Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok
Agraria ialah
a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat,
terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur;
b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum partanahan;
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenal hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
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Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 ayat
(1), yang menyatakan, bahwa : “Seluruh wilayah Indonesia adalah
kesatuan tanah air dari selurun rakyat Indonesia, yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia", dan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi
bahwa : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Ini
berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik
Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai
kasaluruhan, menjadi hak pula darl bangsa Indonesla, jadl tidak
semata-mata menjadi hak dar para pemiliknya saja. Demikian pula
tangh-tanah di daergh-daerah dan pulau-pulau fidaklah semata-mata
menjadi hak rakyal asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan
saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia
dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam
hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas,
yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun
hubungan antara bangsa dan bumi, air serla ruang angkasa
Indonesia itu adalah hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3).
Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersalu sebagai
bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang
angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat
memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian
maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang merupakan
bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada di bawah
kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut
menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa
bangsa Indonesia juga. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi,
air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, bahwa hak milik
persecrangan atas (sebagian dar) bumi tidak dimungkinkan lagi. Di
atas telah dikemukakan, bahwa hubungan ilu adalah semacam
hubungan hak ulayat, jadi bukan berari hubungan millk. Dalam
rangka hak ulayal dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya
dapat ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal pula
hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendii maupun
bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dar bumi
Indonesia (pasal 4 jo. pasal 20). Dalam pada itu hanya permukaan
bumi saja, vaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh
seseorang.
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Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-
usaha, hak guna- bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-hak
lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain (pasal 4 jo.
pasal 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam
hubungannya dengan hak bangsa (dan Megara) ilu akan diuraikan
dalam nomar 2 di bawah.

‘Azas domein” yang dipergunakan sebagal dasar daripada
perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan
tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat
Indenesia dan azas daripada Negara yang merdeka dan modern.
Berhubung dengan ini azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai
‘pernyataan domein”, yaitu misalnya dalam pasal 1 Agrarisch Besluit
(S, 1870-118), 5. 1875-119a, S. 1874-94f, 5. 1877-55 dan 5. 1888-58
ditinggalkan dan pemyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali,

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa
untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya,
bahwa bangsa Indonesia ataupun Megara bertindak sebagai pemilik
tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan
dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari
sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang
tertinggl dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian
tersabut di atas perkataan “dikuasa™ dalam pasal ini bukanlah berart
“dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang
kepada Negara, sebagal organisasi kekuasaan dari Bangsa
Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaannya;
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapal dipunyai atas
(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur
{pasal 2 ayal 2 dan 3).
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Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua
bumi, alr dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh
seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenal tanah
yang sudah dipunyal orang dengan sesuatu hak dibatasi cleh isi dari
hak itu, artinya sampal seberapa Negara memberi kekuasaan kepada
yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah
batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta
pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal-
pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab Il.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak oleh sesesorang atau plhak lainnya adalsh lebih luas dan penuh.
Dengan berpedoman pada lujuan yang disebutkan di atas Negara
dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau
badan hukum dengan sesuatu hak menurul peruntukan dan
keparluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan alau hak pakal atau memberikannya dalam pengelolaan
kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau
Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya
masing-masing (pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu kekuasaan Megara
atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula cleh hak
ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang
menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan
diuraikan lebih lanjut dalam nomaor 3 di bawah ini.

{3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi seria air dan

a0

kekuasaan Megara sebagal yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka
di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan
mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarmya di dalam alam
bernegara dewasa ini, Pasal 3 itu menentukan, bahws ;

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dar
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyata-
annya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesual dengan
kepentingan nasional dan Megara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak
ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui
biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta
diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum
pernah hak tersebut diakul secara resmi di dalam undang-undang,
dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan
agraria hak ulayat itu pada zaman penjajshan dulu sering kali
diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam
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Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula
pengakuan hak itu, maka pada dasamya hak ulayat itu akan
diperhatikan, sepanjfang hak tersebut menurut kenyataannya
memang masih ada pada masyarakat hukum vang bersangkutan,
Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya
hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya
akan didengar pendapatnya dan akan diber “recognitie”, yang
memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Tetapl sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak
ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian
hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu
sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih |luas. Demikian pula
tidakiah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum
berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menclak begitu saja dibukanya
hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-
provek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah
hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman
menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri
saring kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak
ulayat, Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua daripada
ketentuan pasal 3 tersebut di atas. Kepenfingan sesuatu masyarakat
hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan MNegara yang
lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai
dengan kepentingan yang lebih |uas itu. Tidaklah dapat dibenarkan,
jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum
masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara
mutlak, seakan-akan ia terlepas daripada hubungannya dengan
masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-dasrah lainnya di dalam
lingkungan Megara sebagal kesatuan. Slkap yang demlkian terang
bartentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan
dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-
usaha besar untuk mencapal kemakmuran rakyat seluruhnya. Tetapl
sebagaimana telah jelas dar uraian di atas, inl tidak berarli, bahwa
kapentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan
diperhatikan sama sekali.

Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 8, yaitu bahwa : "Semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang
tidaklah dapal dibenarkan, bahwa tanahnya Itu akan dipergunakan
(atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepenfingan
pribadinya, apalagi kalau hal v menimbulkan kerugian bagl
masyarakat. Penggunaan tanash harus disesuaikan dengan
keadaannya dan sifal daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi
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kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun
bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada ifu ketentuan tersebul tidak berarti, bahwa
kepentingan persecrangan akan terdesak sama sekall oleh
kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria
memperhalikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepenfingan persecrangan haruslah
saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan
pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat
saluruhnya (pasal 2 ayat 3).

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang
sewajarnya bahwa tanah itw harus dipelihara balk-baik, agar
bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban
memelihara tanah inl tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau
pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban
pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai
suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam
melaksanakan ketentuan inl akan diperhatikan kepentingan fihak
yang ekonomi lemah,

Sesuai dengan azas kebangsaan lersebut dalam pasal 1 maka
menurut pasal 8 jo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak
dapal dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik kepada
orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat
mempunyal tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian
Juga pada dasamya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak
milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasamya)
melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah
karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi
cukup hak-hak lainnya, asal saja ada Jaminan-jaminan yang cukup
bagi keperuan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan
demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud
menghindar ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum |uas
tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat
mempunyal hak millk atas tanah, tetapl mengingat akan keperluan
masyarakat vyang sangat eral hubungannya dengan faham
keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah
suatu “escape-clause” yang memungkinkan badan-badan hukum
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tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya “escape-clause” ini
maka cukuplah nanfi bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu
atau sesuatu macam badan hukum diberikan dispensasi oleh
Pemarintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21
ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial
dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagal badan-badan yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah, letapi sepanjang tanahnya
diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu.
Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu
mereka dianggap sebagal badan hukum biasa.

Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan
tersebut di atas ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) bahwa : “Tiap-tiap
warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah
serta untuk mendapat manfaatl dan hasilnya, baik bagi diri sendir
maupun keluarganya.”

Dalam pada itu perlu diadakan perindungan bagi golongan
warganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang kuat
kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat 1 ditentukan
bahwa : “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbualan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak millk serta pengawasannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah." Ketentuan inilah yang akan merupakan alat
untuk melindungi golongan-golongan yang lemah yvang dimaksudkan
itu.

Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-ketentuan
yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yvang bermeksud mencegah
terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang
melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana
bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan.
Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan
atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal
12 ayat 1) dan Pemerintah berkewa-jiban untuk mencegah adanya
organisasi dan usaha-usaha persecrangan dalam lapangan agraria
yang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ayat 2), Bukan saja usaha
Swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli
harus dicegah jangan sampal merugikan rakyat banyak. Oleh karena
itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapat
diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 ayat 3).
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(7) Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan sualu azas yang pada
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dewasa Inl sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan
dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu di negara-
negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut
“landreform” atau “agrarian reform” yaitu, bahwa “Tanah pertanian
harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh pemiliknya
sendirnya".

Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan
ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya pedu ada ketentuan tentang
batas minimum luas tanah yang harus dimillki oleh orang tani, supaya
ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi dir
sendii dan keluarganya (pasal 13 jo pasal 17). Pula perlu ada
ketentuan mengenal batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai
dengan hak milik (pasal 17). agar dicegab {srtumpuknya lanah di
tangan golongan-golongan terlentu saja. Dalam hubungan dengan ini
pasal 7 memual suatu azas yang penting, yailu bahwa pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaul balas tidak diperkenankan,
karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum.
Akhirnya ketentuan itu periu dibarengi pula dengan pemberian kredit,
bibit dan bantuan-bantuan lainnya dangan syarat-syarat yang ringan,
sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan
lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.

Dalam pada [iu mengingat akan susunan masyarakat pertanian kila
sebagal sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan datang
masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan lanah
pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya secara
sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya, Telapl segala sesuatu
harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang
dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-
hubungan hukum yang bersifat penindasan si lemah oleh si kuat
(pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakalan tanah atas
dasar sewa, perjanjan bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak
boleh diserahkan pada persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan
sendii atas dasar "freefight”, akan tetapi penguasa akan member|
ketentuan-ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat
memenuhi perimbangan keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan
("exploitation de I'homme par I'homme). Sebagal misal dapat
dikemukakan ketentuan-ketentuan di dalam LUndang-Undang No. 2
tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi Hasil" (LN. 1960-2).

Ketentuan pasal 10 ayat 1 terssbut adalah suatu azas, yang
pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut {ayat 2).
Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagal sekarang ini maka



(8)

(1)

peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka
kemungkinan diadakannya dispensasi. Misalnya seorang pegawal
negeri yang untuk persediaan hari tuanya mempunyai tanah satu dua
hektar dan berhubung dengan pekerjaannya tidak mungkin dapal
mengusahakannya sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus
memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan
kepada orang lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi
hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja lagi,
misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri
secara akfip (ayat 3).

Akhirnya untuk mencapal apa yang menjadi cita-cita bangsa dan
Megara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya suatu
rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan dan
persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagsi kepentingan
hidup rakyat dan Megara : Rencana Umum ("National planning™} yang
meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi
rencana-rencana khusus ("regional planning”) dari liap-tiap daerah
(pasal 14). Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah
dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapal membawa
manfaat yang sebesar-besamya bagi Negara dan rakyat,

Dasar-dasar unluk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan
hukum.

Dasar-dasar untuk mencapal lujuan tersebut nampak jelas di dalam
ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab |1

Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang ini
mempunyai sifat "dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-
hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah menurut hukum
barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku Il Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok
Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar
hendak mengadakan kesatuan hukum, sesual dengan keinginan
rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan
perekonomian.

Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karana rakyat
Indenesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum
agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-
ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum vyang asli, yang
disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat
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(2)

(3)

dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia
internasional, sera disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia.
Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya
tidak terlepas pula dari pengaruh polilik dan masyarakat kolonial yang
kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-Undang
Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya
perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperuan hukum dari
golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam
pasal 11 ayat 2, bahwa : “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan
kepeduan hidup gelengan rakyat di mana perdu dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dl perhatikan”. Yang
dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan alas golongan rakyat
misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat
pedesaan, pula rakyat yang ekonominya kual dan rakyat yang lemah
ekonominya, Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut selanjutnya,
bahwa dijamin pedindungan terhadap kepentingan golongan yang
ekonom| lemah.

Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum barat
dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai
kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggara pula.

Sebagai yang telah diterangkan di alas, selain hak millk sebagai hak
turun-temurun, ferkuat dan terpenuh yang dapat dipunyal orang atas
tanah, hukum agraria yang baru pada pokeknya mengenai hak-hak
atas tanah menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam pasal 16
ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan
yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak
baru, yaitu hak guna usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan
dan  peternakan) dan hak guna  bangunan  (guna
mendirikan/mempunyai bangunan di atas tanah orang lain) (pasal 186
ayat 1 huruf b dan c).

Adapun hak-hak yang pada mulai berakunya Undang-undang ini
semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru
menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

I\, Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.

Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah temyata dari
ketentuan dar pasal-pasal yang mengalur pendaftaran tanah,
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Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang
bersangkutan, dengan maksud agar mereka mempercleh kepastian
tentang haknya [u. Sedangkan pasal 19 dilujukan kepada
Pemerintah sebagail suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia
diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-kadaster”, artinya
yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat
pada kepenfingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan
lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam
bidang perscnil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan
didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun
meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Megara.

Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan Kepastian hukum
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperocleh kepastian
tentang haknya itu sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah
sebagal suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan
pendaftaran tanah yang bersifal * rechiskadaster” artinya yang
bertujuan manjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat
pada kepentingan serta keadaan Megara dan masyarakal, keperiuan
lalu-lintas sisial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam
bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun
meningkal pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

Sesual dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum,
maka pendaftaran itu diwsjibkan bagi para pemegang hak yang
bersangkutan. Jika fidak diwajibkan maka diadakannya pendafiaran
tanah, yang terang akan memerlukan banvak tenaga, alat dan biaya
itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

B. PEMNJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (Il angka 1). Dalam
Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara
pengertian "bumi® dan “tanah®, sebagai yang dirumuskan dalam
pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1.

Yang dimaksud dengan "tanah” ialah permukaan bumi.
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Perluasan pengertian "bumi” dan air dengan ruang angkasa adalah
bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan
kemungkinan-kemungkinannya dalam wakiu-wakiu vyang akan
datang.

Pasal 2

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (Il angka 2),

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi
dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Soal agraria menurut sifainya dan pada azasnya merupakan lugas
Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan
demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak
penguasaan dari Megara atas tanah itu adalah merupakan
medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut
kepeduannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria
dapal merupakan sumber keuangan bagi daerah itu,

Pasal 3
Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu”
jalah apa yang di dalam perpustakaan adat dissbut
"beschikkingsrecht”. Selanjuinya lihat Penjelasan Umum (Il angka
3).

Pasal 4
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (Il angka 1)

Pasal 5
Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dar hukum agraria
yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (Il angka 1).

Pasal 6
Tidak hanya hak milik tetapi semua hak alas tanah mempunyai
fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (Il
angka 4).

Pasal 7
Azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit® sebagai
yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum {Jl angka 7). Soal
pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini
lidak ada pengecualiannya.
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Pasal 8

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah
itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka
wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah
mengenal kekayaan-kekayaan alam vyang lerkandung di dalam
lubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka
pengambilan kekayaan vyang dimaksudkan ity memeriukan
pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal baaqi
perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Pasal 9
Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (Il angka 5).
Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam
pasal 1 ayat 1 dan 2,

Pasal 10

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (Il angka 7). Kata-kata
“pada asasnya” menunjuk pada kemungkinan diadakannya
pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal
di dalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian
itu perlu diatur di dalam peraturan perundangan (Bandingkan
penjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya
masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11
Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang
ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis
lemah itu bisa warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian
pula sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (Il angka 2).

Pasal 12

Ketentuan dalam ayat 1 barsangkutan dengan ketentuan-ketentuan
dalam pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan
ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong-
royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 mambeari kemungkinan
diadakannya suatu “"usaha bersama" antara Megara dan Swasia
dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan *fihak lain” itu ialah
Pemerintah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional
atau swasta dengan "domestic-capital” yang progressip.

Pasal 13
Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (Il
angka B).
Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan
sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.
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Pasal 14

Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah
dikemukakan dalam Penjelasan Umum (|l angka 8). Mengingat akan
corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan
pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di
samping perencanaan untuk pertanian peru diperhatikan, pula
keperuan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e).
Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk
pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi
juga ditujukan uniuk memajukannya. Pengesahan peraturan
Pemerntah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan
kebijaksanaan Pusat,

Paszal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (Il angka 4). Tanah wajib
dipelihara dengan baik, yaitu dipefihara menurut cara-cara yang
lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesual dengan
petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkulan.

Pasal 16

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 4.
Sesual dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum
pertanahan yang Maslonal didasarkan atas hukum adat maka
penentuan hak-hak stas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan
pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna
usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperduan
masyarakat modern dewasa ini . Perlu kiranya ditegaskan bahwa
hak guna usaha bukan hak erfpacht dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Hak guna bangunan bukan hak opstal. Lembaga
erfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabulnya ketentuan-
ketentuan dalam Buku ke Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam pada itu hak-hak adat yang sifalnya bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal ¥ dan 10) tetap
berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat
dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo
pasal 53).

Pasal 17
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Ketenfuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang
ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan
dilakukan di dalam wakiu yang singkat dengan peraturan
perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas
maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah



dengan ganti kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan
dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti
kerugiann kepada bekas pemilik tersebut di atas pada azasnya
harus dibayar oleh mereka yang mempercleh bagian tanah itu.
Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidek mampu untuk
membayar harga tanahnya di dalam wakiu yang singkat, maka cleh
Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha |ain supaya
para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian
yang dimaksudkan itu.

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang
yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk
melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama
dimaksudkan untuk mencegah pemecah belahan (“versplintering”)
tanah lebih lanjut. Di samping itu akan diadakan usaha-usaha
misalnya : transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar
Jawa dan Industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapatl
dicapal sacara berangsur-angsur.

Yang dimaksud dengan “keluarga” lalah suami, isteri serta anak-
anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang
Jumiahnya berkisar sekitar 7 orang. Balk laki-laki maupun wanita
dapat menjadi kepala keluarga,

Pasal 18
Pasal Ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas
tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi dilkat dengan syarat-
syarat, misalnya harus disertal pemberian ganti kerugian yang layak.

Pasal 18
Pendaftaran tanah inl akan diselenggarakan dengan cara yang
sederhana dan mudah dimengerti seria dijalankan oleh rakyat yang
bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).

Pasal 20
Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak
yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah,
Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang
“mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat’ sebagai hak
eigendom menurul pengerliannya yang ashi dulu. Sifat yang
demikian akan terang bertentangan dengan sifal hukum adat dan
fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh” itu
bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak
guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yailu uniuk
menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat
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dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya : paling) kuat dan
terpenub.

Pasal 21

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (Il angka 5).
Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperaleh hak milik karena
lain-lain cara dilarang oleh pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara yang
disebut dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa
melakukan sesuatu findakan positip yang sengaja ditujukan pada
terjadinya peralihan hak itu. Sudah selayaknya kiranya bahwa
selama orang-orang warganegara membiarkan difi di samping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyal kewarganegaraan
Megara lain, dalam hal pemilikan tanah dia dibedakan dan
warganegara Indonesia lainnya.

Pasal 22
Sebagal misal dan cara terjadinya hak milik menurut hukum adat
ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak
terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara.

Pasal 23
Sudah dijelaskan dalam Panjelasan Umum (angka IV).

Pasal 24
Sebagai pengecualian dar azas yang dimuat dalam pasal 10.
Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakal itu
ialah mizsalnya : sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan.

Pasal 25
Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan
pemiliknya, Pemilik tanah yang memerukan uang dapat pula {untuk
sementara) menggadalkan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan
dalam pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada
pemegang gadai.

Pasal 26

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum
(Il angka B) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang ekonomis
lemah. Dalam Undang-Undang Pokok inl perbedaannya tidak lagi
diadakan antara warga negara asli dan tidak asli, tetapi antara yang
ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa warganegara
vang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2
adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa
yang tidak dapat memiliki tanah.
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Pasal 27
Tanah ditedantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan
sesual dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

Pasal 28

Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang
bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan
peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna
usaha Ini hanya dapat diberikan untuk keperluan di atas dan atas
tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak
pakai maka hak guna usaha dapat berallh dan dialihkan kepada
fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna
usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang
kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin
dengan pembatasan yang disebut dalam pasal 55.

Untuk mendorong supayva pemakaian dan pengusahaan tanahnya
dilakukan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai tanah yang
luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak
dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarli bahwa tanah-
tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya boleh
dilakukan secara yang tidak balk, karena di dalam hal yang demikian
hak guna usahanya dapat dicabut (pasal 34).

Pasal 29
Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang walktu
berdakunya terbatas, Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan
kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah
cukup lama untuk keperluan pengusahaan lanaman-tanaman yang
barumur panjang. Penetapan jangka wakiu 35 tahun misalnya
mengingat pada tanaman kelapa sawit.

Pasal 30
Hak guna usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing.
Badan-badan hukum yang dapat mempunyal hak itu hanyalah
badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progresip, baik
asli maupun tidak asli. Bagl badan-badan hukum yang bermodal
asing hak guna usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk
diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur
pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55).

Pasal 31 s/d 34

Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32
sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).
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Pasal 35
Berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan tidak
mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah yang
dikuasai oleh Negara dapal pula diberikan atas lanah milik
seseorang.

Pasal 36
Penjelasannya sama dengan pasal 30,

Pasal 37 s/d 40
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan
dalam pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka
V).

Pasal 41 dan 42

Hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian” daripada hak-hak
yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nmama,
yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan
keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang
kepada yang mempunyainya sebagal yang disebutkan dalam pasal
ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai vyang
dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut
dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat
diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama
tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan
hukum asing dapat diberi hak pakal, karena hak ini hanya memben
wewenang yang terbatas,

Pasal 43
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 44 dan 45
Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-
sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan
untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10
ayal 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempuyai sifat sementara
(pasal 16 jo 53). Megara tidak dapat menyewakan tanah, karena
MNegara bukan pemilik tanah,

Pasal 46
Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak
dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini periu diatur
dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih

44



luas daripada kepenlingan orang atau masyarakat hukum yang
bersangkutan.

Pasal 47
Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah
mengeanal air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendirl. Jika
mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini
sudah termasuk dalam isi darl-pada hak milik atas tanah.

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran
atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya untuk
keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya.
Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu periu dialirkan
(didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak diperlukan
seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang
lzin lagi. Orang-orang lersebut tidak boleh menghalang-halangi
pemilik lanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi
melalui tanahnya masing-masing.

Pasal 48
Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan leknik
dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya di kemudian hari.

Pasal 49
Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan
peribadatan dan keperuan-keperluan suci lainnya, dalam hukum
agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Hubungkan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat
1 huruf b.

Pasal 50 dan 51
Sebagal konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang Ini hanya
dimuat pokok-pokoknya saja dari hukumn agraria yang baru.

Pasal 52
Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada
peraturan-per-aturan serta findakan-findakan yang merupakan
pelaksanaan dar Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan
adanya sanksi pidana sebagal yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 53
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16.
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Pasal 54

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan
2B. Seseorang yang telah menyatakan menolak kewarganegaraan
RRC tetapi pada tanggal mulal berlakunya Undang-undang ini
belum mendapat pengesahan akan terkena cleh Ketentuan Konversi
pasal | ayat 3, pasal Il ayal 2 dan pasal V. Tetapi setelah
pengesahan penclakan itu diperolehnya maka baginya terbuka
kemungkinan untuk memperoleh hak alas tanah sebagai seorang
yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berdaku juga
bagl orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 12 Peraturan
Pemerintah No. 20 tahun 1858, yaitu sebelumnya diperoleh
penegasan dari instans| yang berwenang.

Pasal 55
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Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.

Ayat 1. mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang
ayat 2 menunjuk pada meodal asing baru, Sebagaimana telah
ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut
ayat 2 ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperukan oleh Undang-
undang pembangunan nasional semesta berencana.

Kedua : hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan
Konvensi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-
Undang Pokok Agraria,

Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang disebut dalam pasal
I, W, 1 1V dan W berlangsung dengan syarat-syarat umum yang
ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2
dan syaral-syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan
tanahnya dan sebagal yang disebutkan dalam akte haknya yang
dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya
yang baru.

Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan
untuk menjamin pelaksanaan yang sebalk-baiknya daripada
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini.
Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai
peranan yang sangat penting.

Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang

masih bersifat feodal dan lidak sesuai dengan ketentuan Undang-
undang ini.

TAMBAHAM LEMBARAN NEGARA NOMOR 2043



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,

Menimbang

. a, bahwa lahan peranian pangan merupakan

bagian dari bumi sebagal karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang dikuasal oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
dan  kesejahteraan rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1245;

. bahwa Indonesia sebagal negara agrans periu

menjamin penyediaan lahan pertanian pangan
secara berkelanjulan sebagai sumber pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
dengan mengedepankan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjulan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian, serla dengan
menjaga  keseimbangan, kemajuan, dan
kesatuan ekonomi nasional;

. bahwa negara menjamin hak atas pangan

sebagal hak asasi seliap warga negara sehingga
negara berkewajiban menjamin  kKemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan;

. bahwa makin meningkatnya perlambahan

penduduk serta perkembangan ekonomi dan
industri mengakibatkan lerjadinya degradasi, alih
fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan
lelah mengancam daya dukung wilayah secara
nasional  dalam  menjaga  kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan;
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Mengingat

. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang

berkenaan dengan penataan kernbali
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan sumber daya agrarda perlu
pedindungan lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, hurf
d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pedindungan Lahan Perfanian Pangan
Berkelanjutan;

. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 284,

Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesla Tahun 1945;

. Undang-Undang Momor 5 Tahun 1960 lentang

Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1960 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 2043);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 MNomor 68, Tambahan
Lembaran Megara Republix Indonesia Momor
4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan
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dan

PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAMN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang inl yang dimaksud dengan:

1.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan buml sebagal suatu
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faklor yang
mempengaruhi  penggunaannya seperti  iklim, relief, aspek
geologl, dan hidrologi yang lerbentuk secara alami maupun
akibat pengaruh manusia,

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha
pertanian,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara Konsisten guna menghasikan pangan pokok bagi
kemandirian, kelahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Perianian Pangan Berkelanjutan adalah lahan
potensial yang dilindungl pemanfaatannya agar kesesuaian dan
ketersediaannya tetap lerkendali untuk dimanfaatkan sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan
datang.

Ferindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaalkan dan membina, mengendalikan,
dan mengawasi lahan perlanian pangan dan kawasannya secara
berkelanjutan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagal tempat permukiman
pardesaan, pelayanan jasa pamerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi
daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki
hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan danfatau
hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
serta unsur penunjangnya dengan fungsi ulama untuk
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional.

Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan
dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga
kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan
pangan serta kesejahteraan rakyat.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam
neger yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang
mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup
ditingkat rumah tangga, baik dalam jumiah, mutu, keamanan,
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10.

1.

12.

13.

14,

15,

16,

17,

18.

19,

20.
21.

22,

maupun harga yang terjangkau, yang didukung cleh sumber-
sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal,
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
rumah tangga yang tercermin darl lersedianya pangan yang
cukup, baik Jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan
terjangkau,

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara
mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin
hak alas pangan bagi rakyainya, serta memberikan hak bagi
masyarakatnya unluk menentukan sislem pertanian pangan yang
sesual dengan pelensi sumber daya lokal,

Patani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap
warga negara Indonesia besera  keluarganya  yang
mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayatl, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai
makanan utama bagi konsumsi manusia.

Sefiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau
korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum.

Alih  Fungsi Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi
bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan balk secara tetap
maupun semantara.

Rencana Tala Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemearintah Daerah adalah gubernur, bupali, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Menter] adalah Menteri yang membidangi di bidang pertanian.
Pusat Informasl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang
berwenang di bidang peranahan.

Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh
negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakal, hak pengelolaan, atau dasar pengUasaan atas tanah
yang lidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
pemberan hak atau dasar penguasaannya.



23. Bank Bagl Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya

berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan
yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah
dasrah sebagai stmulan, dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka
meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

BAB Il
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan
berdasarkan asas:

JTET IS0 0D

manfaat;

keberdanjutan dan konsisten;
keterpaduan;

keterbukaan dan akuntabilitas;
kebersamaan dan gotong-royong;
partisipatif;

keadilan;

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
kelzstarian lingkungan dan kearifan lokal;
desentralisasi:

tanggung jawab negara;

keragaman; dan

. sosial dan budaya,

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan
dengan tujuan:

b.

sap

'.“'.ﬂ‘ l:_ﬂ.—“'

melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan  secara
berkelanjutan;

menjamin  tersedianya lahan perianian pangan secara
berkelanjutan;

mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
melindungl kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan
masyarakat;

meningkatkan perindungan dan pemberdayaan pelani;
meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang
layak;

mempartahankan keseimbangan ekologis; dan

mewujudkan revitalisasi pertanian.
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FPasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
meliputi:

a. perencanaan dan penetapan;
b. pengembangan;
c. penelitian;

d. pemanfaatan;
&, pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan,
h. sistem informasi;

I. perldungan dan pemberdayaan petani,
|. pembiayaan; dan

k. k peran serta masyarakat.

Pasal &

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

a. lahan beririgasi;

b, lahan reklamasi rawa pasang surul dan nonpasang surut (lebak);
dan/atau

c. lahan tidak beririgasl,

BAB I
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Perianian Pangan Berkelanjutan dilakukan
terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Peranian
Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan
pertanian pangan.

Pasal 7
(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdessan danfatau pada
kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota,
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(2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di
dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan
memperhitungkan luas kawasan dan jumiah penduduk.

Fasal 8

Dalam hal di wilayah kota lerdapat lahan perfanian pangan, lahan
lersebut dapal ditetapkan sebagai Lahan Perlanian Pangan
Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
pada:
a. Kawasan Perlanian Pangan Berkslanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

(3) Parencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada:

a. pertumbuhan penduduk dan kebutluhan konsumsi pangan
penduduk;

pertumbuhan produktivitas;

kebutuhan pangan nasional,

kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

musyawarah petani.

(4) Perancahaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan
pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.

(5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:

kesesuaian lahan;

ketersediaan infrastruktur;

penggunaan lahan;

potensi teknis lahan; dan/atau

luasan kesatuan hamparan lahan.

Soan o

Fanown



(1)

(2)

(3)

{1
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 10

Perancanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan
dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan,
dan sebaran lokasl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta
kegiatan yang menunjang.

Perancanaan jumiah produksi merupakan perencanaan besamya
produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode wakiu
tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenal luas lahan
cadangan, luas lahan yang ada, dan iniensitas pertanaman
pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.

Pasal 11

Perencanaan Lashan Pertanian Pangan Berkelanjulan disusun
baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a, perencanaan jangka panjang;

b. perencanaan jangka menengah; dan

C. perencanaan tahunan.

Pasal 12

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional
menjadi acuan perencanaan Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.

Perencanaan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan provinsi
menjadi  acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan kabupaten/kota,

Pasal 13

Perencanaan Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjulan jangka
panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi,
sasaran, serta penylapan luas lahan cadangan dan luas lahan
baku.

Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan
memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, seria
kebijakan dan pembiayaan.



Pasal 14

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali
dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah,
pemerintah  daerah provinsl, dan pemerintah daersh
kabupaten/kota,

{2) Perencanaan usulan Perencanzan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

a. inventarisasi:
b. identifikasi; dan
¢. penelitian,

Pasal 15

(1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan
tanggapan dan saran perbaikan.

(2) Tanggapan dan saran perbaikan dar masyarakat sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) menjadi periimbangan perencanaan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

{3) Usulan perencanaan Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan
dapat diajukan oleh masyarakal untuk dimusyawarahkan dan
dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan
kabupaten/kota.

FPasal 16

(1) Inventarisas| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan,
penaggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah
pertanian pangan.

{2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan
kesejahleraan masyarakat,

Bagian Keliga
Penetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan
Rencana Tahunan baik nasional melalul Rencana Kerja Pemerintah
(RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.
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Pasal 18

Ferlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan

dengan penelapan:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di
luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

FPasal 19

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan
bagian dar penetapan rencana fata ruang Kawasan Perdesaan di
wilayah kabupaten dalam rencana lata ruang kabupalen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan
zonasi,

Pasal 20

{1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari
penetapan dalam bentuk rencana rincl tala ruang wilayah
kabupaten/kota sesuai dengan kelanluan peraturan perundang-
undangan.

i) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagl penyusunan
peraluran zonasi.

Pasal 21

Penstapan Lahan Cadangan Peranian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurul ¢ merupakan bagian
dari penetapan dalam bentuk rencana rnci  tata ruang wilayah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22

(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan
perencanaan  Perdindungan  Lahan  Pertanian  Pangan

Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan
perencanaan  Perlindungan Lshan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan kabupaten/kota,

Pasal 23

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Masional
diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenal Rencana Tala
Ruang Wilayah Nasional.

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi
dialur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana fata ruang
wilayah provinsi,

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan  Berkelanjutan
kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) dilakukan sesual dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
tertentu memerlukan perindungan khusus, kawasan lersebut
dapat ditetapkan sebagal kawasan strategis nasional.
Perlindungan khusus ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:

luas kawasan pertanian pangan,

produktivitas kawasan pertanian pangan,

c. potensi teknis lahan;

d. keandalan infrastruktur; dan

e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

e

Pasal 25

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi dasar
peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kota.
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Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria
penatapan  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 27

(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
cleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota, masyarakal danfatau Kkorporasi yang
kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.

{3) Korporasl yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi
danfatau perusahaan Inti plasma dengan mayoritas sahamnya
dikuasai oleh warga Negara Indonasia.

(4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Fasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) dilakukan dengan:

peningkatan kesuburan tanah;

peningkatan kualitas benih/bibit;

pendiversifikasian tanaman pangan;

pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;

pengembangan irgasi;

pemanfaatan feknologi pertanian;

pengembangan inovasl pertanian;

penyuluhan pertanian; danfatau

jaminan akses permodalan,

meepEe
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 2%

Ekstensifikasi Kawasan Perfanian Pangan Berkelanjutan dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1} dilakukan dengan:

a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

b, penetapan lahan peranian pangan menjadi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan; danfatau

c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis

tanaman pangan.

Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadl Lahan

Perianian Pangan Berkelanjutan sebegaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan

tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

apablla:

a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapl
sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, ftidak
dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan
tujuan pemberian hak; atau

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih fidak
dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

Tanah bekas kawasan hulan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) apabila:

a. tanah tersebut ielah diberikan dasar penguasaan atas lanah,
tetapl sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai
dengan izinkeputusan/surat dari yang berwenang dan tidak
ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih fidak
dimanfaatkan sesual dengan izin/keputusan/surat dari yang
berwenang.

{8} Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana

{7}

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat
Infarmasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan
serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

58



(1)
(2)

(3}

4)

BAB YV
PEMELITIAN

Pasal 30

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
dengan dukungan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Peneliian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. pengembangan penganekaragaman pangan;

b, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

c. pemeiaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. inovasi pertanian;

&, fungsi agroklimatologl dan hidrologi;

f. fungsi ekosistem; dan

g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Lembaga penelitian danfatau perguruan finggl berperan serta
dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dllakukan terhadap
Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Pasal 32

Hasil penelitan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan
Informasl publik yang dapat diakses cleh petani dan pengguna lainnya
melalul Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan,

(1)

BAE VI
PEMANFAATAN
Pasal 33

Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
dengan menjamin konservasi tanah dan afr,



{2)

(3)

(1

(2)

(3)

(+

()

(1)

Pemerintan dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
perindungan sumber daya lahan dan air ;

pelestarian sumber daya lahan dan air;

pengelolaan kualitas lahan dan air; dan

pengendalian pencemaran.

en oo

Pelaksanaan konservasi tanah dan alr sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:

a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan

b. mencegah kerusakan irigasi.

Kewajlban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
pihak lain sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-
undangan,

Setiap orang sebapalmana dimaksud pada ayat (1) berperan
serta dalam:

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

b. mencegah kerusakan lahan; dan

c. memelihara kelestarian lingkungan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sefiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditelapkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib
untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIl
PEMBINAAN

Pasal 35

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:

a. pembinaan seliap orang yang terikal dengan pemanfaatan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

b. pedindungan  terhadap  Lahan  Perlanian  Pangan
Berkelanjutan.

61



(2)

(3)

(1)
(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

koordinasi perdindungan;

sosialisasi peraturan perundang-undangan;

pemberian bimbingan, supervisi, dan kansultasi;

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
penyebarluasan  informasi Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
dan/atau;

peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

pop o

rll

Ketentuan lebih lanjul mengenal pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Vill
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Urnum
Pasal 36
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
secara terkoordinasi.

Pemerintah  menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan cleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembearian:

o ROTFL
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insentif;

disinsentif;
mekanisme perizinan;
proteksi; dan
penyuluhan,



Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan

kepada petani berupa:

a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. pengembangan Infrastruktur pertanian;

c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas
unggul;

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui
pendaftaran tansh secara sporadik dan sistematik; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi .

Pasal 39

(1) Pemerintah dapal memberikan insenlif dalam  bentuk
pengalokasian anggaran secara khusus alau bentuk lainnya
kepada pemerintah daerah provinsl dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam
bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 40

Pemberian insenfif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a
dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:
. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

. kesuburan tanah;

luas tanam;

. irigasi;

. lingkat fragmentasi lahan;

produktivitas usaha tani;

. lokasi;

. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau

praklik usaha tani ramah lingkungan.

TS Oo0 oOm
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FPasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai
dengan Pasal 40, Pemeriniah, pemerintah daerah provinsi, danfatau
pemerintah daerah kabupaten/kota dapal memberikan insentif lainnya
sesuai dengan kewsnangan masing-masing.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa
pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang lidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam
Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga
Alin Fungsi

Pasal 44

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagal Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

(2} Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesual dengan ketenfuan
peraluran perundang-undangan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagal Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
dengan syarat:

a. dilakukan kajian kelayakan strategis;

b. disusun rencana alih fungsi lahan;

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang dizihfungsikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan
untuk Infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaralan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dibedakukan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialinfungsikan untuk infrastrukiur akibat
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
larma 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan,
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(6)

Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf ¢ dilakukan dengan

perobeirian ugdatigamigi  sesuai  dengan ketentuan peraturan

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai
investasi infrastrukiur.

(n

(2)

(3)

(4)

Pasal 46

Penyediaan lahan penggantl terhadap Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan  yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan  atas dasar

kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang
dialihbfungsikan lahan beirgasi;

b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang
dialinfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan
nonpasang surut (lebak); dan

c. paling sedkit =zatu kali luas lahan dalam hal yang
dialibfungsikan lahan tidak beririgasi,

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana

Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM)

maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Instansi

terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke perianian
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari
tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau

¢. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Penyadiaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang dialinfungsikan dilakukan dengan Jaminan

bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani

transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan pricritas bagi petani
yvang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan.
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(5) Untuk keperuan penyediaan lahan pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi
lahan yang sesual dan memelihara daftar lahan tersebul dalam
sualu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus diakukan dalam proses penggantian
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46
menjadl tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dialam hal lerjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya
danfatau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan secara
permanen, Pemerintah danfatau Pemerintah Daerah  melakukan
penggantian  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan sesual
kebutuhan,

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjutan sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat {1) ditetapkan dengan:

a, Peraturan Daerah Kabupaten'Kota dalam hal lahan pengganti
terletak di dalam satu kabupatenfkota pada satu provinsi;

b. Permaturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti teretak di
dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan

c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganfi teretak di dalam
dua provinsi atau lebih,

Pasal 50

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan
Perlanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali unfuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(2).

(2) Setiap orang yang melakukan alh fungsl tanah Lahan Pertanlan
Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajlb mengembalikan keadaan tanah Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

(3) Setiap orang vang memilki Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dapat mengalinkan kepemilikan lahannya kepada
pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,



Pasal 51

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak
irigasi dan infrastrukiur lainnya serla mengurangi kesuburan tanah
Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan,

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
rehabilitasi.

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 53

Kelentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai invertasi
infrastruktur, krileria, |luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi
pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampal dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Untuk menfamin tercapainya Perlindungan Lahan Perlanian
Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
a. perencanaan dan penetapan;
d. pengembangan;
. pemanfaatan;
d. pembinaan; dan

e. pengendalian.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
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Pasal &5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
a. pelaporan;

b. pemantauan; dan

c. evaluasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Gd

Pasal 56

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a

dilakukan secara berjenjang oleh:

a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota;

b. pemerintsh daerah kabupaten/kota kepada pemerintah
provinsi; dan

c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja

perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan

pemanfaatan, sera pengendallan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) merupakan

informasi publik yang diumumkan dan dapat diskses secara

terbuka oleh masyarakat sesuai dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota dalam laporan tahunan,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi

dalam laporan tahunan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

dalam laporan tahunan.

Pasal 57

Pemantauan dan evaluasi sebagalimana dimaksud dalam Pasal 55
huruf b dan huruf ¢ dilakukan dengan mengamati dan memeriksa
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayal (2} dengan
pelaksanaan di lapangan.

Apabila hasil pemantauan dan evaluasl sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) terbukti lerjadi penyimpangan, Menteri, gubemur,
danfatau bupatifwalikota wajib mengambil langkah penyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam hal bupati/walikota ftidak melaksanakan langkah
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur
wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan
bupati/walikola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,



(4)

(6)

(1

(2)
(3)

(#)

Dalam hal gubernur lidak melaksanakan langkah penyelesaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib
mengambil langkah penyelesalan vang fidak dilaksanakan
gubernur  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal bupali’walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan penyimpangan dan ltidak melakukan penyelesaian,
gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsl, sertta Pemerintah memotong Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara yang diperuntukkan bagi
kabupaten'kota bersangkutan sebesar biaya vang dikeluarkan
dalam melaksanakan penyelesaian,

Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4
melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian,
Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
MWegara unluk provinsi dan kabupaten/kota bersanghulan sebesar
biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian,

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 58

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem  Informasl  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh
masyarakat,

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terpadu dan terkoordinasi.

Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

d. Tanah Telantar dan subyek haknya.

Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya memuat informasi tentang:

a. fisik alamiah;

b. Tfisik buatan;

¢. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

d. status kepemilikan danfalau penguasaan;

e. luas dan lokasi lahan; dan

f. jenis komoditas tertentu vang bersifat pangan pokok yang
dikembangkan dl lahan tersebut.
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(5)

(3)

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:

a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh
Menterl;

b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal
informasi Lahan Pertanian provins oleh Gubernur; dan

c. Dewan Perwakilan Rakyat Caerah kabupaten/kota dalam hal
informasi Lahan Pertanian kabupaien/kota oleh
BupatiWWalikota,

Pasal 59

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
dilakukan sampal kecamatan dan desa,

Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan untuk keperduan Perdindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58.

Sistem informasi dan administrasl pertanahan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan vyang dikoordinasikan
antarlembaga pemerintah di bidang perlanahan, lembaga
Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemeriniah terkait
lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebin lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
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BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib  melindungi  dan
memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta
asoslasi petani.

Pasal 62

{1) Perdindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
berupa pemberian jaminan:

. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan,

memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;

pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negerl untuk

memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
2. ganti rugi akibat gagal panen.

(2} Perindungan sosial bagl patani kecll merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

apow

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;

b. penyuluhan dan pelatihan unfuk peningkatan kualitas sumber

daya manusia;

pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;

pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;

pembentukan Bank Bagi Petani;

pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;

dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses limu pengetahuan, teknologi,
dan informasi.

moRo

Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenal perindungan dan pemberdayaan

petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampal dengan Pasal
63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

4

Pasal 65

Pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal

83 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang

pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat

kabupaten/kota danfatau provinsi.

Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang

pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menter

berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan
pemerintah daerah.

Sumber pemblayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan

mikro memanfaatkan:

a. dana dari Pemerintah dan pemerntah dasrah ssbagai
stimulan;

b. dana tanggung Jawab soslal dan lingkungan dari badan usaha
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan/atau

c. dana masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Fetan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB XiI
PEMBIAY AAN

Pasal 66

Pembiayaan Perindungan Lahan Pertanian Fangan
Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
provinsl, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota.

Pemblayaan Perindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapat dipercleh dar dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan dari badan usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenali pembisyaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.



EAB Xl
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

{2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam tahapan:

a. perencanaan;

b. pengembangan;

c. penglitian;

d, pengawasan;

e, pemberdayaan pelani; dan/atau
f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
{3) dilakukan melalui:
a. pembertan usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan

atas usulan perencanaan Pemerintan dan pemerintah dagrah
provinsi dan kabupaten'kola dalam perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &;

pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasl lahan dalam
pengembangan Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28;

penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),
penyampaian laporan dan pemantauan lerhadap kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat
dilakukan dalam pengembangan Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan;

pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesual dengan rencana Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesual dengan rencana Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.
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Pasal 69

Dalam hal perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
masyarakat berhak:

4.

(1)

(2)

(2)

(4)

74

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian
Pangan Berkalanjutan.

BAB XIV
SANKS| ADMINISTRATIF

Pasal 70

Seliap orang yang melanggar kewajiban atau larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat
(2), dan Pasal 57 ayat (3} dan ayal (4) dikenal sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. peringatan tertulls;

b. penghentian sementara keglatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penulupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunar;

pamulinan fungsi lahan;

pencabutan insentif, dan/atau

j. denda administratif.

Setiap pejabat  pemerintah yang  melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanksi dan besarnya
denda administralil sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal T1

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

(2)

(3)

4)

{5)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah

yang lingkup ftugas dan fanggung jawabnya di bidang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabal

Penyidik Kepolisian Megara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyldik Pegawai Negari Sipil sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan alas  kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang Pedindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. meminta keterangan dan barang buktl dar erang sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan
Lahan Partanian Pangan Berkelanjutan,

d. melakukan pemerksaan atas  dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

e. melakukan  pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukli dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukli dalam perkara tindak pidana dalam
bidang Pedindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
dan

f. meminta bantuan tenaga ahli danfatau saksi ahli dalam rangka
pelaksanasn tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang
Perfindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayal {2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan,

Penyidik Pegawai Meger Sipil melakukan koordinasi dengan

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pagawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyampalkan hasil penyidikan kepada penuntul umum

melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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{6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara
serta proses penyidikan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1} Crang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayal (1) dipidana dengan pidana penjara peling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar
rupiah}.

(2) O‘rIZang} persecrangan yang tidak melakukan kewajiban
mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal
(2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

(3} Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah
1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73

Sefiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin
pengallhfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama & (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tjuh) tahun dan denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp7.000.000.000,00 (twjuh miliar rupiah).

(2) Selain  pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kerporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
a. perampasan kekayaan hasil lindak pidana;
b. pembalalan kontrak kerja dengan pemerintah;
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(3)

(1)

(2)

c. pemecatan pengurus; danfatau

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam
bidang usaha yang sama.

Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini

menimbulkan  kerugian, pidana yang dikenal dapat ditambah

dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Mota vyang belum
menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ni diundangkan.

Pada saal Undang-Undang inf berlaku, sedangkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah diletapkan, penetapan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan PFertanian
Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Partanian Pangan
Berkelanjutan sebagalmana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan
oleh BupatiWalikota sampal diadakan perubahan atas Peraturan
Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/fota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 76

Peraturan Pemerintah sebagal pelaksana Undang-Undang ini harus
telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang inl mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

. UMUM

Pambukaan Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa  tujuan bernegara adalah
‘melindungl segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan  unluk  memajukan  kesejghteraan  umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial’. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan
peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting
bemegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah teraminnya hak
atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi
manusia yang sangat fundamental sehingga menjadl tanggung
jawab negara untuk memenuhinya. Hal inl sefalan dengan ketentuan
dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Megara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan Article 25
Univarsal Daclaration of Human Rights Junclo Aricle 11
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right
[ICESCR).

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan
pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang
sangal penlting uniuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan
ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan
pambangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis  bagi
masyarakat Indonesla yang bercorak agraris karena lerdapat
sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup
pada sektor pertanian, Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki
nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan mermiliki nilal refigius.
Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan
merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama
pada hkondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih
bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan mearupakan
sumber daya alam yang bersifal langka karena Jumlahnya tidak
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bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Allh fungsi lshan pertanian merupakan ancaman terhadap
pencapaian ketshanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan
mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan,
lingkungan fisik, serta kesejahleraan masyarakat pertanian dan
perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih
fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh
upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalul
pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih
fungsi lahan pertanian pangan manyebabkan makin sempitnya luas
lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya
tingkat kesejahteraan petani. Cleh karena ilu, pengendalian alih
fungsi lahan pertanian pangan melalui perdindungan lahan pertanian
pangan merupakan salah salu upaya untuk mewujudkan ketahanan
dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkalkan kemakmuran
dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya,

Peningkatan jumlah mwmah tangga pertanian  tumbuh tidak
sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah
petan| gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di
Jawa terus berambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya
meningkatkan kesejahteraan petani dan pangentasan kemiskinan di
kawasan pardesaan.

Di sisl lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada
meluasnya aklivitas-aktivitas perkotaan yang makin - mendesak
aktivitas-aktivitas pertanian di

kawasan perdesaan yang berbatasan |angsung dengan perkotaan.
Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk
perdesaan pada sumber daya ulama yang dapat menjamin
kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agrars.
Konsekuenst logisnya adalah  terjadinya  migrasi  penduduk
perdesaan ke perkotaan dalam jumlzh yang besar tanpa diimbangi
ketersedizan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman ferhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan
Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk
memenuhi  kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah
penduduk yang masih terus meningkal jumlahnya, ancaman-
ancaman terhadap produksi pangan lelah memunculkan kerisauan
akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan dalang.
Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesla membutuhkan
tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Periindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak
terpisahkan dard reforma agrara. Reforma agraria tersebut
mencakup upaya penataan  yang terkait dengan aspek
penguasaan/pemilkan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan
sebagaimana . ditelapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis
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Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Momor IX/MPR-
RIF2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam,

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum
antara manusia dan lahan, sedangkan aspek
penggunaan/pemanfaatan terkait dengan keglatan pengambilan
manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Kelentuan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan
agar bidang-bldang lahan lerlentu hanya boleh digunakan untuk
aktifitas pertanian pangan yang sesual. Untuk
mengimplementasikannya,  diperdukan  pengaluran-pengaturan
terkait dengan penguasaan/pemililikan lahannya agar
penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan
berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang
diuvszhakan petani dapat meningkat secara memadal sehingga
dapal menfjamin kesejahtersan keluarga petani serta tercapainya
produksi pangan yang mencukupl kebutuhan.

Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Megara Rl Momor 4725) memerintahkan

perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan

abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-

Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perdindungan terhadap

lahan abadi pertanian pangan mamiliki keterkaitan dengan peraturan

perundang-undangan lainnya, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi
Hasil;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar
Fokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Momor 56 Prp tahun 1960 tentang Penatapan

Luas Tanah Pertanian;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi

Daya Tanaman,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Momor 7 Tahun 1882 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan

\farietas Tanaman;
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8. Undang-Undang Momor 18 Tahun 2002 lentang Sistem
Masional Peneliian, Pengembangan, dan Penerapan limu
Pengetahuan dan Teknologi,

10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air,

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

12.Undang-Undang MNomor 25 Tshun 2004 tentang 3Sistem
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Perencanaan Pembangunan Nasicnal,

13. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Caerah;

14.Undang-Undang Momar 4 Tahun 2006 lentang Pengesahan
Perjanjian Mengenal Sumber Dayva Genetik Tanaman Untuk
Pangan dan Pertanian (Infernational Treaty On Plant Genetic
Resources For Food and Agriculturs);

156.Undang-Undang MNomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Fenyuluhan Pertanian, Perkanan, dan Kehutanan;

16.Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Naslonal Tahun 2005-2025;

17.Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Maodal;

18.Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

19. Undang-Undang Momor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah Negara

20.Undang-Undang MNomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang Momor 15 Tahun 19897 tentang
Ketransmigrasian; dan

21.Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2002 tenlang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pedindungan lahan perlanian pangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam penataan ruang wilayah, Untuk itu, perindungan
lahan pertanian pangan pedu dilakukan dengan menstapkan
kawasan-kawasan pertanian pangan yang periu dilindungi. Kawasan
pertanian pangan merupakan bagian dari penataan Kawasan
perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyaiaannya lahan-
lahan pertanian pangan berokasi di wilayah kota juga peru
mendapat perlindungan. Perindungan kawasan pertanian pangan
dan lahan peranian pangan meliputi perencanaan dan penetapan,
pengembangan, peneliian, pemanfaatan dan pembinaan,
pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi,
perindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat,
dan pemblayaan. Perindungan kawasan dan [|ahan pertanian
pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta
hak-hak komunal adat.

PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
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Huruf a
Yang dimaksud dengan "manfaat” adalah Perlindungan
Lahan  Perlanian Pangan  Berkelanjulan  yang



diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang
sebesar-besamya bagi kesejshteraan dan mutu hidup
rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan,

Huruf b
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan dan konsisten®
adalah  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang fungsl, pemanfaatan, dan
produkfivitas lahannya dipertahankan secara konsisten
dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan
memperhatikan generasi masa kinl dan  masa
meandatang.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan ‘“keterpaduan” adalah
Perdindungan Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan
yang diselenggarskan dengan  mengintegrasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas”
adalah Perindungan Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan
akses yang seluas-luasnya kepada masyarakal untuk
mendapatkan  informasi  yang  berkaitan  dengan
perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan golong-
royong” adalah Perindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dizelenggarakan secara bersama-
sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah,
pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan yang melibatkan
masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan
pengawasan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “keadilan® adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan
kezeimbangan” adalah Pedindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan anlara
kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan
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Paszal 3
Huruf a

B

kepentingan bangsa dan negara serla kemampuan
maksimum daarah.

Yang dimaksud dengan “kelesiarian lingkungan dan
kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Peranian
Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan
kelestardan  lingkungan dan  ekosistemnya serta
karakterstik budaya dan daerahnya dalam rangka
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “desenfiralisasi® adalah
perindungan Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan
kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yaryg dimaksud dengan "langgung jawab nagara” adalah
Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan
yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan
tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek
pengelolaan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan  “keragaman”  adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokek,
misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “"sosial dan budaya®™ adalah
Perdindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan
pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik
lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai
makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu
sebagal makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku,

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup |elas.

Huruf g

Cukup jelas,



Huruf h
Cukup jelas.
Huruf |
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian® adalah
kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting
sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual,
menyegarkan  kembali  vitalitas, memberdayakan
kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam
pembangunan nasional dengan tidsk mengabaikan
sektor lain.
Strategi yang ditempuh melalui:
1. pangurangan kemiskinan, keguremen dan
pengangguran;
2, peningkatan daya saing, produktiovitas dan produksi
partanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan
sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pazal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan "lahan beririgasi” meliputl sawah
beririgasi leknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah
berrigasi sederhana, dan sawah padesaan.

Huruf b.
Yang dimaksud dengan ‘lahan pertanian pangan di
daerah reklamasl rawa pasang surut dan nonpasang
surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria
kesesuaian lahan.

Huruf ¢,
Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi® melipuf
sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6
Cukup jelas,
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian
pangan berkelanjutan® adalah sarsna dan prasarana,
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemarintahan, pelayanan sosial, dan kegialan ekonomi.
Pasal 8
Cukup jelas.

85



Pasal g9

a8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayal (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesesualan lahan® adalah
perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang
secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim,
sifat fisik, kimia, dan biologi cocok  untuk
dikembangkan pertanian pangan dengan
memparhatikan daya dukung lingkungan.
Huruf by
Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur”
adalah perencanaan Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan  Berkelanjutan yang  memperhatikan
ketersediaan infrastrukiur pendukung peranian
pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani,
dan jembatan.
Huruf o
Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah
benluk  penutupan  permukaan lahan  atau
pemanfaatan |lahan baik yang merupakan bentukan
alami maupun buatan manusia,
Huruf d
Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan® adalah
lahan yang secara bioflslk, fterutama dari aspek
topografilerang, Iklim, sifat fisika, kimia, dan biclogi
tanah sesual atau cocok dikembangkan untuk
pertanian.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan
lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan
mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan
lahan yang menjadi satu kesaluan sistem produksi
pertanian yang terkait sehingga tercapal skala
ekonomi dan sosial budaya yang mendukung
produktivitas dan efisiensi produk,



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas,

Pasal 14
Cukup jelas,

Pazal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Rencana Perindungan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan
berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan
rencana pemhiayaan yang terkait dengan rencana Perindungan
Lahan Perianian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dan
Rencana Pembangunan Jangks Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana
Tahunan balk nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah
(RKP), provins! dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk dapat terjaminnya pengganggaran dan pelaksanaan seliap
tahun.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
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Fasal 24

Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lertentu

ditetapkan sebagal kawasan slralegis dengan

pertimbangan pertahanan negara. Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagal kawasan

slrategis karena:

a, merupakan salu kesatuan hamparan Lahan Perianian
Pangan Berkelanjulan yang cukup luas, mamiliki potensi
produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan,
serta memiliki kekhususan terlentu sehingga perlu
dikelola secara terintegrasi dan khusus,

b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanlan
Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah
adminisirasi dan perlu dikelola secara terintegrasi; dan

c. mefupakan kawasan strategls darl sudut kepentingan
pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan
sumber daya alam tinggi.

Ayat (2)

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung,
bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan,

Huruf &
Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain,
alat dan mesin pertanian serta sarana produksl
partanian

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas,

Fasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

it

Dalam melaksanakan pencembangan terhadap kawasan
dan lahan pertanian pangan berkelanjulan yang meliputi
intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah
dan pemerintah daerah saja yang diberkan kesempatan.



Masyarakat dan korporasi yang keglatan pokoknya
dibldang agribisnis tanaman pangan juga peru diberi
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan
lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayal (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas,

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf @
Cukup jelas.

Huruf
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian”
adalah akfivitas menggunakan proses dan teknologi
partanian  untuk  menghasilkan nilai tambah  produk
pertanian yang lebih baik.

Huruf g
‘fang dimaksud dengan "pengembangan ingvasi pertanian”
adalah intensifikasi kawasan dan lahan peranian pangan
berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui
pengembangan teknologi pertanian, letapl leblh luas
dilakukan sampai kepada pemanfaatan leknologl dan
kelembagaannya,

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayal (3)
Untuk keperuan pengembangan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagal Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, pengambilalihan dapal dilakukan oleh
negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek
reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa
lahan atau berlahan sempil vang dapat memanfaatkannya
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untuk lahan perlanian Pangan Pokok.
Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar
dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai
ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkefanjutan.
Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan
tanah tedantar yang telah didistribusixan dengan
melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang
agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebalk-
baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
memberkan pedindungan dan pemberdayaan serla
insenlif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas
tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian
Pangan Pokck, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan
akses terhadap faktor-faktor produksi  sehingga
menelantarkan tanahnya,

Avat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (T)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air® adalzah
upaya memelihara keberadaan serta keberdanjutan
keadaan, sifat, dan fungsl sumber daya lshan agar
senantiasa lersedia dalam kuantitas danfatau kualitas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik
pada wakiu sekarang maupun yang akan datang,
sebagaimnana sistem irigasi subak di Ball.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas,
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Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain” adalah pihak yang ada
kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Perlanian Fangan
Berkelanjutan melalui berbagai pola  pemanfaatan,
misalnya penyewa, bagl hasil, kontrak, dan kerja sama
operasional,

Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat {1)
Cukup jalas.
Ayat (2)
Huruf a
Koordinasi untuk melaksanakan perdindungan meliput
koordinasi perencanaan dan penetapan,
pemanfaatan, pernbinaan, pengendalian,
pengawasan  sistem Informasl, perlindungan dan
pemberdayaan petanl, serta pembiayaan dan peran
serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jalas.
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Pasal 38

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf &
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara
sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai saiu atau beberapa objek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desalkelurahan secara individual atau massal.
Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara
sislematik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang
meliputi semua objek pendaflaran tanah yang belum
didaftar dalam wilayah atau bagian  wilayah
desa/kelurahan.

Huruf g
Kepada petani yang berpreslasi dalam meningkatkan
produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta
sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberkan
penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang
kegiatan pertanian.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi
pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar,
kemudahan prosedur memperoleh subsidi  pertanian, dan
penghargaan.

Pasal 42
Cukup jelas,

Pasal 43
Cukup jelas.
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Pasal 44

Avat (1)

- Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum® adalah
kepantingan sebagian besar masyarakat yang meliputi
kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk,
bendungan, irigasl, saluran air minum atau air bersih,
drainase dan sanitasl, bangunan pengairan, pelabuhan,
bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal,
fasllitas keselamatan wumum, cagar alam, seria
pembangkil dan jaringan listrik.

Ayal (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayal (6)

Pasal 45

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimakksud dengan “kesesuaian lshan” adalah
lahan yang secara bicfisik terutama dari aspek
kelerangan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biclogi cocok
dikermbangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai
pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapal
dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam
salu provinsi atau diluar provinsi dar lokasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialinfungsikan
sesual dengan Rencanma Tata Ruang Wilayah provinsi
dan kabupaten/kola.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat {5)

Pasal 47

Cukup |elas.
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Yang dimaksud dengan "yang harus dilakukan® adalah segala
ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal
kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan
pengalihfungsian Lehan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan
secara bertingkat dar Pemerintah kepada pemerintah
yang di bawahnya sesual hierarki pemerintahan.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2)
Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perdindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi
yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian,
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ketahanan, dan kedaulatan pangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “informasl fislk alamiah”
adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya
dlam yang mendukung sistem produksi Pangan
Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, pela
tematik, serta Informasi yang diturunkan dar data
penginderaan jauh dan survei lapangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “informasli fisik buatan®
adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik
pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait,
termasuk sistemn irigasi, jalan usaha tani, dan sarana
angkutan partanian/perdesaan.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan ‘“informasi sumber daya
manusia” adalah informasi tentang keluarga petani
dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem
produksi pangan pokok.
Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya
sosial” adalah informasi tentang sosial  budaya
meliputi organisasi pelani serta organisasi perdesaan
lain yang terkait,
Huruf d
Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan
dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan
hak yang melekat atas tanah.
Huruf &
Yang dimaksud dengan “Informasi luas dan lokas
lahan™ meliputi informasi tentang data spasial dan
data atribut mengenai lokasi lahan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas
pangan tertentu yang bersifal pokok®™ meliputi
informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan
aleh patani,
Ayal (5)
Cukup jelas.
Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sistern informasi dan administrasi  lahan pertanian
pangan berkelanjutan disusun dalam benluk neraca
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lahan yailu rindan perubahan luas baku lahan yang
merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas
penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan
baku lahan pada suatu wilayah lertentu selama periode

wakiu tertentu.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'jaminan harga komoditas
pangan pokok yang menguntungkan"  adalah
penetapan harga dasar produksi perfanian pangan
yang menguniungkan petani.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah
jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi
pertanian pangan sesual harga dasar yang
ditetapkan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf
¥Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugl" adalah
jaminan pemberian santunan sesual modal kera yang
diakibatkan cleh gagal panen diluar kuasa petani
misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam
lainnya yang lidak dapat dicegah dan dielakkan cieh
petani,
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelani kecll' adalah pstani
pengguna lahan yang menguasai |ahan kurang dari 0.5
ha,
Pasal 63
Cukup jelas.
FPasal 64
Cukup jelas.
Paszal 65
Cukup jelas,
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Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Peran serta masyarakat adalah sarana menfamin hak-hak
masyarakat seperi:

b.

I

menentukan dan mendefiniskan pengertian “pangan
pokok™ sesual dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
teribat di dalam mengusulkan, menyetujui danfatau
menclak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus
teribat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjulan,

. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di
tingkat lokal yang sesual dengan karakteristik fisik
wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar
yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagal
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
menyampaikan laporan  terkait dengan  distribusi
pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif,
efisien, dan barkeadilan;

menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk
penyimpangan dan kelidaksesualan pelaksanaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan,

pemberdayaan, dan insentif sesual dengan ketentuan
yang berlaku;

membearikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk
perindungan, pemberdayaan, dan insentifidisinsentif
yang sesual dengan kondisi  dan  kebuluhan
masyarakatnya; dan/atau

mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara
sistemnatik dan sporadik.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok
tani, organisasi, atau badan usaha

Ayat (3}
Huruf a
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan cara:
1. mekanisme Musyawarah Perencanaan

Pembangunan dalam rangka menyusun rencana
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pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah serta proses penyusunan
rencana fala ruang sesual dengan ketentuan
perundang-undangan yang beraku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Dewan Perwakilan Daersh Republik
Indonesia.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas,

Pasal 68
Cukup jeias.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas,

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup |elas.

Pasal 76
Cukup jelas,

Pasal 77
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 19386
TENTANG

HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDOGNESIA,

Menimbang:

bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan
bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang
diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk  mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945;

bahwa oleh karena ilu pengaturan penguasaan, pemilikan penggunaan
tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum
pertanahan, admiristrasi pertanahan, penggunaan  tanah, ataupun
pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian
hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud,

bahwa berhubung dengan dipandang pedu untuk menetapkan ketentuan-
ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab Il Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

1.
2

Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap
Penindakan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Megara Tahun 1956
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomer 1125);

Undang-undang Momor 29 Tahun 1856 tentang Peraturan-peraturan dan
Tindakan-tindakan mengenal Tanah-tanah perkebunan (Lembaran Megara
Tahun 1256 Nomor 74, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 1128);
Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Megara Tahun 1985 Momor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

Undang-undang Momor 16 Tahun 1885 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
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6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Megara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Afas Tanah
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1861 Tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Megara Tahun 19671 Nomor 28, Tambahan Lembaran Megara
Momor 2171).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK GUNA USAHA , HAK GUNA
BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

(1) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak alas
tanah sebagalmana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

{2) Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewanangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

{3) Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-
undang Pokok Agraria.

{¢) Uang Pemasukan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima
hak pada saal pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai serta perpanjangan dan pembaharuannya.

{5) Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diber kewenangan
untuk membuat akia-akta tanah.

(6) Perpanjangan Hak adalah penambahan jangka wakiu berlakunya sesuatu
hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak-hak tersebut.

(7) Pambaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak
atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakal sesudah jangka wakiu hak tersebut atau
perpanjangannya habis.

{8) Menteri adalah Menterd vyang bertanggung jawab di  bidang
Agraria/Pertanahan,
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BAB Il
PEMBERIAN HAK GUNA USAHA

Baglan Pertama
Subyek Hak Guna Usaha

Pasal 2

Yang dapat memenuhi Hak Guna Uzaha adalah:

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(3)

Warga MNegara Indonesia

Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

Pasal 3

Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syaral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan
atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang mamenuhi
syarat.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna
Usaha itu tidak dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebuf hapus
karena hukum dan tanahnya menjadi tanah Negara,

Bagian Kedua
Tanah yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha

Pasal 4
Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah MNegara;

Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah
tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna
Usaha dapal dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari
statusnya sebagai kawasan hutan;

Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasal dengan hak
tertentu sesuai dengan ketentuan yang beraku, pelaksanaan ketentuan Hak
Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya
pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang beraku;

Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu
terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya
berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan fanaman lersebut
diber ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha
baru;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden,
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Pasal 5
(1) Lues minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah
lima hektar.
(2) Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha
kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.

(3} Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha
kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan
pertimbangan dar pejabat yang berwenang di bidang usaha yang
bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan
suatu usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkulan,

Bagian Ketiga
Terjadinya Hak Guna Usaha

Pasal 6
(1) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri
atau Psjabal yang ditunjuk,

(2) HKetentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna
Usaha diatur lebin lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7
Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat {1):
(1) Waijib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan,

(2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku
lanah sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan yang
baraku.

(3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan
sertifikat hak atas tanah.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Pasal 8
(1) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk
jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk
fangka waktu paling lama dua puluh lima tahun.
(2) Sesudah jangka wakiu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan
pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.
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(1

(2)

(1

(3}

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika

memenuhi syarat:

a, tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat
dan tujuan pemberian hak tersebut;

b.  syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemagang hak; dan

e. pemeagang hak masih memenuhi syarat sebagai pamegang hak.

Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika

memenuhi syarat:

a. tanahnya maslh diusahakan dengan balk sesual dengan keadaan , sifat
dan lujuan pemberian hak tersebut.

b. syaral-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak;

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Pasal 10

Permohonan perpanjangan jangka waklu Hak Guna Usaha atau
pembaharuan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirmya
jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut.

FPerpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku
tanah Kantor Pertanahan.

Ketentuan mengenai  tata cara permohonan  perpanjangan  atau
pembaharuan Hak Guna Usaha dan persyaratannya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau
pembaharuan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan yang
ditentukan uniuk itu pada saal pertama kali mengajukan permohonan Hak
Guna Usaha,

Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagalmana dimaksud
dalam ayal (1), untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha
hanya dikenakan biaya administrasi yang besarmya ditetapkan oleh Menteri
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,

Persetujuan untuk dapat memberikan perpanjangan atau pembaharuan Hak
Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan perincian uang
pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam

keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang bersangkutan,
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(1
(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
()

(1)
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Bagian Keenam
Pembebanan Hak Guna Usaha

Pasal 15

Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan.

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hapus dengan
hapusnya Hak Guna usaha.

Bagian Ketujuh
Perallhan Hak Guna Usaha

Pasal 16
Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.
Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara;
jual beli;
tukar menukar;
penyertaan dalam modal;
hitiah;
8. pewarisan.
Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali malalui lelang, tukar-
menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akia yvang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
ﬂuiﬁll beli yang dilakukan melalul pelelangan dibuktikan dengan berita acara
alang.

Peralihan Hak Guna Usaha karena warlsan harus buktikan Surat Wasiat/atau
surat keterangan waris yang dibuat cleh instansi yang berwenang.

eogow

Bagian Kedelapan
Hapusnya Hak Guna Usaha

Pasal 17
Hak Guna Usaha hapus karena:

8. berakhimya jangka waklu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya;

b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka
wakiunya berakhir karena:



Warga Negara Indonesia;
Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

Pasal 20

Pemegang Hak Guna Bangunan yang lidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun
wajib melepaskan atau mengalinkan hak atas tanah lersebut kepada pihak
lain yang memenuhi syarat,

Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak
dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

Bagian Kedua
Tanah yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Bangunan

Pasal 21

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:

a.
b.

C.

(1)
(2)

(3)

(1
(2)
(3)

Tanah Negara;
Tanah Hak Pengelolaan;
Tanah Hak Milik,

Bagian Ketiga
Terjadinya Hak Guna Bangunan

Pasal 22

Hak Guna Bangunan atas tanah Megara diberikan dengan Kepulusan
pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan
keputusan pemberian hak oleh Menter alau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan usul pamegang Hak Pengelola,

Ketentuan mengenai tata cara dan syaral parmohonan dan pemberian Hak
Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden,

Pasal 23
Pamberan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
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Bagian Kelima
Kewajlban dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha

Pasal 12
(1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:
a. membayar uang pemasukan kepada Negara;
b. melaksanakan ussha peranian, perkebunan, perikanan dan/atau

peternakan sesuai  peruntukan dan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

c¢. mengusahakan sendir tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai
dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
instansi teknis;

d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah
yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;

g. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam
dan menjaga kelestarlan kemampuan lingkungan hidup sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mangenal Hak Guna
Usaha;

g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha
kepada Megara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus,

h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang felah hapus kepada
Kepala Kantor Pertanahan,

(2) Pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan pengusahaan tanah Hak

Guna Usaha kepada pihak lain , kecuali dalam hal-hal diperbolehkan

menurut peraturan perundang-undangan yang beraku.

Pasal 13

Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis atau lingkungan atau
sabab-sebab lain letaknya sedemikian nupa sehingga mengurung atau menutup
pekarangan atau bidang tanah lain dan lalu lintas umum atau jalan air, maka
pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau
kemudahan |ain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkunung itu.

Pasal 14

(1) Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah
yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di
bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.

{2} Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di
atas lanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak
Guna Usaha hanya dapat di lakukan untuk mendukung usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarmya.
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(2)
(3)

(1)

(2)

(3)
(4}

1. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya,

2. ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Pasal 13 dan/atau Pasal 14,

€. putusan pengadilan yang telah mempunyal kekualan hukum tetap;

dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;

g. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961,
f. ditelantarkan;

g. tanahnya musnah;

h. ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

Ketentuan lebih laniut mengenal hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2} diatur dengan Keputusan Presiden.

P

Pasal 18

Apabila Hak Guna Usaha hapus dan lidak diperpanjang atau diperbaharui,
bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-
benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada
di atas tanah bekas Hak Guna Usaha lersebut kepada Megara dalam batas
waklu yang ditetapkan oleh Menteri,

Apabila bangunan, lanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) masih diperiukan untuk melangsungkan atau memulihkan
pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganii
rugi yang bentuk dan jumiahnya diatur lebih lanjut dengan Kepulusan
Presiden.

Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Usaha.

Jika bekas pemegang Hak Guna Usaha lalai dalam, memenuhl kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayal (3), maka bangunan dan benda-benda
yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha Ilu dibongkar oleh
Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak.

BAB I
PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN

Bagian Pertama
Subyek Hak Guna Bangunan

Pasal 19

Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah:
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(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)
(3)
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Ketentuan mengenai lata cara pemberian dan pendaftaran Hak Guna
Bangunan atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Hak Guna Bangunan

Pasal 25

Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan
untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka wakiu paling lama dua puluh tahun.

Sesuai jangka waklu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) berakhir, kepada bekas pemegang
hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna bangunan di atas tanah yang
sama,

Pasal 26

Hak Guna Bangunan atas tanah Megara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, alas permochonan pemegang hak dapal diperpanjang atau

diperbaharui, jika memenuhi syarat:

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesual dengan keadaan,
sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b.  syarat-syaral pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik aoleh
pemegang hak; dan

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

Tanah tersebut masih sesual dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang

bersangkutan.

Hak Guna Bangunan alas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau

diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah

mendapat persetujuan dad pemegang Hak Pengelolaan.

Pasal 27

Permochonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau
pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhir
jangka wakiu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya.
Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan dicatat dalam buku
tanah pada Kantor Pertanahan.

Ketenluan mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau

pembaharuan Hak Guna Bangunan dan persyaratannya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.



Pasal 28

(1) Uniuk kepentingan penanamen modal, permintaan dan perpanjangan dan
pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dapat dilakukan seksfigus dengan membayar uvang pemasukan vyang
ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan Hak
Guna Bangunan.

{2) Dalam hal vang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) unluk perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna bangunan
hanya dikenakan blaya administrasi yang besamya ditetapkan oleh Menteri
setelah mendapat persetujuan dar Menteri Keuangan.,

(3) Persetujuan untuk memberikan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan perincian
uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam
keputusan pemberian Hak Guna Bangunan.

Pasal 29

(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu
paling lama tiga puluh tahun,

{2) Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan
pemegang Hak Milik, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dapat
diperbaharui dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru dengan akia
yang dibuat oleh Pejabal Pembuat Akta Tanah dan hak tersebul wajib
didaftarkan,

Bagian Kelima
Kewajiban Pemagang Hak Guna Bangunan

Pasal 30

Pemegang Hak Guna Bangunan Berkewajiban;

a. Membayar uang pemasukan yang Jumlah dan cara pembayarannya
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya; Menggunakan tanah sesuai
dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditstapkan dalam
kepulusan dan perjanjian pemberiannya;

b. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serla
menjaga kelestarian lingkungan hidup;

c. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan
kepada MNegara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Millk
sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;

d. Menyerahkan sertifilkat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada
Kepala Kantor Pertanahan,

Pasal 31

Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau
sabab-zebab |ain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau manutup
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pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas urum atau jalan air, pemegang
Hak Guna Bangunan wajlb memberikan Jalan keluar atau jalan air atau
kemudahan lain bagl pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu,

Pasal 32

Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan tanah
yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama wakiu tertentu untuk
mendirikan dan mempunyal bangunan untuk keperluan pribadi atau usaha lain
dan membebaninya.

Bagian Keenam
Pembebanan Hak Guna Bangunan

Pasal 33

{1) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan.

(2) Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) hapus dengan
hapusnya Hak Guna Bangunan,

Baglan Ketujuh
Peralihan Hak Guna Bangunan

Pasal 34
(1) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
(2} Peralihan Hak Guna Bangunan lerjadi karena:

a. jual bell;

b. fukar menukar;

¢. penyertaan dalam modal;
d. hibah;

e. pewarisan,

(3) Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2}harus
didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

{(4) Peralihan Hak Guna Bangunan karena jual beli kecuali jual beli melalui
lelang, tukar menukar , penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan
dengan akla yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

{8) Jual Beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara
Lelang,

(6) Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan harus dibuktikan dengan
surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang
berwenang. (7) Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Guna Pengelolaan.
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diatasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Megara dalam hkeadaan
kosong selambat-lambatnya dalam wakiu satu tahun sejak hapusnya Hak
Guna Bangunan.,

(2) Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) masih diperiukan, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugl
yang bentuk dan jumiahnya diatur lebih lanjut dengan Keputiusan Presiden,

{3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan,

(4) Jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalal dalam memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka bangunan dan benda-benda
vang ada di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan ilu dibongkar oleh
Pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Guna Bangunan.

Pasal 33

Apabila Hak Guna Bangunan atas tansh Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak
Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna
Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau
pemegang Hak Miik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam
peranjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberan Hak
Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.

BAB IV
PEMBERIAN HAK PAKAI

Bagian Pertama
Subyek Hak Pakai

Pasal 39
Yang dapat mempunyal Hak Pakai adalah:
a. Warga Negara Indonsasia;

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia;

¢. Departemen, Lembaga Pemerintah Mon Departemen, dan Pemerintah
Daarah;

Badan-badan keagamazan dan soskal;

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Badan hukum asing yang mempunyal perwakilan di Indonesia;
Perwakilan negara asing dan pewakilan badan Internasional.

@ e o

Pasal 40

(1} Pemegang Hak Pakal yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 39 dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu pada pihak lain yang memenuhi syarat.
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{7)

(1)

(2)

{1
(2)

(3)

(1)
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Peralinan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus dengan
persetujuan tertulis dar pemegang Hak Milik yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Hapusnya Hak Guna Bangunan

Pasal 35

Hak Guna Bangunan hapus karena:
a. berakhimya jangka wakiu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pamberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
b. dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan
atau pemegang Hak Milik sebelum jangka wakiunya berakhir, karena:
1. tidak dipenuhinya kewaliban-kewajiban pemegang hak dan/atau
dilanggarnya ketentuan-ketantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; alau
2. tidak dipenuhinya syarat-syaral atau kewajiban-kewajiban yang
tertuang dalam perjanfian pemberian Hak Guna Bangunan antara
pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau
perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau
3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tepat;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
wakiu berakhir;
dicabul berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
ditelantarkan;
tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 20 ayat {2},

Ketentuan leblh lanjut mengenal hapusnya Hak Guna Bangunan
sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

~oo

Pasal 36

Hapusnya Hak Guna Bangunan alas tanah Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanshnya kembali ke dalam
penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.

Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan
pemegang Hak Milik.

Pasal 37
Apablla Hak Guna Bangunan atas tanah MNegara hapus dan fidak
diperpanjang atau lidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna
Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda vang ada



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Ketentuan lain mengenai tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Pakai
atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjul dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Hak Pakai

Pasal 45

Hak Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberkan untuk jangka

wakitu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk

jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu

yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperduan

lertentu.

Sesudah jangka wakiu Hak Pakal atau perpanjangannya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) habis, kepada pemegang hak dapat diberikan

pembaharuan Hak Fakai atas tanah yang sama.

Hak Pakal yang diberikan untuk jangka wakiu yang tidak ditentukan selama

dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diberikan kepada;

a. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah
Daerah;

b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;

¢. Badan keagamaan dan badan sosial.

Pasal 46

Hak Pakai atas tanah MNegara dapat diperpanjang atau diperbaharui
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atas permochonan pemegang hak,
jlka memenuhl syarat:

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan;
b. sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

c. syaral-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik olsh
pemegang hak; dan

d. pemegang hak masih memenuhi syaral sebagal pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau di
perbaharul atas usul pemegang Hak Pengelolaan.

Pasal 47

Permohonan perpanjangan Jangka waktu Hak Pakai atau pembaharuan
diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka wakiu
Hak Pakal tersebut.

Perpanjangan atau pembaharuan hak pakal sebagal mana dimaksud dalam
ayat (1) dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
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(2)

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak
dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum dengan
ketentuan hak-hak pihak lain yang terkail di atas lanah lersebut tetap
diparhatikan.

Bagian Kedua
Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Pakai

Pasal 41

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah;

a.
b.

C.

(1)
(2)

(3)

{1
{2)

(3)

(1)
{2)
(3)
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Tanah Megara;
Tanah Hak pengelolaan;
Tanah Hak Milik.

Baglan Ketiga
Terjadinya Hak Pakal

Pasal 42
Hak Pakai atas Tanah MNegara diberfkan dengan keputusan pemberian hak
oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
Hak Pakai alas Hak Pengelclaan diberikan dengan kepulusan pemberian
hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang
Hak Pengelolaan.
Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian Hak

Pakai atas tanah Negara dan fanah Hak Pengelolaan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan presiden.

Pasal 43
Hak Pakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib didaftar dalam buku
tanah pada Kantor Pertanahan.
Hak Pakal atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak
didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesual ketentuan
peraluran perundang-undangan yang berlaku,
Sebagal tanda buktl hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan serifikat
hak atas tanah.

Pasal 44

Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah ocleh
pemegang Hak Milik dengan akla yang dibuat olah PPAT.

Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan,

Hak Pakai alas tanah Hak Millk mengingal pihak keliga sejak saat
pendafiarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat



(3)

(1}

(2)

(3)

{2)

Ketentuan mengenai fata cara permchonan  perpanjangan  atau
pembaharuan Hak Pakal dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 48

Untuk kepentingan penanaman meodal, permintaan perpanjangan dan
pembaharuan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat
dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan
untuk itu pada saat perlama kali mengajukan permohonan Hak Pakal,

Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus sebagalmana dimaksud
dalam ayat (1), untuk perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai hanya
dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,

Persetujuan untuk pemberian perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) serta perincian uang
pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam
keputusan pembarian Hak Pakai.

Pasal 49

Hak Pakal atas tanah Hak Millk diberkan uniuk Jangka wakiu paling lama
dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Atas kesepakatan aniar pemegang Hak Pakai dengan pemegang Hak Milik,
Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak
Pakai baru dengan akla yang dibual oleh PPAT dan hak tersebut wajb
didaftarkan.

Baglan Kelima
Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Pemakal

Pasal 50

Pamegang Hak Pakai berkewajiban:

a.

membayar uang pemasukan yang jumlzh dan cara pembayarannya
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan
tanah Hak Pengelolaan atau dalam perjanjlan Hak Pakai atas tanah Hak
Milik;

menggunakan lanah sesual dengan peruntukannya dan persyaratannya
sabagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian
penggunaan fanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberan Hak Pakai
atas tanah Hak Milik;

mamelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup,

menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada

Megara, pemagang Hak Pengelolaan atau permegang Hak Milik sesudab Hak
Pakai tarsabut hapus;
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2. menyerahkan serfifikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Pasal 51
Jika tanah Hak Pakal karena keadaan geografisnya atau lingkungan atau sebab-
sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup
pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang
Hak Pakai wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang lerkurung itu,

Pasal 52

Pamegang Hak Pakai berhak menguasal dan mempergunakan tanah yang
diberikan dengan Hak Pakai selama wakiu tertentu untuk keperluan pribadi atau
usahanya serta untuk memindahkan hak tersebul kepada pihak lain dan
membebaninya, atau selama digunakan untuk keperluan tertentu.

Bagian Keanam
Pembebanan Hak Pakai

Pasal 53

(1) Hak pakai atas tanah MNegara dan atas tanah Hak Pengelclaan dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan,

(2) Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hapus dengan
hapusnya Hak Pakai.

Bagian Ketujuh
Peralihan Hak Pakai

Pasal 54

{1) Hak Pakal yang diberikan atas tanah Megara untuk jangka waktu tertentu
dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialibkan pada
pihak lain.

{2) Hak Pakal atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut
dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas Hak Milik yang

bersangkutan.
(3) Peralihan Hak Pakai terjadi karena:
a. Jjual beli;
b. tukar menukar:
c.  penyertaan dalam modal;
d. - hibah;
2. pewarisan.
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(2} Khusus untuk wilayah lingkungan kerja daerah Industri Pulau Batam,
besarnya uang pemasukan untuk memperoleh Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakal termasuk perpanjangan atau pembaharuan
haknya ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Apabila pemegang hak tidak manfaatkan tanahnya sesuai dengan tujuan
peruntukan penggunaan tanahnya, sehingga Hak Guna Usaha atau Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai tidak dapat diperpanjang atau diperbaharul,
maka uang pemasukan yang telah dibayar di muka menjadi milik Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Femberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakal atas sebidang
tanah yang selurubhnya merupakan pulau atau yang berbatasan dengan pantai
diatur tersendin dengan Peraturan Pemerintah,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

(1) Pemegang Hak Guna Bangunan yang telah memperoleh jaminan
perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah untuk jangka waktu masing-
masing dua puluh tahun dan tiga puluh tahun sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1983 tentang pemberian Hak Guna
Bangunan atas tanah dalam Kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau
dinyatakan tetap memperoleh jaminan hingga berakhirmya jangka wakfu
pemberian jaminan tersebut.

{2) Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah
diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap bedaku sampal
berakhimya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
tersebut.

Pasal 62

Selama ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini belum
diterbitkan, maka peraturan perundang-undangan mengenal Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah inl.
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(4)
(3)

(6)
(7)
(8)
{2
{10)

(1)

{2)
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Peralihan Hak Paka sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

Peralihan Hak Pakai karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar
menukar, penyertaan modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT.

Jual bell yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara
Lelang.

Peralihan Hak Pakal karena pewarisan harus dibukfikan dengan surat wasiat
atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.
Peralihan Hak Pakai atas tanah MNegara harus dilakukan dengan izin dari
pejabat yang berwenang.

Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan
persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.

Pengalihan Hak PFakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan
persatujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Hapusnya Hak Pakal

Pasal 55
Hak Pakai hapus karena:
a. berakhimya jangka wakiu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian alau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan
atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:

1. ftidak dipenuhinya kewajlban-kewajiban hak dan/atau dilanggamya
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
Pasal 51 dan Pasal 52;

2. tidak dipenuhinya syaral-syarat atau kewsjiban-kewajiban yang
terluang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang
Hak Pakai dan Pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan
Hak Pengelolaan; atau

3. putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum yang
tetap.

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktu berakhir;

dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;
ditelantarkan;

tanahnya musnah;

g. ketentuan Pasal 40 ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenal hapusnya Hak Pakai sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 58

(1) Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.

{2) Hapusnya Hak Pakal atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kemball dalam penguasaan
pemagang hak Pengalolaan.

(3) Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang
Halk Milik.

Pasal 57

(1} Apabila Hak Pakal atas tanah Negara hapus dan fidak diperpanjang atau
diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar
bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan
tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam
waktu =atu tahun sejak hapusnya Hak Pakai.

{2) Dalam hal bangunan dan benda-banda sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) masih diperlukan, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugl.

{3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) dilaksanakan atas blaya bekas pemegang Hak Pakal.

{4) Jika bekas pemegang Hak Pakal [alal dalam memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, bekas Pemegang Hak Pakai wajib
menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan alau pemegang
Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian
penggunaan tanah Hak Pangelolaan atau perjanfian pemberian Hak Pakal
atas tanah Hak Milik.

Pasal 58

Apabila Hak Pakal atas tanah Hak Pengelclaan atau atas tanah Hak Milik hapus
sebagaimana dimaksud Pasal 56, bekas pemegang Hak Pakal wajib
menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak
Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian
penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakal atas
tanah Hak Milik.

BAB V

PERHITUNGAN UANG PEMASUKAN ATAS DITERTIBKANNYA HAK GUNA
USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI

Pasal 59

(1) Besamya uang pemasukan untuk mempercleh Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakal termasuk perpanjangan atau pembaharuan
haknya, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dar Menter
Keuangan.
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BAB vill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah dalam
kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Juni 1956
FRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,

Tid.
SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Juni 1996
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUELIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIOMNOC

LEMBARAN NEGARA REPUELIK INDONESIA TAHUN 1896 NOMCR 58
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1996
TENTANG
HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

UMUmM

Tanah merupakan suatu faklor sangat penting dalem kehidupan sualu
masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian
besar penduduknya menggantungkan kehidupan dar tapah. Dalam rangka
pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakal yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanah juga merupakan
salah satu modal utama, balk sebagal wadah pelaksanaan pembangunan maupun
sebagal faklor produksi untuk menghasitkan kemoditas-kemaditas perdagangan
yang sangat diperiukan guna meningkatkan pendzpatan nasional. Kedudukan
tanah dalam pembangunan nasicnal itu juga temyata dar Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomer IIFMPR/MS83 tentang Garis-
garis Besar Haluan Megara yang antara lain memberi amanal sebagai berikut:
“Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat
mewujudkan keadilan soslal bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan penataan
penggunaan fanah dilaksanakan secara berancana guna mewujudkan
kemakmuran rakyal yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah peru
memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas
maksimum pemilikan tanah, termasuk berbagal upaya untuk mencegah
pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan
pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelodaan pertanahan
yang lerpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi hidup.
Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang
dengan perangkat analisis dan perangkat informasi partanahan yang makin baik.”

Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah tercantum di dalam
Undang-undang Momor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, vang lebih dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria, yang memuat
pokok-pokok dard Hukum Tanah Masional Indonesia. Walaupun sebagian besar
pasalpasalnya memberikan ketentuan mengenal hak-hak atas tanah, namun
sebagal ketenfuan yang bersiat pokok banyak materi pengaturan yang bersifat
lebih rinci yang masih perlu ditetapkan. Keperuan akan ketentuan-kstenluan yang
lebih rinci ini selama lebih dar tiga puluh tahun dipenubi dengan pengaturan
teknis operasional dalam bentuk yang lebih rendsh dar pada Peraturan
Pemerintah. Dengan makin rumitnya masalah peranahan dan makin besamya
keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanaban, makin dirasakan
keperuan akan adanya peraturan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria
yang lingkatnya lebib tinggi, ysitu dalam benluk Peraturan Pemerintah, yang
menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenal hak-hak atas tanah yang dialur
dalam Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria, khususnya Hak Guna Usaha, Hak
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Guna Bangunan dan Hak Pakal. Sebagal hak atas tanah yang masa berlakunya
terbatas untuk jangka waktu tertentu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakal memerlukan kejelasan mengenai beberapa hal, antara lain mengenai
parsyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status
tanah dan benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya.
Kejelasan itu sangat diperdukan untuk memberikan beberapa kepastian hukum,
baik kepada pemegang hak, kepada Pemerintah sebagal pelaksana Undang-
undang Pokok Agraria, maupun kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan hak-hak di alas dalam rangka melaksanakan amanat Pasal
50 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria dipandang perlu menetapkan
ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Paka untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada di dalam
Undang-undang Pokok Agraria,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1

Cukup jelas
Angka 2

Cukup |elas
Angka 3

Cukup jelas
Angka 4

Uang pemasukan yang berasal dar pemberian sesuatu hak atas tanah
merupakan sumber penerimaan Megara yang harus disetor melalul Kas
MNegara.

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas
Angka 7

Cukup jefas
Angka 8

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas
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Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tanah Megara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dar
kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah Negara itu termasuk di
dalam kawasan hutan, yang berari tanah itu harus dipergunakan untuk

hutan sesual peraluran yang beraku, maka tanah lersebut harus lerlebih
dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tanaman dan bangunan yang keberadaannya

berdasarkan alas hak yang sah adalah tanaman dan bangunan millk bekas
pemegang Hak Guna Usaha,

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup [elas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Sebelum didaflar sesual ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum
terjadi dan status tanahnya masih tetap tanah Megara.

Istilah "terjadi” tersebut telah ada sejak Undang-undang Pokok Agraria.
Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu Istilah "terjadi® tadi memiliki arti
yang sama dengan "lahimya” hak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Perpanjangan jangka waktu hak tidaklah menghentikan berdakunya hak yang
bersangkutan, melainkan hak itu terus berlangsung menyambung pada
jangka wakiu hak semula, Hal ini penting artinya untuk kepentingan hak-hak
pihak lain yang membebani Hak Guna Usaha, misalnya Hak Tanggungan,
yang akan hapus dengan sendirinya apabila Hak Guna Usaha it hapus.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal9

Ayat (1)
Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan usaha dari pemegang
hak yang telah melaksanakan usshanya dengan balk, yaitu dengan
menjamin perpanjangan Hak Guna Usahanya apabila dipenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam ayat ini.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasail 10
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 11
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayatl (2)
Dalam hal-hal tertentu kegiatan pengusahaan tansh Hak Guna
Usaha mungkin juga dilakukan atas dasar kerjasama dengan pihak-pihak
lainnya.
Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah
perat;rf!m perundang-undangan yang memungkinkan untuk kerjasama
tersebut,

Pasal 13

Pemberian Hak Guna Usaha tidak boleh mengakibatkan tertutupnya penggunaan
dari segi fisik tanah yang terkurung oleh tanah Hak Guna Usaha itu. Qleh
karena itu pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan kesempatan
kepada pemegang hak atas tanah yang terkurung memillki akses yang
diperukan.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Karena pada umumnya Hak Guna Usaha melipuli tanah yang luas, di dalam
tanah Hak Guna Usaha seringkall terdapat sumber air atau sumber daya
alam lainnya. Pemegang Hak Guna Usaha berhak menggunakan sumber
daya alam ini sepanjang hal itu dipedukan untuk keperluan usaha yang
dijalankannya, dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berfaku dan kepentingan masyarakat sekitamya.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup |elas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Ketentuan Ini adalah penjabaran dan ketentuan Pasal 34 Undang-undang
Pokok Agraria,
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1)
Cukup |elas
Angka 2)
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf &
Cukup jelas
Huruf f

Dalam hal hapusnya Hak Guna Usaha karena tanahnya musnah, yang
hapus hanyalah bagian tanah Hak Guna Usaha yang musnah itu,
Selebihnya masin tetap dikuasal dengan Hak Guna Usaha. Untuk
peanyesuaian pencalalannya pada Kantor Pertanahan, perubahan itu
perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan,

126



Huruf g
Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cialam pengaturan Inl antara lain ditetapkan pula ketentuan penggunaan dan
penguasaan tanah selanjutnya dengan memperhatikan tata ruang,

pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kepentingan
bekas pemegang hak.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayal (2)
Ketenluan mengenal diperlukan afau tidaknya bangunan tersebut untuk
melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha

dilakukan dengan memperhatikan kepenlingan hekas pemegang Hak Guna
Usaha dan pemegang hak yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas
Aoat (4)

Cukup jalas

Pasal 19
Huruf a

Cukup jalas
Huruf b

Termasuk pengertian badan hukum adalah semua lembaga yang menurut
peraturan yang berlaku diberi stalus sebagai badan hukum, misalnya
Perseroan Terbatas, Koperasi, Perhimpunan, Yayasan tertentu dan lain
sabagainya.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup jalas

Pasal 21
Berbada dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dapat juga diberikan
atas tanah Hak Pengelolaan dan tanah Hak Milik.
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Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Sesual dengan maksud pelimpahan wewenang melalui pemberian Hak
Pengelolaan, maka pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak

Pengelolaan dilakukan oleh Menteri kepada calon pemegang hak yang
ditunjuk cleh pemegang Hak Pengelolaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Fasal 23
Byat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik pads dasarnya
merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang Hak Milik atas
tanah miliknya. Karens itu pemberian itu dilakukan dengan suatu perjanjian
antara pemegang Hak Milik dan calon pemegang Hak Guna Bangunan yang
dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Ayat (2)
Sebagai pembebanan atas suatu hak yang terdaftar, Hak Guna Bangunan

atas tanah Hak Milik peru didaftar dengan pembuatan buku tanahnya dan
pencatatannya pada buku tanah dan sertifikal Hak Milik yang bersangkutan.

Ayat (3)
Walaupun Hak Guna Bangunan itu sudah terjadi pada waktu dibuatnya akta

Pejabal Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam ayat (1), namun baru
menglkat pihak ketiga 2esudah didaftar di Kantor Pertanahan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1) dan Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 8.
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Pasal 26
Ayat (1)

Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan penguasaan tanah
dengan Hak Guna Bangunan yang pada umumnya dipergunakan uniuk

termpat tinggal yang merupakan kebuluhan pokok masyarakat.

Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan diberikan atas
permohonan pemegang hak. Unluk itu dalam pemberan perpanjangan dan
pembaharuan hak tersebut harus terlabib dahulu dilakukan penilaian apakah
pemagang Hak Guna Bangunan tersebut masih menggunakan lanahnya
sesual dengan ketentuan yang ditetapkan dalem kepulusan pemberian Hak
Guna Bangunan yang pertama kall, serta lidek berlentangan dengan

Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku.
Lihat penjelasan Pasal 8.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Memperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik
ditakukan dengan memberlikan Hak Guna Bangunan baru dengan perjanjian

Raru.
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Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Lihat Penjelasan Pasal 13

Pasal 32
Hak untuk mendidkan dan mempunyai bangunan dapat dilaksanakar
dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain,

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayal [5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (T)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
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Pasal 35
Ayat (1)
Ketenluan ini adalah penjabaran dari ketentuan Pasal 40 Undang-undang
Pokok Agraria.
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Cukup jelas
Huruf ©
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf

Dalam hal tanshnya musnah Hak Guna Bangunan hapus sejak
musnahnya tanah itu.

Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam pengaturan ini antara lain ditetapkan pula ketentuan penggunaan dan
penguasaan tanah selanjulnya dengan memperhatikan tata ruang,
pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kepentingan
bekas pemegang hak.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayal (2)
Penentuan bangunan dan benda-benda llu masih diperukan atau tidak
diperlukan, dilakukan berdasarkan kepentingan umum dengan mengingat
kepentingan bekas pemegang hak dan peruntukan tanah selanjutnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38

Penyelesaian penguasaan bekas Hak Guna Bangunan atas tanah Hak
Pengelolaan dan ztas tanah Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus
dilaksanakan sesual perjanfian penggunaan tanah Hak Pengelolaan antara
pemegang Hak Pengelolaan dan pemegang Hak Guna Bangunan alau perjanjian
pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Milik dan pemegang Hak
Guna Bangunan.

Pasal 39
Huruf &

Cukup jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf &

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf &

Orang asing yang dianggap berkedudukan di Indonesia adalah orang asing
yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan
nasional.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukupjelas
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Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (Z)

Cukup jelas
HAyat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
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Pasal 45

Ayat (1)
Hak Pakai dapat pula diberikan unluk wakiu yang tidak ditentukan selama
tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin dipenuhinya keperuan tanah untuk keperuan lerlentu secara
berkelanjutan, misalnya untuk keperluan kantor lembaga pemerintah, untuk
kantor perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional beserta
kediaman Kepala Perwakilannya dan untuk keperluan melaksanakan fungsi
badan keagamaan dan badan sosial,

Hak Pakai yang diberkan untuk wakiu yang fidak ditentukan selama
tanahnya dipergunakan unluk keperluan terlentu fidak dapat dialinkan
kepada pihak lain, akan tetapl dapat dilepaskan oleh pemegang haknya
sehingga manjadi tanah Negara untuk kemudian dimohen dengan hak baru
oleh pihak lain tersebut,

Ayat (2)

Cukup jelas
Myat (3)

Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Ketentuan ini diadakan untuk memberi kepastian hukum bagi kelangsungan

penguasaan tanah dengan Hak Pakal yang pada umumnya dipergunakan
untuk tempat tinggal dan keperluan pribadi pemegang Hak Pakai.

Perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai diberikan atas permohonan
pemegang hak. Untuk ilu dalam pemberian parpanjangan atau pembaharuan
hak tersebul harus terlebih dahulu dilakukan penilaian apakah pemegang

Hak Pakai tersebut masih menggunakan tanahnya sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Hak Pakai yang pertama kali.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukupjelas
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Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Lihat Penjelasan Pasal 13.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayal (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayal (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)

Cukup jelas
Ayal (5)

Cukup jelas
Ayal (6)

Cukup jelas
Ayal ()

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayal (9)

Cukup jelas
Ayat (10}

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam pengaturan ini antara lain ditetapkan pula ketentuan penggunaan dan
penguasaan tanah selanjulnya dengan memperhatikan tata ruang,
pemeliharaan surmber daya alam dan lingkungan hidup, serta kepentingan
bekas pemegang hak.

Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayal (3)

Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal {2}

Cukup jelas
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Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Psasal 59
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Dengan adanya kelentuan inl, maka permintaan-permintaan hak atas tanah yang
baru yang seluruhnya merupakan pulau  Hdak dilayani sampal  dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebul.

Pasal 61
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3643
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Menimbang

Mengingat

138

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,

. A.

bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal
40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria, hak atas
tanah hapus antara lain karena diterlantarkan;
bahwa saat ini penelantaran tanah makin
menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan
kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas
lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
1988 tentang Penerliban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar, tidak dapat  lagi dijadikan acuan
penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar sehingga perlu dilakukan penggantian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, peru
menelapkan  Peraturan Pemerintah  tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Tedantar;

Pasal 5 ayat {2) Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang MNomor & Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria (Lembaran
Meaara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,



Tambahan Lembaran MNegara Republik |ndonesia
Nomar 2043);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42,
Tambahan Lembaran MNegara Republik |ndonesia
MNomaor 3632);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 MNomor 167, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomor 84, Tambahan Lzmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 MNomer 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4844},

Undang-Undang MNomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Momor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Tahun 2009 MNomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

10.Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 1998

lentang Hak Guma Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakal (Lembaran MNegara Republik
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Indonesia Tahun 1996 MNomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar 82,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomeor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN

DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.
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Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Fokok
Agraria.

Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari MNegara vyang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemagangnya.

Dasar penguasaan atas tanah adalah izinkeputusan/surat dari
pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan
hukum untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah,
Pemegang Hak adalah pemegang hak atas tanah, pemegang Hak
Pengelclaan, atau pemegang izinkeputusan/surat dari pejabat yang
berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.

Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan MNasional Republik
Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional.



BABII
OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Pasal 2

Obyek penertiban tanah tedantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak
oleh Megara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, alau dasar penguasaan atas tanah
yang fidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan fujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya,

Pasal 3

Tidak termasuk obyek penertiban tanah ledantar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah;

a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama persecrangan
yang secara lidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan
atau sifat dan tujuan pamberian haknya; dan

b. tanah yvang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak
langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik
MNegara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

BAB I
IDENTIFIKAS| DAN PEMNELITIAM
Pasal 4
(1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi
terlantar.
(2) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
pelaksanaan identifikasi dan penelitian.

Pasal 5

(1) Identifikasi dan peneliian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia.
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(2} Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur Badan Pertanahan Masional dan unsur instansi
terkait yang diatur oleh Kepala.

Pasal 6

(1) Identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dilaksanakan:
a. terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau
b. sejak berakhirnya izinfkeputusan/surat dasar penguasaan atas
tanah dari pejabat yang berwenang.
(2) ldentifikasi dan penelitian tanah terlantar meliputi:
a. nama dan alamat Pemegang Hak;
b. letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan
keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; dan
¢. keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar.

Pasal ¥

(1) Kegiatan identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 meliputi:

a. melakukan verifikasi data fislk dan data yuridis;

b. mengecek buku tanah dan/alau warkah dan dokumen lainnya
untuk mengetahul keberadaan pembebanan, termasuk data,
rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada
saat pengajuan hak;

c. meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain yang
terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut
harus member kelerangan atau menyampaikan data yang
diperukan;

. melaksanakan pemeriksaan fisik;

. melaksanakan pioting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah
pada peta pertanahan;
membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;

. menyusun laporan hasil identifikasi dan penslitian;

. melaksanakan sidang Panitia; dan
membuat Berita Acara.

M o

sowa ™

(2) Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, peneliian, dan
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Kantor Wilayah.
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(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(1)

BAB IV
PERINGATAN

Pasal 8

Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disimpulkan terdapat tanah
tedantar, maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan
sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada
Pemegang Hak, agar dalam jangka wakiu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan tanahhya
sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya
atau sesual izinfkeputusan/surat sebagal dasar penguasaannya.
Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah
memberikan peringatan tertulis kedua dengan Jangka waktu yang
sama dengan peringatan pertama.

Apablla Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah
memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka wakiu yang
sama dengan peringatan kedua.

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala.

Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayal (3) yang dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat
peringatan tersebut diberitahukan juga kepada pemegang Hak
Tanggungan.

Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayal (3), Kepala Kantor Wilayah
mengusulkan kepada Kepala untuk menetapkan tanah vang
bersangkutan sebagai lanah terdantar.

BAB V
PENETAPAN TANAH TERLANTAR

Pasal 9
Kepala menetapkan tanah terantar terhadap tanah yang diusulkan

oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6).
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(2)

(3)

(1)

(2)

{3)

(1)

(2)
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Dalam hal tanah yang akan ditstapkan sebagai tanah tedantar
merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus
memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang
dikuasal langsung oleh Negara.

Dalam hal tanah yang akan ditztapkan sebagai tanah terlantar
adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah terlantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemutusan
hubungan hukum serta penegasan sebagal tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara.,

Pazal 10

Tanah yang ditetapkan sebagai lanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan
hamparan, maka hak atas fanahnya dihapuskan, diputuskan
hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasa
langsung oleh Negara,

Tanah yang ditetapkan sebagal tanah terlantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan sebagian
hamparan yang diterlantarkan, maka hak atas tanahnya dihapuskan,
diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang
dikuasal langsung oleh Megara dan selanjutnya kepada bekas
Pemegang Hak diberkan kemball atas bagian tanah yang benar-
benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan
keputusan pemberian haknya.

Untuk mempercleh hak atas tanah atas bagian tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bekas Pemegang Hak dapat mengajukan
permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

Pasal 11

Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan
25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat
mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-
benar digunakan dan dimanfaatkan sesual dengan keputusan
pemberian haknya.

Biaya atas revisi pengurangan luas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi beban Pemeagang Hak.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 12

Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar,
dinyatakan dalam keadaan sfafus guo sejak tanggal pengusulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Tanah yang dinyatakan dalam keadaan sfatus quo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas
bidang tanah tersebut sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar
yang memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus
memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang
dikuasai langsung cleh Negara.

Pasal 13

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya kepulusan
penstapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang
Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya vyang
bersangkutan.

Apabila bekas Pemegang Hak fidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di atasnya
tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasal langsung oleh Negara,

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban tanah terantar diatur
dalam Peraturan Kepala.

(1)

BAB VI
FENDAYAGUNAAN
TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR

Pasal 15

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah negara bekas tanah terantar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan
negara melalui reforma agraria dan program strategls negara serta
untuk cadangan negara lainnya.
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{2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.

Pasal 16

Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang
berhubungan dengan penguasaan dan penggunaannya fidak boleh
diterbitkan izin/keputusanfsurat dalam bentuk apapun selain yang
ditetapkan dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pelaksanaan penertiban tanah terantar dan pendayagunaan tanah
negara bekas tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya
dilaporkan secara berkala kepada Presiden.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah Ini mulai berlaku, terhadap tanah yang
telah diidentifikasi atau diberi peringatan sebagai tanah terantar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Pemerintah Inl mulal beraku, Peraturan Pemerintah
Momor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Terantar dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,
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Pasal 20
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
MNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,
fitd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANLISIA
REPUBLIK INDONESIA,

itd.

PATRIALIS AKBAR

LEMEARAN NEGARA REPUBLIK INDOMNESIA TAHUN 2010 NOMOR 16
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
PEMERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

UMUM

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa
dan Megara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan
dipergunakan untuk sebesar-besarmya kemakmuran rakyat. Saal ini
tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak
atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan lanah di
beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga
cita-cita luhur untuk maningkatkan kemakmuran rakyal tidak optimal.
Cleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk
mewujudkan tanah sebagal sumber kesejahtersan rakyal, uniuk
mewujudkan  kehidupan vyang lebih berkeadilan, menjamin
keberanjulan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia,
serta memperkuat harmoni  sosial. Selain  ilu, optimalisasi
pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di
wilayah Indonesia diperdukan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan
lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan
energl.

Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan
tindakan yang fidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang
untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah), dan tidak
berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban
yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah
memperoleh dasar penguasaan tanah.

Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian
berbagal tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan
pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-
ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya
rasa keadilan dan harmoni sosial.

Megara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada
Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan



serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi
Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan
masyarakat, bangsa dan negara.

Ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum
selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan surat keputusan pemberian haknya. Karena itu
Pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika
Pemegang Hak menelantarkan tanahnya, Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak
atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum
serta ditegaskan sebagal tanah yang dikuasal langsung cleh Negara.

Bagi tanah vang belum ada hak atas tanahnya, tetapi ada dasar
penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi
dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 juncto Pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu orang atau badan hukum yang
telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan
pengadaan tanah itu dari hak orang lain, memperoleh penunjukan
dari pemagang Hak Pengelolaan, karena memperaleh izin lokasi,
atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berkewajiban
memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, ftidak
menelantarkannya, serta mengajukan  permohonan  untuk
mendapatkan hak atas tanah. Meskipun yang bersangkutan belum
mendapat hak atas tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka
hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanashnya akan
dihapuskan dan ditegaskan sebagal tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara.

Oleh sebab itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan
untuk mengurangi atau menghapus dampak negafifinya. Dengan
demikian pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan fanah
terdlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk
menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di
bidang agraria vang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Masional.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tanah yang sudah Hak Millk, Hak Guma Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai
tanah terlantar apabila tanahnya ftidak diusahakan, tidak
dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau
sifat dan tujuan haknya,

Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan
sebagai tanah tedantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, astau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin
lokasi, surat keputusan pemberian hak, sural keputusan pelepasan
kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari
pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak sengaja ltidak dipergunakan
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian
haknya" dalam ketentuan ini adalah karena Pemegang Hak
perseorangan dimaksud tidak memiliki kemampuan dari segi
ekonomi untuk mengusahakan, mempergunakan, atau
memanfaatkan sesual dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
pemberian haknya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak sengaja tidak dipergunakan
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian
haknva" dalam ketentuan ini adalah karena keterbatasan
anggaran negaraldaerah untuk mengusahakan,
mempergunakan, atau memanfaatkan sesual dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pembearian haknya.

Pasal 4
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tanah yang terindikasl terlantar” adalah
tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaan atau sifal dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan
penelitian,



Untuk memperoleh data tanah terindikasi tedantar dilaksanakan

kegiatan inventarisasi yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala.
Ayal (2)

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas,

Pasal 8

Ayat (1)
Dalam =surat peringatan pertama perlu disebutkan hal-hal yang
secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan sanksi
yvang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak fidak
mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud,

Ayat (2)
Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan
kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali
hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak dan
sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak tidak
mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud.

Ayatl (3)
Dalam surat peringatan ketiga yang merupakan peringatan
terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan
kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh
Pemegang Hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila
Pemegang Hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan
peringatan dimaksud.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayal (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tanah negara bekas tanah lerantar merupakan tanah
cadangan umum negara yang didayagunakan untuk
kepentingan masyarakat dan negara, melalui reforma agraria
dan program sirategis Megara serta untuk cadangan negara
lainnya.

Reforma Agraria merupakan kebijakan perlanahan yang
mencakup penataan sistem polik dan hukum pertanahan serla
penataan assel masyarakal dan penalaan akses masyarakat
terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indenesia Nomor
IXMPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Penataan aset masyarakal dan penataan akses masyarakat
terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah
negara bekas tanah terlantar.

Program strategis negara antara lain uniuk pengembangan
sector pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi
kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan
dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam,
relokasl dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena
pembangunan untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Pasal 168

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 17
Cukup jelas,

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5098
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG

PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

Menimbang : ;

Mengingat

Menetapkan :

BERKELANJUTAN

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 26 dan Pasal 53
Undang-Undang Momor 41 Tahun 2009 tentang Pedindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan, perdu menstapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penetapgan dan Allh Fungsi Laban
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1. Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Mo 41 Tahun 2008 Tentang Perfindungan
Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 149 Tahun 2009, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Memor 5068},

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAN ALIH
FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah inl yang dimaksud dengan:

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanlan Pangan
Berkelanjutan melalul tata cara yang diatur sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan balk
secara tetap maupun semantara,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar
kesesuaian dan Kketersediaannya tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
pada masa yang akan datang.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi
daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan vyang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
danfatau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Barkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama
untuk mendukung kemandidan, ketahanan, dan kedaulatan
pangan nasional,

Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar,
lanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang
disediakan untuk menggantl Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Gantl rugl adalah penggantian terhadap kerugian balk bersifat
fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah
kepada yang mempunyal tanah, bangunan, tanaman, dan/atau
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat
memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat
kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budi daya
yvang dialokaslkan dan memenuhi kriteria untuk budi daya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau
peternakan.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, soslal, budaya,
danfatau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.

Milai investasi infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat
suatu bangunan infrastruktur yang manunjang pembangunan
pertanian,



1.

12.

13.

14.

15.

16.

Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan
untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit
sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan dasrah.

Menteri adalah menterl yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian,

Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah organisasilembaga pada pemerintah daerah
yang bertanggung  jawab terhadap pelaksanaan
dekonsentrasiftugas pemerintahan di bidang tertentu di
provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.
b.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

b.

mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

mewujudkan kemandiran, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional;

meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan
bagi petani;

memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
mewujudkan keseimbangan ekologis; dan

mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.
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BAB Il

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

158

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjulan;
b, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
¢. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 hurul a berada pada kawasan peruntukan pertanian
terutama pada kawasan perdesaan.

Pasal 6

(1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki
terdiri atas:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan
¢. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

(2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjulan nasional
sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a meliputi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi.

(3) Kawasan Peartanian Pangan  Berkelanjutan provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliput
Kawasan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi,

{4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref c meliputi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu)
kabupaten/kota,



Pasal 7

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan
kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 8

Kawasan yang dapait ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai
Lahan Peranlan Pangan Berkelanjutsn danfatau Lahan
Cadangan Partanian Pangan Berkelanjutan; dan

b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yvang
dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar
masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau
nasional.

Pasal 9

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan harus memeanuhi persyaratan:

a. berada di dalam dan/alau di luar kawasan peruntukan
partanian; dan

b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan,

Pasal 10

Ketentuan mengenal pedoman teknis kriteria dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan
Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan

Pasal 11

{1) HKawasan yang berada pada lintas provinsi yang lelah sesuai
dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & dan Pasal 2 disusun dalam bentuk usulan
penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
nasional.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3

(1

Usulan penelapan kawasan sebagalmana dimakud pada ayat
(2) memual data dan Informasi tekstual, numerik, dan spasial
mengenal  indikasi luas baku tingkat nasional uniuk
mewujudkan kemandiran, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} disusun dengan memperhatikan saran can tancgapan dar

masyarakat.

Pasal 12

Usulan penetapan kawasan sebagasimana dimaksud dalam
Pasal 11 disampaikan cleh Menieri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintshan di bidang penataan
ruang untuk dikoordinasikan dengan Instansi tarkait,

Usulan penatapan kawasan yang telah dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan kemball
oleh menleri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penataan ruang kepada Mentari.

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} diesulkan cleh Menterl kepada Presiden untuk ditetapkan
menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional
dalam rencana lata ruang wilayah nasional,

Fazal 13

Kawasan vang berada pada lintas kabupatendiota dalam 1
(satu) provinsi yang telah sesual dengan Kriteria dan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal
9 disusun dalam bentuk usulan penstapan Kawasan Pertanian
Fangan Berkelanjutan pravinsi.

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimakud pada
ayat (2) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan
spasial mengenai indikasi luas baku tingkat provinsi
untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan.

Usulan penstapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} disusun dengan mengacu pada penelapan Kawasan
Peartanian Pangan Berkelanjutan nasional dan memperhatikan
saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 14

Usulan penstapan kawasan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 13 disampsikan cleh Kepala Dinas provinsi kepada



(2)

13)

{4)

{1)

(2)

(3)

(1)

12)

kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penatean ruang wilayah provinsi  untuk
dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Usulan penelapan kawasan yang felah dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali
oleh kepala SKPD vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bldang penataan ruang wilayah provinsi
kepada Kepala Dinas provinsi.

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diusulkan oleh Kepala Dinas provinsi kepada gubernur
untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan provinsi dalam rencana tata ruang wilayah
provinst.

Penaetapan Kawasan Perlanian Pangan Berkelanjutan dalam
rencana lata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten'kota yang
telah sesuai dengan kritera dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun dalam bentuk
usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
kabupaten'kola.

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial
mengenal  indikasi luas baku fingkal kabupaten/kota
untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan.

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) disusun dangan mengacu pada penstapan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan
saran dan tanggapan darl masyarakal.

Pasal 16

Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota
kepada kepala SKPD vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang penataan ruang  wilayah
kabupaten/kota untuk dikcordinasikan dengan instansi terkalt.

Usulan penetapan kawasan yang lelah dikoordinasikan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali
olelh  kepala SKPD yang menyelenggarakan  urusan
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(3}

(4)

pemerintahan  di  bidang penataan ruang  wilayah
kabupatenkola kepada Kepala Dinas kabupaten/kota,

Usulan penelapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupatenfkota kepada
bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota delam rencana lata
ruang wilayah kabupaten/kota.

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam
rencana lata ruang wilayah kabupatenfkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai .dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(1

(2)

(3

menjadi Kawasan Strategis Nasional
Pasal 17

Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
memerukan perlindungan khusus, kewasan tersebut dapat
ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Perdindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. luas kawasan pertanian pangan;

b, produktivitas;

¢. potansi teknis lahan;

d. keandalan infrastruklur; dan

€. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

IKawasan strategis nasicnal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selain harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 18

Kawasan strategis nasional untuk Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Paszal 19

Tata cara penetapan Kawasan Partanian Pangan Berkelanjulan
sebagal kawasan slrategls nasional berdaku mutatis mutandis
ketantuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12,



(1)

(2)

Bagian Ketiga
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada:

a. di dalam HKawasan Pertanian Pangan Bsrkelanjutan;
dan/atau

b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sabagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada
kawasan perdesaan dan/alau pada kawasan perkolaan di
wilayah kabupaten/kota.

Pasal 21

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditelapkan berdasarkan
kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

(1)

(2)

(3}

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 22

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan harus memenuhi krileria ;

a. berada pada kesatuan hamparan lzhan yang mendukung
produkiivitas dan efiziensi produksi;

b. memilikl polensi leknis dan kesesualan lahan yang sangat
sesual, sesuai, atau agak sesual untuk peruntukan
pertanian pangan;

¢. didukung Infrastruktur dasar; danfatau

d. telah dimanfaatkan sebagal lahan pertanian pangan.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan
sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya
masyarakat.
Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian
|lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan
dengan mempsartimbangkan:
a. kelerengan;
b. iklim; dan
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(4)

¢, sifat fislk, kimla, dan biclogi tanah;
yang cocock untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian
pangan dengan memperhalikan daya dukung lingkungan.

Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d ditentukan dengan perimbangan:

a. produkfivitas;

intensitas pertanaman;
ketersedian air;

konsenvasi;

berwawasan lingkungan; dan
berkelanjutan.

~app o

Pasal 23

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Perlanian Pangan
Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

B.

b,

berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; dan

termuat dalam Rencana Perindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pedoman leknis kriteria dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur
dengan Peraturan Menteri.

(N

(2)

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan

Pasal 25

Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah
sesual dengan krlera dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam benluk
usulan penetapan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan
kabupatenkota,

Usulan penatapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memual data dan informasi teksteal, numerik, dan
spaslal mengenal indikasi luas baku tingkat kabupatenhkota
untuk mawujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangan,



{3) Usulan penetapan |ahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan memperhallkan saran dan tanggapan darl
masyarakat.

Pasal 26

{1} Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 disampaikan olah Kepala Dinas kabupaten/kota kepada
kepala SKFD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penataan ruang wilayah kabupatenfkota untuk
dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi
terkait lainnya.

(2} Usulan penelapan lahan yang telah dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali
oleh  kepala SKPD vyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang penatsan  ruang  wilayah
kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupatenfkota.

(3} Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada
bupatiwalikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ksbupatenfkota dalam rencana rinci
tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4} Dalam hal rencana rincl tata ruang sebagaimana dimaksied
pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan
Berkalanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota,

(5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam
rencana rincl tata ruang dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dilaksanakan sesual dengan ketontuan peraturan
perundang-undangan,

Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari
tanah terlanlar dan/atau lanah bekas kawasan hutan yang telah
dilepas sesuai dengan ketentean peraturan perundang-undangan.
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Pasal 28

(1) Lahan Cadangan Perlanian Pangan Berkelanjutan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ berada;

a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
danfatau

b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

{2) Lehan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan
perkotaan di wilayah kabupaten /kota.

Pasal 29

Lzhan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan
berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 30

(1) Tanah terantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang
telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memanuhi kriteria;

a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung
produktivitas dan efisiens! produksi;

b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian |lahan yang sangat
sesuai, sesuai, atau agak sesual unfuk peruntukan
perianian pangan; dan/atau

¢. didukung infrastruktur dasar.

(2) Kriteria tanah terantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan
yang felah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan
lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya
masyarakat.

(3) Kriteria tanah tedantar dan/atau tenah bekas kawasan hutan
vang telah dilepas yang memiliki polensi teknis dan
kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b ditenlukan dengan mempertimbangkan:

a. kelerengan;
b. iklim; dan
c. sifat fislk, kimia, dan biclogl tanah;

vang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan perianian
pengan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.



Pasal 31

Tanah terlantar danfatau tanah bekas kawasan hutan yang telah
dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

a.
b.

C.

tidak dalam sengketa;
status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan

termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur
dengan Peraturan Menteri,

(1

{2)

(1

(2)

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan

Pasal 33

Tanah terfantar danfatau tanah bekas kawasan hutan yang
telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah
sesual dengan  kriteria dan  persyaratan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dalam bentuk
usulan penatapan Lahan Cadangan Peranian Pangan
Berkelanjutan kabupaten/kota.

Usulan penetapan Lahan Cadangan Peranian Pangan
Berkelanjutan kabupaten/koia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan
spasial mengenal indikasl luas baku tingkat kabupatenikota
untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan
pangan,

Pasal 34

Usulan penetapan Lahan Cadangan Perlanian Pangan
Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupatenfkola
kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang penataan ruang wilaysh
kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor
partanahan dan Instansi terkait lainnya,

Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan kabupaten/kota yang telah dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali
oleh kepala SKPD vyang menyelanggarakan urusan
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(3)

(4)

(5)

pamerintahan  di  bidang penataan ruang  wilayah
kabupatenkola kepada Kepala Dinas kabupatenfkota

Usulan penelapan Lahan Cadangan Perlanian Pangan
Berhelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan cleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada
bupatilwallkota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rnd
lala ruang kabupaten/kota.

Dalam hal rencana rnel tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Perianian Pangan
Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana lata ruang wilayah
kabupaten/kota.

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan
ayat (4) dilaksanakan sesual dengan Kelentuan peraturan
perundang-undangan.

BAE Il

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesatu
Urmum

Pasal 35

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dilindungl dan dilarang dialhfungsikan,

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya
dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
dalam rangka:

a, pengadaan tanah untuk kepentingan umurm; atau

b. terjadi bencana.
Pasal 36

Alih fungsi Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjutan yang
dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepantingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a
terbatas pada kepentingan umum yang meliputi;

a. |alan umum;

b. waduk;

c. bandungan;

d. irgasi;

&. saluran air minum atau alr bersih;

f. drainase dan sanitasi;



bangunan pengairan;
pelabuhan;
bandar udara;

stasiun dan jalan kereta api;

terminal;

fasilitas keselamatan umum;

. cagar alam; dan/atau

. pembangkit dan jaringan listrik.

{2) Selaln kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) alih fungsi Lshan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Juga depat dilakukan untuk pengadaan tanah guna
kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-
undang.

(3) Rencana pembangunan  untuk  kepentingan  umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam
rencana tata ruang wilayah danfatau rencana rinci tata
ruang.

AagrFTogae

Pasal 37

Penelapan suatu  kejadian sebagai bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan
yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Penyedizan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan
Berkalanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

(2} Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wafib
disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 39

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka
pengadaan tanah wntuk kepentingan wumum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan
dengan persyaratan:

a. memiliki kajian kelayakan strategis;
b.  mempunyal rencana alih fungsi lahan;
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c.
d.

pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

ketersedlaan lzhan pengganti lerhadap Lahan Pertanlan
Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan,

Pasal 40

Kajian kelayakan sirategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf a paling sedikit mencakup:

a,
b.
c.
d.

luas dan lokasi yang akan dialibfungsikan;

potensi kehilangan hasil;

resiko kerugian investasi; dan

dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 41

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf b paling sedikit mencakup:

: R

® B0 F

()

(3)

(1)

luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
jadwal alih fungsi;

luas dan lokasi lahan pengganti;

jadwal penyadiaan |ahan pengganti; dan
pemantfaatan lahan pengganti.

Pasal 42

Pembebazan kepemilikan hak atas tanah pada lahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf ¢ dilakukan
dengan memberikan ganti rugi cleh pihak yang melakukan alih
fungsl.

Besaran ganti rugl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga
pertanahan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf ¢ dilakukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondis|
siap tanam.



(2)

Lahan pengganli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipercleh dari:

g. pembukaan |ahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

b. pengalinfungsian lahan dad bukan pertanian ke Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dard tanah
ferlaniar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau

c. penelapan lahan pertanian pangan sebagal Lahan
Pertanian Pangan Berkelanfutan.

Pasal 44

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialthfungsikan, harus memperfimbangkan:

a.
b
G,

(1)

(2)

luasan hamparan lahan;
lingkat produktivitas lahan; dan
kondisi infrastrukiur dasar.

Pasal 45

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan vyang
dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan
setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1).

Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayal (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya
infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastrukiur
pengganti tidak dapat ditunda, maka allh fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan
ketentuan:

a. membabaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

b. menyediakan lzhan pengganti terhadap Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang dislihfungsikan paling lama
24 (dua puluh empat) buan setelah alih  fungsi
dilakukan.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 46

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanfutan dalam

rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(&)

(7)

Bagian Keempat
Ganti Rugi

Pasal 50

Seliap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dialihfungsikan wajib diberkan ganti rugl cleh pihak yang
mengalihfungsikan

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pihak yang mengalinfungsikan wajib mengganti nilai
investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan
Berkslanjutan yang dialibfungsikan.

Panggantian nilai  investasi infrastrukiur  sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) diperunfukkan bagi pembiayaan
pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.

Biaya ganti rugi dan nilai investas! infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan
penyediaan fahan pengganti bersumber dar  Anggaran
Pandapatan Belanja Megara, Anggaran Pendapatzan Belanja
Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
kabupatenfkota instansi yang melakukan alih fungsi

Bezaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) didasarkan pada:

a. taksiran nilal investasl Infrastruktur yang telah dibangun
pada lahan yang dialihfungsikan; dan

b taksiran nilal investasl infrastruktur yang diperdukan pada
lahan penggantl.

Taksiran nilai investasl infrastruklur sebagaimana dimaksud
pada ayat {5) dilakukan secara terpadu oleh lim yang terdin
dari Instansl yang membldangl urusan infrastruklur dan yang
membidangi urusan pertanian.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk cleh
Menteri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sefiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempaiannya dalam Lembaran
Megara Republik Indonesia,



(2)

(1

(2)

(3)

(4)

bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:

a. bupalifwalikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam
1 {salu) kabupaten/kota;

b. gubemur setelah mendapat rekomendas! bupatifwalikota
dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi; atau

¢, Presiden selelah mendapat rekomendasi bupatiiwallkota
dan gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas
provinsi.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 47

Presiden, gubemur, atau bupali'walikota dalam memberikan
persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dibantu oleh tim verifikasi.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl atas
tim verifikasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tim verifikasi ssbagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk cleh:
a. Menteri untuk tim verifikasi nasional;

b. gubernur untuk fim verifikast provinsi; dan

c. bupatifwalikota untuk tim verifikasl kabupaten/kota,

Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung
jawab di bidang |ashan pertanian, perencanaan pembangunan,
pembangunan infrastrukiur, dan pertanahan.

Pasal 48

Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan
dan lshan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana fata ruang
wilayah.

Pasal 49

Ketentuan mengenaj pedoman teknis tata cara alih fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan diatur dengan Peraturan

Menteri.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG

PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

L uMuM

Ketersediaan lzhan untuk ussha pertanian merupakan syarat mutlak unfuk
mewujudkan peran seklor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam
parannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi
masyarakal Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai
saosial budaya dan religius.

Permasalahan yang dihadagi saat inl adalah tingginya tekanan terhadap lahan.
Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49
parsen per tahun, sementara |luas lahan yang ada relatif telap, preduktivitas
lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi
pemanfatan lahan unluk pembangunan, lermasuk pemekaran wilayah provinsi
dan kKabupaten'kota, sshingga ketersediaan |zhan untuk memenuhi kecukupan
pangan nasional semakin fterancam, Selain itu, rata-rata penguasaan lahan
pertanian pangan oleh petani makin sempil disebabkan oleh pewarisan
kepemilikan [ahan, lerjadl juga persaingan yang tidak seimbang dalam
penggunaan lahan, terutama antara sektor perlanian dan non-pertanian. Dalam
keadaan seperi Ini, apabla paradigma dan sudul pandang para pemangku
kepentingan dalam perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus padanilai
akonomi sewa lahan (lend renl economics), maka fidak ada keselmbangan
pambangunan perlanian dengan pembangunan seklor lasinnya. Keadaan
demikian inl akan berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan dan
lingkungan. Hal itu terdihat dar makin meningkatnya laju besaran alih Tungsi
lahan peranian darl tahun ke ahun. Allk fungsi lahan sawah menjadi lahan non-
pertanian dar tahun 1999 sampal dengan tahun 2002 diperkirakan seluas
110,000 (seratus sepulub ribu) hektartzhun,

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak
langsung dan bermplikasi serus berupa dampak negatif terhadap produksi
pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan
sekitar lzhan yang dialihfungsikan tersebut. Permasalahannya semakin
kompleks, terulama lahan pertanian pangan subur lerdapat di Pulau Jawa yang
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, 2ementara lahan-lahan di luar
Pulau Jawa balum dimanfaatkan secara optimal unfuk peranian pangan karana
tingkat kesuburan tanah rendah dan kelerbatasan infrastruktur, Dengan demikian
alih fungsl lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi
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pangan fturun, tetapi merupskan salah satu beniuk pemubaziran investasi,
degradasl agroekosistem, degradasl tradisi dan budaya pertanian, dan secara
perahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sekior
tanaman pangan apabila fidak diimbangi dengan pengendalian alihfungsi,
pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat Oleh karena itu, penetapan
lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan partanian
pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat stralegis.

Selama Ini berbagal kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alin fungsi
lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan
berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif
karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana.
Selain itu, Pemerinlah dan pemerintah daerah lidak sungguh-sungguh unfuk
melaksanakannya,

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanal dari Pasal 26 dan Pasal 53
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yeng bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin
tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjulan, mewujudkan kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan
kesajahterasn petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan
kesaimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur
pertanian, Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penstapan lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan peranian pangan
berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas,

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “kawasan perdesaan” adalah termasuk kawasan
perdasaan yang berada di wilayah kota,

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jalas.
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Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

FPasal 22
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria kesatuan hamparan adalah
kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didasarkan
atas luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi
sehingga pertambahan produksi manyebabkan biaya rata-rata
menjadi semakin rendah karana terjadi peningkatan efisiensi
pengunaan faktor produksi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kriteria kesesuaian lahan adalah lahan—
lahan yang sesual diusahakan uniuk tanaman pangan pokok
berdasarkan kelas kesesuaian lahan.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Aat (3)
Cukup jelas.
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Ayal (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "produktivitas”™ adalah kemampuan atau
daya dukung lahan untuk mempercieh hasil preduksi tertinggi
per satuan luas dalam satuan waktu tertentu,

Huruf b
Yang dimeksud dengan ‘intensitas peranaman” adalah
frekuensi penanaman komoditi pangan pada suatu hamparan
lahan dalam satu lahun,

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ketersediaan alr” adalah kondisi jumiah
air yang tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi
dan air serta tingkat curah hujan, unfuk mendukung kegiatan
pengelolaan lahan pertanian pangan,

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konservasi® adalah proses pengalolaan
pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan pangan sekaligus
menjaga kendisi lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan
pertanian seperii erosi tanah akibat pengelolaan tanah pertanian
yang ftidak tepat ataupun pemakaian bahan kimia yang
berebihan hingga mengakibatkan perubahan sifat fisik, kimiawi
maupun bislogis tanah.

Huruf &
¥ang dimaksud cdengan “berwawasan lingkungan® adalah
penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta
karakteristk budi daya dan daerahnya dalam mewujudkan
pembangunan yang barkelanjutan.

Huruf §
Yang dimaksud dengan "berkelanjultan” adalah penggunaan
lahan secara konsislen dan lestad untuk menjamin terwujudnya
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasicnal
dengan memperhatikan generas| berikutnya.

Paszal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pagal 27
Cukup jelas.
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Pasal &
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hamparan lahan dengan luasan tertentu®
adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan las minimal 20
(dua puluh) hektar.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pangan pokok” adalah segala sesuatu yang
berasal dari sumber hayati balk nabati maupun hewani, yang
diperuntukkan sebagal makanan utama bagl kensumsi manusia.

Yang dimaksud dengan “sebagian besar masyarakat setempat” adalah
mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pasal 9
Huruf 2
Cukup jelas.
Huruf b
Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi
kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana
pemblayaan yang terkalt dengan rencana Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dar
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan baik
nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, dan
kabupalen/kota.
Fasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “saran dan tanggapan dari masyarakat” adalah
meliputi masukan dar kelompok tani, P3A, penyuluh pertanian,
organisasi massa bidang pertanian dan pelugas fleknis yang
disampaikan melalui rapat koordinasi pembangunan pertanian
danfatau pembangunan daerah secara hierarki dari tingkat kabupatan
sampal tingkat nasional.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

179



Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas,

Pasal 35

Ayal (1}
Cukup jelas.

Ayal (2}
Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau pemerintah dasrah” adalah
kementerianfembaga pemerntah  non kementerian atau SKPD
provinsi maupun kabupatenkola yang mempunyal tanggung jawab
melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan
tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf &
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf &

Cukup jelas,

Huruf
Cukup jelas,

Huruf g
Cukup jelas.
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Huruf h
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf |
Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah
sarana dan prasarana yang dibangun danfatau dimanfaatkan
untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah balk
vang disebabkan oleh bencana alam dan atau akibat yang lain.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kKawasan
suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan
lumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertantu
yang peru dilindungi dan perkembangannya berlangsung
secara alami.

Huruf ni
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jeles,

Ayal (3)
Cukup jelas,

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

FPasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, lingkungan, soslal, dan
budaya" adalah kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian
ekonomis, dampak positlf dan negatif terhadap lingkungan dan sosial

budaya.
Pasal 41
Cukup jalas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah kondisi lahan yang dibuka
dan telah dilakukan pembukaan lahan, pembersihan |zhan,
pembangunan pematang, pengelahan lahan dan telah tersedia
|aringan Irfgasi sera jalan usaha tani sebagai sarana pendukung
utama usaha tani.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanah terantar® adalah tanah vang
sudah diberikan hak cleh negara berupa hak milik, hak guna
uzzha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengeloclaan atau
dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan atau ftidak dimanfaatkan sesual dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaanmnya.
Yang dimaksud dengan “tanah bekas kawasan hutan® adalzh
tanah yang sudah diberikan dasar penguasaan alas tanah tetapi
sebagian atau seluruhnya tidak dimanfastkan selama 1 (satu)
tahun atau lebih sesual dengan izinkeputusan/surat yang
berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak
alas tanah.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Pasal 44
Cukup jelas.
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Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas,

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5185
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

Menstapkan

164

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-
Undang Momor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Peranian Pangan Berkelanjutan, perdu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Insentif Perdindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Megara Repubilik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Momor 41 Tahun 2009 (enlang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Momor S068);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INSENTIF
PERLINDUNGAN LAHAN PERTAMNIAN PANGAN
BERKELANJUTAMN.



BARE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Calam Peraturan Pemerintah inl yang dimaksud dengan:

1.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang
lahan pertanlan yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan
pangan pokok bagl kemandirfan, kelahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petanl adalah
saliap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang
mengusahakan lahan unluk komodilas pangan pokok di
Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan.

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani
yang mempartahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesla yang memegang
kekuaszan Pemarintahan MNegara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemarintah Provinsi adalah gubamur dan perangkat
daerah sebagal unsur penyeleznagara pemerintahan daerah
provinsi.

Pamerintah Kabupaten/Kola adaiah bupatifwalikola dan
perangkat daerah sebagali unsur penyelenggara
pemerintahan dasrah kabupalen/kota,

Menteri adalah menteri yang membidangi uwrusan
pertanian.

Pasal 2

FPemberian Insentif pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan bertujuan untuk:

mendorong  perwujudan  Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan yang telah ditetapkan;

meningkatkan upaya pengendalian allh fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan
kesajahteraan bagi Petani;

mamberikan kepastian hak atas lanah bagi Patani; dan
meningkatkan kemitraan semua pemangku kepantingan
dalam rangka pemanfaatan, pengembangan. dan
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perdindungan Lahan Peranian Pangan Barkelanjutan
sesuai dengan tata ruang.

Pasal 3

Pemberian Insentif pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam:

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
Rancana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

ap o

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sesual dengan kewenangannya memberikan
Insantif periindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
kepada Patani,

BAE Il

JENIS, PERTIMEANGAN, DAN TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Jenis Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal &

Pemerintzh membarikan  Insentif pedindungan  Lahan

Perlanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis

berupa:

a. pengembangan infrastruldur pertanian;

b, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan
varieias unggul;

c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

e, |Jaminan penerbitan serfipikat hak atas tanah pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

f.  penghargaan bagi Petani berprestasi tinggl.



Pasal 6

Pemarintah Provinsi memberikan Insentif perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis
barupa:

a. pengembangan infrastruktur pertanian;

b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan
varietas unggul;

c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologl;

d. penyediaan sarana produksi pertanian;

e. bantuan dana penerbitan sertipikal hak atas tanah pada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan; dan/atau

f.  penghargaan bagl Petani berprestasi tinggl.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kola memberkan Insentif perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Palani dengan
jenis berupa:

a. bantuan keringanan pajak buml dan bangunan;

b. pengembangan infrastruktur pertanian;

c. pembiayaan pendliian dan pengembangan benih dan
varietas unggul;

kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
penyediaan sarana produksi pertanian;

f.  bantuan dana penerbitan serliplkat hak atas tanah pada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; danfatau

g. penghargaan bagl Petani berprestasi tinggi.

Paragraf 2
Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Pasal 8

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. pembangunan danfatau peningkatan jaringan irfigasi,

k. pembangunan, pengembangan, danfatau rehabilitas| jalan
usaha tani;

c. perdueasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. perbaikan kesuburan tanah; danfatau

e. kKonservasi tanah dan air.
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Pasal 9

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & huruf a dan Pasal 7 hurui b meliputi:

b,
c.

d.
.

parmbangunan  dan/atau  peningkatan  infrastruktur
pertanian;
pembangunan dan/atau peningkatan jaringan ingasi tersier;

pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan
usaha tan;

perbalkan kesuburan tanah; dan/atau
konservasi tanah dan air.

Paragraf 3

Pembiayaan Penelitlan dan Pengambangan Banih

{1)

(2)

(3)

dan Varietas Unggul

Pasal 10

Pambiayaan peneliian dan pengembangan benih dan

varietas unggul sebageimana dimaksud dalam Pasal §

hruf b, Pasal 6 huruf b, dan Pasal 7 huruf ¢ meliputi:

a., penyedigan demonstrasi pilot pengujian benih dan
varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan

b, pembinaan dan pengawasan panangkar benih.

Penelilian dan pengembangan benih dan varietas unggul
ditugaskan kepada lembaga penelifian, perguruan finggi,
danfalau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil peneliian dan pengembangan benih dan varietas
unggul sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
disebarluaskan oleh Pemearintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Petani dan hanya
digunakan untuk kepentingan Petani, '

Paragraf 4

Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi

(1)

Pasal 11

Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknolog
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, Pasal 6
huruf ¢, dan Pasal 7 huruf d berbentuk penyediaan serla
distribusi informasi dan teknolog.



(2) Penyediaan serta dislribusi Informasi dan  teknologl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf §

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

(1)

{2)

(3)

(4}

(1)

{2)

(3)

(1)

Pasal 12

Penyadiaan sarana dan prasarana produksi pertanian
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul d paling
sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan
mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida,
pembenah tanah, zal pengatur tumbuh, dan fasilitas
produksi.

Fasilitas produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. penggilingan padi dan lantai jemur; dan

b, gudang.

Sarana dan prasarana produksi per@nian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberkan kepada Petani sesuai
dengan kebutuhan dan rekomendas| dard tim perilai yang
dibentuk oleh Mentari.

Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim
penilal sebagaimana dimaksud pada ayatl (3) diatur dengan
Feraturan Menten.

Pasal 13

Penyediaan sarana produksi pertanian  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit meliputi
penyediaan benih danfatau bibit, alat dan mesin pertanian,
pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah,
dan zal pengatur tumbuh.

Sarana produksi pertanian sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebuluhan
dan rekomendasi dari fim penilai yang dibentuk oleh
gubernur,

Ketentuan mengenal unsur keanggotaan dan tata kerja tim
penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Feraluran Gubernur,

Pasal 14

Penyedizan sarana produksi pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ¥ huruf e paling sedikit meliputi
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(2)

(3)

penyadiaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian,
pupuk organik dan anorganik, serta pestisida,

Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dangan kebuluhan
dan rekomendasi dari tim penilal vang dibentuk oleh
bupatiwalikota. !
Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan lata kera tim
penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Paraturan BupatiWalikota,

Paragraf 6

Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah
pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(1)

(2)

(3)

{1)

()

(1)

Pasal 15

Jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e diwujudkan melalui program
serfiplkasl tanah pada Lahan Pertanian Pangan
Berkalanjutan,

Program sertipikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sporadik dan
sistematik  yang diselenggarakan cleh instansi yang
membidangl urusan pertanahan.

Dalam melaksanakan program sertipikasi tanah pada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, instansi yang
membidangl urusan pertanahan berkoordinasi dengan
Menteri dan satuan kerja perangkat daerash yang
membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Banfuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada
Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disediakan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi,
Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan
serlipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan dengan instansi yang membidangl urusan
pertanahan,

Pasal 17

Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada
Lahan Peranian Pangan Berkelanjulan sebagaimana



2)

dimaksud dalam Pasal 7 huruf [ disediakan melalul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah kabupaten/
kota.

Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan
sertiplkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikcordinasikan dengan instansi yang membldangi urusan
pertanahan.

Paragraf 7

Penghargaan Bagi Petani Berprestasi Tinggi

(1)

{2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 18

Penghargaan bagi Petanl berprestasi tinggl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurul {, Pasal 6 hurul [, dan Paszal
T huruf g diberikan dalam bentuk:

a, pelatihan;
b, piagam; danfatau
¢. beniuk lainnya yang bersifat stimulan,

Penghargaan bagi Petani berprestasi linggl sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) diberikan cleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kola
berdasarkan penilalan tim yang masing-masing dibentuk
oleh Menteri, gubemur, dan bupati/waliketa.

Ketentuan mengenal kriteria dan tata cara penilaian Petani
berprestasi tingal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan mengenal kriteria dan tafa cara penilaian Petani
berprestasi tinggl oleh Pemerintah Provins| sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubarnur,

Ketentuan mengenal kriteria dan tata cara penilaian Petani
berprestasi  tinggl coleh Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialur dengan
Peraturan BupatiWalikota.

Paragraf 8

Bantuan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

(M

Pasal 19

Bantuan keringanan pajak bumi  dan  bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.
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(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana
untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan
pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani
melalil  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota,

(3) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak
bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan kriteria yang dialur sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Partimbangan Pemberian Insentif

Pasal 20

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Mota  memberikan  Insentlf kepada Petani
berdasarkan pertimbangan:

a. tipologi Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan;
kesuburan tanah;

luas tanam;

irigasi;

tingkat fragmentasi lahan;

produktivitas usaha tani;

lokasi;

kolektivitas usaha pertanian; dan/atau

prakiik usaha tani ramah lingkungan.

mFemppepE

Pasal 21

(1) Tipologi Lahan Pertanlan  Pangan  Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

a. lahan beririgasi;
b.  lahan rawa pasang surut danfatau lebak; dan/atau
¢. lahan tidak berirgasi.

{2) Pemberian Insentif pada lshan rawa pasang surut dan/
atau lebak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b
selain berupa Insentii sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, memperoleh
tambahan Insentlf lainnya sesual dengan kewenangan
Pemerintah/ Pemerintah Provinsl/Pemerintah Kabupaten/
Kota,



(1)

(2)

(3)

Pasal 22

Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat
kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak
dibandingkan dengan Lshan Pertanian Pangan
Barkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

Ketentuan  mengenal tingkat kesuburan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayal (2} berdasarkan
kesesuaian lahan pada kKomoditas tertentu diatur dengan
Peraluran Menter.

Pasal 23

Luaz tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c
paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan,

(1)

(2)

(2)

(4)

(3)

Pasal 24

Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
didasarkan pada kinera jaringan irigasi serla tingkat
operasi dan pemeliharaan irigasi.

Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:

a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan

b. operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibarikan

oleh Pemerintah pada:

a. daerah Irigasi dengan luasan paling banyak 3.000
(tiga ribu) hektar yang berada di lintas provinsi; dan

b. daerah irigasi dengan luasan paling sedikit 3.000 (tiga
ribu) hektar.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

oleh Pemarintah Provinsi pada:

a. daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000
{serbu) hektar yang berada di lintas kabupaten/kota
dalam satu provinsi; dan

b. daerah irigasi dengan luasan 1.000 (seribu) hektar
sampal dengan luasan 3.000 (tiga ribu) hektar,

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Pemerintah KabupatenMota pada daerah irigasl
dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan
berada dalam satu kabupaten/kota,
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(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 25

Tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 hurul e didasarkan pada fragmentasi pada satu
hamparan.

Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian
Pangan Barkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi
pada satu hamparan.

Pasal 26

Produklivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf f didasarkan atas produktivitas rata-rata
komoditas pangan utama,

insenll diprioritaskan diberikan oleh Pemerinlah pada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat
produktivilasnya d bawah produktivitas rata-rata nasional,

Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah Provinsi
pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fingkat
produktivitasnya di bawah produkiivitas rata-rata provinsi.

insentif dipricritaskan  diberikan  cleh  Pemerintah
Kabupatenfota pada Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah
produktivitas rata-rata kabupaten/kota.

Pasal 27

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g
didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan
jalan,

Inzentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan
jaringan [alan nasional, provinsi, dan/alau kabupaten/kota
dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan,

Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
teretak kurang dari 100 {seralus) meler dari badan jalan
diberikan Insentif yang lebih banyak daripada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang teretak lebih dad
100 (seratus) meter dari badan jalan.

Pasal 28

Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha
tani.,



(2)

Insentif diberikan kepada:

a.

Petanl yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani
yang linggl pada daerah irgasi dan rawa pasang surut
danfatau lebak; dan

Petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada
daerah tidak beririgasi.

Pasal 29

(1) Praktik usaha tani ramsah lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf i diprioritaskan pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menerapkan
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

{2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a.

b,

penerapan budidaya pertanian pangan organik
dan/atau heamat air;

penerapan kaidah konservasi tanah dan air;

penggunaan rekomendasi teknologl pertanian sesuai
anjuran, dan/atau

penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling
rendah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

a. perencanaan;
pengusulan; dan
penetapan.

b.
c.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 31

(1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisma
perencanaan pembangunan nasional, provinsl, dan
kabupatenfkota sebagaimana dialur dalam peraturan
perundang-undangan.
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(2)

Perencanasn pemberian Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimual dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Masional dan Daerah, Rencara
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah,
serta Rencana Keda Pemerintah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Paragraf 3
Pengusulan

Pasal 32

Pengusulan untuk mempercleh Insentf dard  Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ dilakukan dengan
tahapan:

a.

Femerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas lahan dan
daftar nama Petani vyang diberikan Insentif kepada
Pemarintah Provinsi;

Pemearintah Provinsi menghkoordinasikan dan memverifikasi
usulan Pemerintah Kabupaten/Kaota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b
disampaikan cleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
melalui Menter;

Menterl melakukan evaluasi terhadap  usulan Pemerintah
Provinsi dan mengkoordinasikannya dengan pimpinan
kementerian/lembaga yang terkait;

hasll evaluasl sebagaimana dimaksud dalam huruf d
disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan nasional dan menter yang
membidangl urusan keuangan sefla dilaporkan kepada
Prasiden,

Pasal 33

Pengusulan untuk memperaleh Insentif darl Pemerintah Provinsl
sgbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan
tahapan:

a.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan luas |shan dan
daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada
Pemerintah Provinsi;

Peamerintah Provinsi rrvelalui Kepala Dinas
mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
hasil varifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b
disampalkan oclzh Kepala Dinas kepada gubernur melalul
satuan kerja perangkat daerah yang membidargi urusan
perencanaan pembangunan daerah provinsi;



d.

gubemur melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilakukan dengan tahapan:

(1)

(2}

(1)

Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas |ahan, dan daflar
nama Petani yang diberkan Insentif  kepada
bupati/walikota;

Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait
mangusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada
lokasi sebagalmana dimaksud dalam huruf a kepada
bupaliiwalikota melalul satuan kerja perangkat daerah yang
membidangl urusan perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota;

jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam hurul b
diverifikasi dan dikeordinasikan oleh satuan  kerja
perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan daerah kabupaten/kota;

hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam hurul o
disampaikan cleh satuan kerja perangkat daerah yang
membidangi urusan percncanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota kepada bupatiwalikota;

bupatifwalikota melakukan evaluasi terhadap usulan
Kepala Dinas dan kepala sstuan kerja perangkat daerah
yang terkait,

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 35

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf e, Pemerintah menetapkan Insentif yang
dibarikan kepada Petani.

Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dimuat dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
lerkait.

Pasal 36

Menteri menyusun norma, standar, prosedur, dan kritera
pemberian Insentif,
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(2)

(1}

(2)

{1)

{2)

(1)

(2)

Menteri mengkoerdinasikan pelaksanaan pemberian
Insentif kepada Petani yang dilakukan oleh kementerian
atau lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 37

Berdasarkan hasll evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf d, Pemerintah Provinsi menetapkan Insentif
yang diberikan kepada Petani.

Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimuat dalam Rencana Kera Pemerintah Daerah

provinsi.
Pasal 38

Gubernur menyusun  norma, standar, prosedur, dan
kriteria pembarian Insentif.

Gubernur mengkoordinasikan  pelaksanaan  pemberian
Insentif kepada Petanl dengan Pemerintah Kabupalen/
Kota.

Pasal 38

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huref e, Pemerintah Kabupaten/Kota
menstapkan Insentf yang diberikan kepada Petanl.

Penctapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimual dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
kabupaten/kola.

Pasal 40

Bupatifwalikota menyusun norma, standar, prosedur, dan
kriteria pemberian Insentif.

BAB I

KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

(1

Pasal 41

Petani penerima Insentif wajib:

a. memanfaatkan lahan sesual peruntukannya;
b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
. mencegah kerusakan lahan; dan

d. memelihara kelastarian lingkungan.



(2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan
terdapatl Jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petan
penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah
kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

FPasal 42

Kewajiban Petanl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

(1) dilakukan dengan:

a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas
yang sasual dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam
paraturan perundang-undangan; dan

b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara
lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi
spesifik lokalita danfatau kearifan lokal.

Pasal 43

Kewajiban Petani memelihara dan meancegah kerusakan irigasi
dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayal (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam
oparasi dan pemeliharaan jaringan ingasi dan jalan usaha lani
serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika
lerjadi kerusakan.

BAB IV
PENCABUTAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Faszal 44
Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:

a. Petani tidak memenuhi kewajiban perindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Petanl tidak mentzatl norma, standar, prosedur, dan kriteria
pemberian Insentif; dan/atau

c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lelah
dialihfungsikan.

Pazal 45
(1) Pengenaan pancabutan Insentif dilakukan melalul tahap:
a. pemberian pernngatan pendahuluan;
b. pengurangan pemberian Insantif; dan

c. pencabutan Insentif.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil
pengendalian dan pengawasan,

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 46

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) pada tingkat Pemerintah dilakukan
melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan cleh tim yang
masing-masing dibentuk oleh Menter, gubemur, dan
bupatifwalikota.

Pasal 47

Pengendzalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) pada tingkat Pemerintah
Provinsi dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan  Pemerintah  Provinsi dan  Pemerintah
Kabupaten/Kata,

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang
masing-masing dibantuk oleh gubemur dan bupatif
walikota,

Pasal 48

Pengendalian dan Pengawasan ssbagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) pada tingkat Pemerintah
Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemantavan, evaluasi,
dan pelaporan Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fim yang
dibentuk oleh bupalifwalikota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif

(1)
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Pasal 49

Bagl Pelani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib
mendapalkan pembinaan dard Pemerntah, Pemerintah
Pravinsi, dan Pemerinlah Kabupalen/®ola.



(2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna
meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Paraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sefiap orang mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerinlah  Ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Megara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januar 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR, H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januar 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUELIK INDONESIA

Asisten Dapuli Perundang-undangan Bidang
Perekonomian,

ftd

Sefio Sapto Mugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDCONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

L UMUM

Paraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2008 tentang Perdindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yvang
mengatur mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan
kepada Petani.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk
perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap
Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Perlanian Pangan
Berkelanjutan.

Insentil yang diberikan kepada Pelani dapal berupa keringanan pajak bumi dan
bangunan, pengembangan infraslruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan
pengembangan benin dan varetas unggul, kemudahan dalam mengakses
informasi dan teknologi, penyedizan sarana dan prasarana produksi pertanian,
jaminan penerbitan serfiplkat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan melalul pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, dan
penghargaan bagl Petanl berprestasi inggi.

Pelanl penerfima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan
tanah sesuai dengan peruntukannya sebagal Laharn Pertanian Pangan
Berkelanjutan, mencegah kerusakan Idgasl, menjaga dan meningkatkan
kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan,

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia perianian
sangal diparlukan gura meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian,
Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu barinovasi
menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian
yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggl sehingga mampu memenuhi
kebuluhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Disinzentif, yang dalam Peraturan Pemerintah inl disebul pencabutan Insentif,

dilakukan apabila Petani sebagal penerma Insentif tidak melakukan

kewajibannya dengan tidak melakukan perindungan Lahan Pertanian Pangan
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Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan
kriteria, seria apabila lahannya telah dialinfungsl. Pencabutan Insentif dikenakan
secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan
pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

IIl. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal B
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perbaikan kesuburan tanah” adalah rekayasa
terhadap kondisi tanah baik secara fisik maupun kimiawi agar kembali
pada tingkat kesuburan optimal untuk mendukung produksi pangan
yvang diharapkan,

Huruf &
Cukup |elas.

Pasal 8
Cukup jelas.
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Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “demonstrasi pilot” adalah sebidang
tanah yang dijadikan lokasi pengujian benih dengan menerapkan
kaidah-kaidah penelitian pertanian yang baku.

Hurnuf b
Yang dimaksud dengan "pembinaan dan pengawasan penangkar
benih* adalah pembinaan dan pengawasan yang disediakan cleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penangkaran
benih kepada para Petani dalam rangka penyediaan benih yang
memenuhi baku mutu,

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga penclitian, perguruan finggi,
danfatau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi® adalah
lembaga penelitian yang mampunyai keahlian dalam bidang penelitian
dan pengembangan benih dan varietas unggul.

Ayal (3}
Yang dimaksud dengan “hanya digunakan untuk kepentingan Petani™
yaitu hasil peneliian dan pengembangan yang dikembangkan oleh
lembaga penelitian tersebut tidek diperkenankan untuk dikomersialkan
pada pihak ketlga baik melalul perselujuan maupun tanpa persetujuan
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11
Ayat (1)
‘fang dimaksud dengan “kemudahan dalam mengakses informasi dan
teknologi™ adalah kemudahan yang diperoleh oleh Petanl melalui
sistem penyuluhan pertanian di tingkal provinsi sampal dengan tingkat
lapangan sesusi anjuran Pemearintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup [elas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
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Ayat (5}
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘“fipologi lahan™ adalah klasifikasi lahan
berdasarkan jenis tanah dan hidro-topografi (kelerengan air).

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf &
Yang dimaksud dengan “fingkat fragmentasi lahan® adalah tingkat
pemecahan kepemilikan suatu bidang lzahan menjadi beberapa pemilik.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian® adalah besaran
atau skala usaha tani dan segi luasan hamparan, jumiah Petani,
besaran produksi, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “praktik usaha tani ramah lingkungan® adalah
sekumpulan prinsip dan tata cara pertanian yang diterapkan pada
proses produksi maupun pasca produksi untuk menghasilkan bahan
pangan dan non-pangan yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan.

Pasal 21
Avyat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tambahan Insentif lainnya" adalah berupa
tambahan bangunan fislk seperti: tanggul pengaman dan alat
pengolahan tanah spesifik di dasrah pasang surut agar lahan dapat
dimanfaatkan.
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Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud “program sertipikasi lanah” adalah program bantuan
kepada Pelani untuk penerbitan serfipikat yang terdiri dari liga kegiatan
yaltu pra serfipikasi, sertipikasi, dan pasca serlipikasi, termasuk di
dalamnya keglatan pendampingan kepada Pelanl  unfuk
mengoptimalkan fungsi serfipikatnya dalam penguatan madal usaha

Patani.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Fasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelatihan® adalah pemberian
penghargaan bagi Petani berprestasi finggl dalam rangka
peningkalan pengetahuan dan keterampilan Petani
melalui magang atau praktik ke kelompok tani lain maupun
lembaga pendidikan dan pelatinan yang lebih maju dalam periode
tartaniu,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf &
Yang dimaksud “bentuk lainnya yang bersifat sfimulan® adalah
bentuk pemberian penghargaan diluar jenis Insentif yang
diberikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerinlah
ini, antara lain: pemberian sepeda motor dan mesin ketik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayati(4)
Cukup jelas.
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Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar merupakan luasan
lahan minimum yang dipandang memenuhi skala ekonomis untuk
diusahakan oleh Petanl untuk memperoleh margin tertentu dan mengacu
pada peraturan perundang-undangan,

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kinerja jaringan irigasi® adalah keadaan
bangunan dan pengelolaan air irigasi dalam sualtu sistem irigasi,

Yang dimaksud dengan “operasi dan pemeliharaan irigasi® adalah
segala upaya untuk mempertahankan fungsi dan kualilas konstruksi
jaringan irigasi agar dapat berguna dalam jangka wakluy sefama
mungkin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

foyat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas,

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak mengalami fragmentasi® adalah lahan
merupakan satu kesatuan dan lidak terbagl dalam kepemilikan yang
lebih kecil.

Katentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan skala usaha tani
yang ekonomis dan tidak menimbulkan peluang untuk terjadinya alih
fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi lahan lainnya,
terutama yang disebabkan akibat tekanan sosial ekonomi pada pemilik
lahan.

Pasal 26
Cukup jelas,

Pasal 27
Cukup Jelas.
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan “Kepala Dinas” adalah kepala satuan kera
parangkal daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah
Provins!,

Pasal 34
Yang dimaksud dengan “"Kepala Dinas®™ adalah Kkepala satuan kerja
perangkat daerah yang membidangl urusan pertanian pada Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas,

Pasal 38
Cukup [elas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
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Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUELIK INDONESIA NOMOR 5279
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-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG

SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 60
Undang-Undang Nemor 41 Tahun 2008 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Fangan
Berkelanjutan, perlu  menetapkan  Peraturan
Pemarintah lentang Sistem Informasi  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1.

2,

Mengingat ;1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845;
Undang-Undang MNemor 41 Tahun 2008 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor
148, Tambahan Lembaran Negara Momor S068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM
INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.
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BABE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistern Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah kesatuan komponen yang lerdid alas keglatan yang
meliputi penyadiaan data, penyeragaman, penyimpanan dan
pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi,
penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi
yang terkait satu sama lain, serta penyeienggaraan
mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat
dijadikan dasar kafian, analisis, atau kesimpulan dalam
penyelengoaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagal alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, danfatau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkalanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan/atau hamparan Lashan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi ulama
untuk mendukung kemandiran, ketahanan, dan kedaulatan
pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar
kesesuaian dan ketersedizannya telap ferkendali untuk
dimanfaatkan sebagal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
pada masa yang akan datang.

Standardisasi Data adalah segala kegiatan yang berhubungan
dengan penyeragaman, gradasi, penyajian, dan peningkatan
nilai dari sualu data dan Informasi.
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

16,

Tipe numerik adalah bentuk data berupa angka dan produk
informasi yang dapal dipublikasikan dalam bentuk angka,
huruf, danfatau narasi.

Tipe tekstual adalah bentuk data yang dipercleh danfatau
dipublikasikan dalam bentuk narasi,

Tipe geospasial adatah bentuk data hasil pengukuran,
pancatatan, dan pencitraan terhadap sualu unsur keruangan
yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi
dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat
nasional.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memagang
kekuasaan pemerintahan MNegara Republlk Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemarintah Daerah adalah gubemur, bupati atau walikota dan
perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan
daerah,

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, orang dan/atau
korporasi yang barbentuk badan hukum atau bukan badan
Fukem.

Pemangku Kepentingan adalah pihak terkait dengan isu dan
parmasalahan yang berhubungan dengan Sistem Informasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pusat Informasl Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan
adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta
administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada
lembaga pemarintah yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 2

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan
untuk:

b.

412

mewujudkan penyelenggaraan perindungan Lahan Perlanian
Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan; dan

menghasilkan data dan Informasl yang akurat, relevan, dan
dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagal dasar
perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dam pengendalian
kawasan serta lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan



Pasal 3

Sistem Informasi Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan yang

diatur dalam Peraturan Pemarintah ini meliputi:

a. penyediaan data, penyeragaman data, penyimpanan dan
pengamanan data, pengolahan data, pembuatan produk
Informasi, penyampaian produk Informasi dan  penggunaan
Informasl; dan

b. penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Partanian Pangan
Berkelanjutan.

BAB Il
PENYEDIAAN DATA PERTANIAN PANGAN BERKELAMNJUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Fasal 4

Penyediaan data peranian pangan berkelanjutan dilakukan melalul
keglatan:

8. inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan; dan

b. pengolahan Data Dasar,

Bagian Kedua
Inventarisasi Data Dasar
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Bupati/walikota bertanggung jawab untuk melakukan
inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan,

(2) Hasll inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dizsampaikan kepada gubemur.

{3) Gubernur melakukan kompilasi dan verifikasi Data Dasar
pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk disampaikan kepada Menterl.

{4) Menterifpimpinan lembaga terkait menyampalkan kempllasi
dan wverifikasi Data Dasar Lahan Pedanian Pangan
Berkelanjuian kepada Menteri.

(5) Inventarisasi Data Dasar vyang disampaikan oleh
menteri/pimpinan lembaga terkait atau gubermur disampaikan
melalul  Pusal Informasi Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan.
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(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Pasal B

Dats Dasar merupakan bagian data lahan Sistem Informasi
Lahan Pertanlan Pangan Barkelanjutan, paling sedikit memuat
Infarmasi tentang:

a, fizik alamiah;

b. fisik buatan;

c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekenoml;

d. status kepemilikan danfatau penguasaan tanah;

e, luas dan lokasi lahan; dan

f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok,

Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk:

a. kebijakan;

b. perencanaan; dan

c. konsumsi publik.

Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri,

Menteri dapat menetapkan Data Dasar selain Dala Dasar
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenal Data Dasar selain Data Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 7

Penyediaan Data Dasar Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat
dalam rencana tata ruang wilayah provinsi danfatau
kabupalen/kota;

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan
dalam rencana detall tata ruang kabupatenikola;

Lahan Cadangan Pertanlan Pangan Berkelanjutan yang telah
ditetapkan di tingkat kabupaten/kota; dan/atau

tanah terdantar dan subyek haknya.

Paragraf 2
Kawasan Pertanlan Pangan Berkelanjutan

Pasal 8

(1) Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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& ayat {1) hurul a yang bersumber dari Kawasan Pertanian
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. tutupan lahan;
iklim;

kelerengan;
bentang alam;
sistem lahan; dan

hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologis, dan
hidrometecrologis.

iy

~oAap oo

(2} Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk:

a. peta dasar;
b. petatematik; dan/atau

C. keterangan yang diturunkan dar data penginderaan jauh
dan survel lananoan,

Pasal 9

Perwujudan Data Dasar fislk alamiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemetaan.

Pasal 10

(1) Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayal (1) huruf b yang bersumber dari Kawasan Pertanian
FPangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi data:

a. prasarana jaringan irigasi yang terdii atas data
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang
diprioritaskan untuk Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; dan

b. pembangunan jalan usaha tani danfatau penyediaan
sarana pertanian.

(2) Data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf a terintegrasi ke
dalam atau mengacu pada sistem Informasi irigasi sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangsan.

Pasal 11

Penyediaan Data dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 merupakan tanggung jawab menterd  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang irigasi, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kola dalam bidang
Irigasi dan prasarana pertanian sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 12

Data Dasar kondisl sumber daya manusia dan sosial ekoncemi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ yang berada
di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat
data:

a. Jumlah penduduk;

b. keluarga petani dan pelaku lainnya;

c. organisasi petanl; dan

d. organisasl masyarakat perdesaan yang terkait.

Pasal 13

Data Dasar kondisl sumber daya manusia dan sosial ekenoml yang
berada di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tanggung jawab lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 14

(1) Data Dasar status repemilikan dan/atau penguasaan tanah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf d
marupakan administrasi pertanahan.

(2) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah
yang merupakan administrasl pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dar Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, paling sedikif memuat dala:

a. luas tanah;

b. balas tanah,

c. status kepemilikan danfatau penguasaan tanah; dan
d. penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 15

Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguaszan fanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan {anggung
jawab lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanahan.

FPasal 16

Data Dasar luas dan lokasl lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 6 ayal (1) huruf e yang bersumber dari Kawasan Pertanian
Fangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:



a. letak lahan;

b. luas lahan;

c. lokasi lahan; dan

d. tematik lahan,

dalam wilayah administratif pemerintahan,

Pasal 17

Data Dasar luas dan lokasi lahan pada Kawasan Perlanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan
fanggung jawab [lembaga vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 18

(1) Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifal pangan
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf T
yang bersumber darl  Kawasan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:

a. [enls komoditas;
b. produktivitas komeditas; dan
c. pola tanam komeditas.

(2) Deta Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan
pokok vyang bersumber dari Kawasan Pertamian Fangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusahakan oleh petanl dan Masyarakal,

Pasal 19

Data Dasar jJenis komoditas pangan tertentu yang bersifal pangan
pokok wang bersumber dari Kawasan Pertanian  Pangan
Berkelanjulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan
tanggung jawab Mented, menteriipimpinan instansi  terkait,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 20

{1) Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1)
yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis
Data Dasar lahan yang dibutuhkan,
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(2) Ketentuan mengenal Data Dasar yang bersumber dar
Kawasan Pertanian Pangan Baerkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 berdaku
mutalis mutandis lerhadap Data Dasar yang bersumber dari
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 21

Data Dasar yang bersumber darf Lahan Peranian Pangan

Berkelanjutan dan Lshan Cadangan Peranlan Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa:

a. data fisik alamlah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 10 (sepuluh) tahun;

b. data fisik buatan dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun;

c. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi
dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

d. data status pemilikan danfatau  penguasaan  tanah
dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 {lima} tahun;

e, data luas dan lokasl lahan dimutakhbirkan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun; dan

f. data jenis komoditas pangan pokok dimulakhirkan paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) ahun,

Pasal 22

(1) Data Dasar Lahan Perianian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huraf d, dan hurof &
terdirl atas tipe numerik, tekstual, dan/atau geospasial,

(2) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan
Cadangan Perianlan Pangan Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ dan huruf f terdid atas tipe
numerik danfatau tekstual,

Paragraf 4
Tanah Terlantar dan Subyek Haknya

Pasal 23

(1) Penyediaan Dala Dasar Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang bersumber dar tanah terantar dan subyek
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan
oleh lambaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanahan.
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2)

(1

(2)

(3)

Penetapan tanah ferantar dan subyek hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri,

Paragraf 5
Standardisasi Data Dasar

Pasal 24

Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal § wajib memenuhi
standar.

Standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
a, kesesuaian lahan

b. luas lahan; dan

c. ftipologi lahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal standar Data Dasar Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) diatur dengan Peraturan Menteri satelah berkoordinasi

dengan menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan
bupatiiwalikota.

Paragraf &

Penyimpanan dan Pengamanan Data Dasar

(1)

(2)

(3)

(1

Pasal 25

Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar pertanian pangan
berkelanjutan dilakukan dalam pangkalan data sesuai standar
serta mekanisme penyimpanan dan pengamanan dala.

Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakukan dengan menggunakan media
penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan
pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerinlahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi
dengan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data Dasar

Pasal 26
Menterd melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi Data Dasar
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal

22,
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{2) Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanlan Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan unfuk:

g, perencenaan Kawssan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
b. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjulan.

(3) Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisls
sacara terintegrasi.

Paszal 27

Selain Manterd melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, Menteri juga dapat menerima Data Dasar
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dar menteri/pimpinan
lembaga terkait, gubermur, dan bupati/walikola.

Bagian Keempat
Informasi

Paragraf 1
Produk Informasi

Pasal 28

{1) Hasll pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 berupa produk Informasi.

{2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayalt (1) terdi
dari tipe tekstual, numerik, dan/atau gecspasial,

(3) Produk Informasl sebagaimana dimeksud pada ayat (2)
disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 29

Produk Informasi Lahan Perianian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling sedikit meliputi
Informasi;

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 30

Hetentuan lebih lanjut meangenai bentuk dan tata cara penyajian
produk Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur



oleh Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi dengan
Menter,

Paragraf 2
Penyampaian Produk Informasi

Fasal 31

(1) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dapat berupa elektronik danfatau media cetak.

{2) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampalkan
setiap tahun oleh;

a. Menteri kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyal, dan
Dewan Perwakilan Daerafy;

b. menteri'pimpinan lembaga terkalt kepada Menter,

g. Gubkernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi; dan

d. BupatiWalikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah
kabupatenfkola.

Pasal 32

Bupaliiwalikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d
manyebarkan produk  Informasi  Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan kepada camat dan kepala desa.

Pasal 33

{1y Produk Informasi Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diakses, paling
sedikit melalui:

a. media elekironik internet;

b. media elektronik intranet Pusat Informasi Lahan Perlanian
Pangan Berkelanjutan nasional; danfatau

c. media cetak,

(2) Produk Informasi Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format
yang tidak dapat diolah secara langsung.

{3) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipercleh dalam

format yang dapat diclah secara langsung dengan mengganti
biaya pemeliharaan.
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Fasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenal kriteria dan tata cara penyampaian
produk Informasl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan dialur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Penggunaan Informasli

Pasal 35

(1) Penggunaan Informasi  merupakan  kegiatan  untuk
mempercleh manfaat langsung atau tidak langsung darl
Informasi.

{2) Pengguna Informasi berhak mengetahui kualitas produk
Informasi yang diperolehnya.

(3) Untuk menjamin kualitas produk Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipedukan penyimpanan dan
pengamanan produk Informasi yang berkelanjutan.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan
pengamanan produk Informasi dialur dengan Perafuran
Menteri.

BAB il
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Baglan Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Administrasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pusat
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

{2) Pusat Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membanty Menteri dalam pedindungan Lahan Peranian
Pangan Berkelanjutan.

Pasal 37

Penyslenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dilaksanakan olah:

a. Pemerintah;
b. pemerintah provinsi; dan
c. pemerintah kabupatenikota.



(2)

(3)

38 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh lembaga yang
menyelenggarakan urusan  pemerintshan  di  bidang
pertanahan setelah berkoordinasi dengan gubernur,

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalul satuan Kerja perangkat daerah provinsi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pekerjaan
umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait lainnya.

Penyslenggaraan sistem Informasi provinsi meliputi:

a. verifikasi penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang diperoleh dar kabupaten/kota;

b. pendistibusian produk sistem Informasi; dan
c. verifikasi pamutakhiran data.

Bagian Keampat

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kabupaten/Kota

(n

(2)

(3)

(1)

Pasal 41

Penyelenggaraan sistem Informasi kabupaten/kota meliputi
penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huref ¢ dilskukan oleh lembsga yang menyelenggarakan
uruzan pemerintahan di bidang pertanahan di kabupaten/kota
setelah berkoordinasi dengan bupatiiwalikota.

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalul satuan kerja perangkat daerah
kabupailenfkota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang tanaman pangan dan horlikullura, pemstaan,
pekerjgan umum, statistik, pertanahan, dan instansi terkait
lainnya,

Penyelenggaran sistem Informasi kabupaten/kota meliputi:

a. penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

b. pendistribusian produk sistemn Informasi; dan

c. pemutakhiran penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Bagian Kellma
Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 42

Menterl, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan
bupatiwallkota wajib melakukan pemantauan data dan
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Pasal 38

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
meliputi:

a. penyelenggaraan sistem Informasi nasional;
b. penyelenggaraan sistem Informasi provinsi; dan
c. penyelenggaraan sistem Informasi kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan
kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasl.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Informasi Nasional

Pasal 39

(1) Penyelenggarsan sistem Informasi  nasional  meliputi
penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (1) huruf a, dilakukan coleh lembaga vyang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
pertanahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Penyelenggaraan sistem Informasi nasional meliputi;

a, verifikasi data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi;

b. melakukan Standardisasi Data, penyimpanan dan
pengamanan data, pengolahan data, pembuatan produk
Informasi, sarta panyampaian produk Informasi;

c. melakukan pendistribusian produk Sistem Informasi Lahan
Perlanian Pangan Berkelanjulan; dan

d. melakukan peninjauan ulang data dan Informast dalam
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

{3} Pelaksanaan keordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalul kementerianflembaga yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di  bidang
pertanahan, statistik, dan instansi peamerintah farkait lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Sistem Informasi Provinsi

Fasal 40

(1) Penyelenggaraan sistern  Informasi  provinsi  melipull
penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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(2)

(3)

(1)

2)

{1

(2)

{n

Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi
Lahan Pertanian Fangan Berkelanjutan,

Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan
Informasi saatl Inl dengan keadsan sebelumnya secara
berkala.

Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan,

Pasal 43

Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dilakukan melalul pembandingan
Informasi secara berkala terhadap:

a. tutupan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

b. pemillkan dan penguasaan tanah pada Lahan Perianian
Pangan Berkelanjutan,

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam:

a. neraca tutupan lahan; dan/atau

b. neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 44

Bupatifwalikota menyampaikan hasil pemantauan
gsabagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan hasil
pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) secara berkala 1 (satu) kall dalam 1 (satu)
tahun kepada gubernur.

Gubermnur menyampalkan penggabungan hasll pemantauan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) secara berkala 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menter,

Bagian Keanam
Publikasi

Pazal 45

Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Perfanian
Pangan Berkelanjutan, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerntah kabupatenfkota  wajib mempublikasikan produk
Informasi dan Sistern Informasi Lahan Pertanian Pangan
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Berkelanjutan kepada para Pemangku Kepaniingan secara
berkala dan barkelanjutan.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalul media elektronik dan'atau media cetak.

EAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setalah 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal diundangkan,

Agar sefiap orang mengelzhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februar 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESIA,
itd,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ciundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDOMNESIA,
td.

AMIR SYAMSUDIN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

L. UMUM

Sesual dengan Pasal 80 Undang-Undarg Womor 41 Tahun 2008 teniang
Perlindungan Lahan Partanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan pedoman
unituk penyusunan Sistem Informasi Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan
dalam rangka menunjang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagal upaya untuk mewujudkan kemandiran, ketshanan, dan Kedaulatan
pangan nasional. Dalam mencapai lujuan tarsebut, perdu memperhatikan
dinamika pembangunan yeng sedang berkembang, amanat dari undang undang
ini sendin, serta prediksi dan arah pembangunan peranian jangka panjang.

Penyusunan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
memperhatikan dinamika pembangunan yang sedang berkembang antara |ain
melipuli tantangan giobalisasi, pemanasan global, otoncmi dan aspirasi daerah,
pembangunan peranian di luar Jawa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan terutama di Pulau Jawa dan Bali, serla pelestarian lingkungan
hidup yang berkelanjutan. Untuk menganlisipasi dinamika pembangunan
tersebul maka upaya pembangunan peranian harus lerintegrasi dengan
pembangunan seklor lainnya. DI lain pihak, dinamika pembangunan di segala
sekior membuluhkan lahan sebagai media, periambanan penduduk sekitar 1,5%
{salu koma lima persen) per tahun, kondisi kesehatan masyarakal semakin baik,
tingkat harapan hidup manusia semakin meningkal yang bermuara pada
penyediaan pangan yang lebih besar. Di samping itu, kompetisi pemanfaatan
ruang dan alih fungsl Iahan pertanian sulit dihindar sehingga pengaturan Sistam
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipandang sangal penting dan
strategizs dalam rangka mengantizsipasi dan mengatasi permasalahan
ketersediaan pangan.

Sistem Informasl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat data lentang :
{a) Kawasan Perianian Pangan Berkelanjutan: (b) Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; (¢) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjulan,

Sistem Informasi Kawasan Partanian Pangan Berkelanjutan difokuskan untuk
mendapatkan dala tentang kawasan pertanian di kawasan perdesaan yang
merupakan dominasi pembangunan perlanian pada umumnya. Sislem Informasi
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Informasi tentang kawasan, lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan akan dikoordinasikan dan dilaporkan oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupatenfkota berturut-turul kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewajiban
masing-masing dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b

Yang dimaksud “akurat, relevan, dan dapat dipetanggungjawabkan”
adalah data yang diperoleh atas dasar hasil pangukuran yang teliii,
terkail dengan substansi data dan Informasi tentang Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan serta dipercleh dari institusi yang berkempeten
uniuk menerbltkannya.

Paszal 3

Cukup jalas,

FPasal 4

Cukup jelas.
Pasal &

Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jalas,

Huruf b
Cukup jalas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “kondisi sumber daya manusia” meliputi
jumiah penduduk, keluarga pelani dalam kelompok tani
danfatau gabungan kelompok tani, pelaku usaha dalam bidang
pertanian pangan danfatau pelaku lalinnya yang bergerak dalam
sistem usaha agribisnis perlanian pangan. -



Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari pola ruang
budidaya pertanlan khususnya tanaman pangan yang menjadi baglan dar
rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud dar jaminan
tersedianya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengenai Informasi ini
akan diatur lebih rinci dan menjadi bagian dar Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi.

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan difokuskan untuk
mendapatkan data dan Informasi serta mendistribusikannya kepada Masyarakat
dan para Pemangku Kepentingan untuk diakses sebagai dasar dalam rencana
pembangunan daerah dan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan. Data
yang dibutuhkan dalam sistem Informasi ini sekurang-kurangnya meliputi data
dan Informasi tentang: (a) fisik alamiah; (b) fisik buatan; (¢} kondisl sumber daya
manusla dan sosial ekonoml Masyarakat; (d) stalus kepemilikan dan penguasaan
tanah; (e) luas dan lokasi, (f) jenis komoditas terteniu vang bersifal pangan
pokck. Data dan Informasi di atas disediakan dan menjadi tanggungjawab
kementerian dan/atau lembaga yang membidangi peta tematik dan spasial,
penyediaan data dan Informasi tentang infrastrukiur irigasi dan reklamasi rawa
oleh Kementerian Pekergaan Umum dan Kermenterian Pertanian, data dan
Informasi lentang kondisi sumber daya manusia penerima manfaat dan sosial
ekonominya oleh Badan Pusal Statislik, status kepemilikan dan penguasaan
tanah serta lala guna lahan oleh Badan Pertanahan Masional, luas dan lokasl
sarta jenis komoditas pangan pokok oleh Kementerian Pertanian, Penyediaan
dan tanggung jawab data dan Informasi di zlas dikoordinasikan oleh Menter
dalam rangka perdindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui suatu
lembaga berupa Pusat Informasl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sistem Informasi lzhan cadangan merupakan baglan dard Sislem Informasi
Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjutan yang difokuskan menyediakan lahan
penggant! apabila terjadi alih fungsl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
telah ditetapkan. Lahan cadangan sebagal lahan pengganti berasal darl lahan
terlantar dan atau lahan bekas hutan yang

telah dilepaskan. Lahan terlantar sebagai lahan cadangan dipercleh dari Badan
Pertanahan Masional berupa sebaran dan luas di masing-masing provinsi dan
kabupaten/kota. Sedangkan lahan bekas kawasan hutan diperoleh dari
Kemeanterian Kehutanan berupa lahan yang lelah dicadangkan dan dilepaskan
dari kawasan hutan untuk pembangunan perlanfan. Data lahan ini meliputi
sebaran dan luas dl masing-masing provinsl dan kabupaten'kota. Atas dasar
sebaran dan luas lahan cadangan sebagai lahan pengganti dimaksud akan
dievaluasi berdasarkan atas kesesuaian lahannya sebagai bahan pertimbangan
untuk ditetapkan sebagal Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Mekanisme perubahan lahan cadangan menjadi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan merupakan tanggung jawab dari pihak yang melakukan alih fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
A1 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Barkalanjutan,
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Yang dimaksud dengan "kondisi sosial ekonomi”™ meliputi tingkat
produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, pendapatan
petani dari usaha tani, pendapatan petani dari luar usaha tani
tanaman pangan, organisasi petani serta organisasi perdesaan
lain yang terkait.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf @

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Data Dasar selain Data Dasar yang telah
ditetapkan™ adalah data yang dapat diperlukan akibat terjadinya
sasuatu perubahan bentang muka Ishan atau akibat perubahan iklim,

Ayat {5)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayal (1)
Hurufa
Yang dimaksud dengan "tutupan lahan” adalah materi fisik yang
ada pada permukaan bumi yang dipercleh dari Informasi hasil
survei lapangan dan anzalisis citra penginderaan jauh,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

23



Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf §
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “Peta Dasar" adalah peta yang diturunkan dari
data penginderaan jauh dan survei lapangan serta memuat
Informasl dasar seperli balas administrasi, ketinggian dan
kelerengan, penggunaan lahan pada saat peta diterbitkan,
koordinat geografis dan dibuat dalam skala 1:10.000 atau lebih
beasar danfatau disssuaikan dengan kedalaman skala dalam
rencana tata ruang,
Huruf b
Yang dimaksud ‘psta tematik” adalah pela yang memuat
Informasi dasar dan Informasi yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan dalam rangka penyediaan data, pengolahan data
dan pembuatan produk sistem Informasi lahan  pangan
berkelanjutan. Skala yang digunakan adalah adalah 1: 10.000
atau lebih bezar dan/atau disasuaikan dengan kedalaman skala
dalam tata ruang.
Huruf &
Cukup jelas,
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prasarana jaringan irgasi®™ meliputi
pembangunan, cperasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi
ingasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, dan non irigasi
sasual dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
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Yang dimaksud dengan ‘“pembancunan jalan usaha tani
danfatau penyediaan sarana pertanian® adalah dukungan
pemarintah  kepada petani dalam hal petani tidak dapat
membiayainya antara lain jalan produksi, jalan usaha tani, teknis



konservasi tanah dan air, serta sarana produksi lainnya yang
dibutuhkan seperti pupuk, benih, pestisida, lantai jermur serta
alat dan mesin pertanian dalam rangka melindungi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pelaku lainnya® adalah organisasl masyarakal
di perdesaan yang terkait selain organisasi petani (kelompok tani
danfatau Perkumpulan Petani Pemakai Air), seperti karang taruna,

program kesejahteraan keluarga, organisasi wanita tani dan lain-lain,

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pazal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan data "status kepemilikan dan/atau penguasaan
tanah” adalah data status kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasal 15
Cukup |elas,
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Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jenis komoditas” adalah jenis tanaman
pangan dominan yang diusahakan pada kawasan tersebul,
misalnya: padi, jagung, kedele, ubi kayu, ubi jalar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produktivitas Kemaoditas™ adalah hasil
Jenis tanaman pangan rata-rata per hektar yang diperoleh pada
suatu kawasan tertentu yang ditetapkan oleh institusi yang
berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola tanam komoditas" adalah tata
urutan pertanaman komoditas yang telah diatur dalam suatu
kurun wakiu tertentu dalam rangka pemanfaatan sumber daya
alam secara efeklif dan efisien yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah,

Ayat (2)
Cukup jeles,

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas,
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Ayat (1}

Cukup jelas.
234



Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘kesesusian lahan” adalah tingkat
kesuburan tanah yang diukur dari kesuburan secara fisik, kimia,
kelerengan, dan bentang muka lahan yang sesuai dengan
komeditas tanaman pangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “tipologi lahan™ adalah kelas kesesuaian
lahan berdasarkan ketersediaan sumber air untuk tanaman
tersebut, meliputi : Ingasl, rawa pasang surut danfatau lebak
dan nen irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan pengamanan Data Dasar”
adalah proses menempatkan data ditempat yang tepal sehingoga tidak
rusak baik secara fisik maupun elekironik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengolahan Dala Dasar® adalah proses yang
dilakukan untuk pemeriksaan, pembersihan, perubahan, dan
pemodelan data dengan tujuan menghasilkan Informasi yang berguna
barkaitan dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,

235



Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk Informasi® adalah hasil pemrosesan
tumpang lindih data spasial yang terdin dar data fisik alamiah, fisik
buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonoml masyarakat,
status kepemilikan dan penguasaan tanah, luas dan lckasi pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (2)
skala produk Informasi yang memiliki benluk gecspasial terdir dari:

a. 1: 100.000 untuk produk sistern Informasi tingkat provinsi;
b. 1: 50.000 untuk produk sistem Informasi kabupatan; dan
c. 1: 25.000 untuk produk sistem Informasi tingkat kota.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk Informasi® adalah keluaran Informasi
tentang Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan yang dapat
dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33

Ayal (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "media elekironik intemet” adalah
jaringan perangkat lunak dan jaringan perangkal keras yang
saling terhubung dalam sistern global yang dapal diakses oleh
pengauna Informasi di seluruh dunia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “media elektronik intranet” adalah
jaringan perangkat lunak dan jaringan perangkat keras yang
dapat diakses oleh pengguna Informasi secara internal dalam
pusat sistem Informasi.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jalas.
FPasal 34
Cukup jelas.
Pazal 35
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Informasi® adalah merupakan
kegiatan untuk memanfaatkan secara langsung maupun tidak
langsung suatu Informasi sesual dengan kebutuhan pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayal (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
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Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup [elas.
Pasal 39

Cukup |elas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Fasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5283
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketenfuan Pasal 66 ayat (3) Undang-
Undang Momor 41 Tahun 2009 tentang Perindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan
Pemarintah tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indenesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Momor 41 Tahun 2009 tentang Perindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 148, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor S068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  PEMBIAYAAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Ini vang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
sistem dan proses dalam merencanakan dan menatapkan,
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10.

it.

mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan,
dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya
secara berkelanjutan.

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Borkelanjutan adalah sustu pendanaan dalam rangka
melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sumber Pembiayaan adalah segala sumber pendanaan baik
yang berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Mabupzlen®ota, badan usaha maupun
masyarakal yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan
Perlindungan Lahan Pertanlan Pangan Berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjulnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan (ahunan
pemerintahan negara yang disetujui cleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan dasrah yang disetujui cleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah sefiap
warga negara Indonesia beserla Keluarganya yang
mengusahakan lahan untuk komoditas pangzn pokok di
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan.

Pelaku Usaha adalah seliap orang persecrangan, Petani,
keiompok tani, gabungan kelompok tani, atau badan usaha
balk yang berbentuk badan bukum maupun bukan badan
hukum, yang didirkan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indenesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah gubemur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kola adalah bupatiiwalikota dan
perangkat  daerah  sebagal  unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Menlarl adalah mented yang membidangi urusan pertanian,

Fasal 2

Pembiayaan Pedindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
berfujuan untuk  menjamin  kelersediaan Pembiayaan
Perlindungan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan yang



diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah  Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Xota, dan Pelaku Usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah inl meliput
kegiatan yang diblayai, sumber dan bentuk Pembiayaan, serta
penyelenggaraan Pembiayaan.

BAB Il
KEGIATAN YANG DIBIAYAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan
Lehan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan fugas
dan kewenangannya.

{2) Pangalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menter, gubernur, dan bupati'walikota
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faszal 5

Kegiatan Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang dibiayal meliputi:

perancanaan dan penelapan;
pengembangan;

penelitian;

pemanfaatan;

pembinaan;

pengendalian;

pengawasan;

sistem informasi; dan

perlindungan dan pemberdayaan Petani.

~Fampap TN

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penetapan

Pazal B

(1} Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf & dilakukan pada Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan
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Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan,

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penyelenggaraan;
a. inventarsasi;

b. identifikasi; dan
c. verifikasi.

Pasal 7

(1) Pembiayaan kegiatan invenfarisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a melipuli Pembiayaan kegiatan
pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan hak alas tanah peranian pangan dan lahan
cadangan.

{2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayal (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan
identifikas| luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan
cadangan berdasarkan hasil inveniarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) yang sesuai dengan krtera lahan
dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan
verifikasi untuk menetapkan Kawasan Peranian Pangan
Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Pasal 8

Pemblayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) sampal dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota,

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 8

(1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal § huraf b dilakukan pada Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjuian dan Lahan Pertanian
FPangan Berkelanjutan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
penyelenggaraan:



(1)

(2)

(1)

(2)

a. intensifikasi; dan
b. ekstensifikasl.

Pasal 10

Kegiatan pengembangan Intensifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yang diblayal meliputi:

a. peningkatan kesuburan tanah;

b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
c. pendiversifikasian tanaman pangan;

d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
e. pengambangan irigasi;

f.  pemanfaatan teknologi pertanian;

g. pengembangan inovasi pertanian;

h. penyuluhan pertanian, dan/atau

. Jaminan akses permodalan.

Kegialan  pengembangan  ekslensifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 aysl {2) hurul b yang dibiayai
meliputiz

a. pencelakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. penetapan [zhan pertanian pangan menjadi Lahan
Peranian Pangan Berkelanjutan; dan

c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

Fasal 11

Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan
ekstensifikasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupalen/Kota sesuai dengan ketantuan
peraturan perundang-undangan.

Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Penelltian

Pasal 12

Pembiaysan kegiatan peneliian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hurul & dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan
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cadangan uniuk ditetapkan sebagal Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan,

Pasal 13

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang
dibiayal meliputi:

a. pengembangan penganekaragaman pangan;

identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;

pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
inovasi pertanian;

fungsi agroklimatelogl dan hidrologi;

fungsi ekesistem; dan/atau

soslal budaya dan kearifan lokal.

o op o o oo

Pasal 14

{1) Pembiayaan kegialan pensliian sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 13 merupakan tanggung jawab Pamearintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,

(2) Selgin Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pembiayaan kegistan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga
penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 5 huruf d dilakukan pada Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan dengan menjamin konservasl tanah dan air,

Pasal 16
Pemblayaan kegialan konservasi tanzh dan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 melipuli:
a. perdindungan sumber daya lahan dan air;
b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
c. pengelolaan kualitas lahan dan air: dan'
d. pengendalian pencemaran.



Pasal 17

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 merupakan langgung jawab Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemarintah Kabupaten/Kota,

Bagian Keenam
Pembinaan

Pasal 18

(1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang dibiayai malipufi:

koordinasl,

sosialisasl;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

pendidikan, pelathan, dan penyuluhan;

penyebarluasan informasi; dan

peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

- N

Pasal 19

Pembiayaan keglatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 merupakan tanggung jawab kementerian yang
mambidangi urusan pertanian, Pemerintah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Pengendalian

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf § meliputi;

a. pemberian Insentlf kepada Petani; dan

b. penyelenggaraan alih fungsl Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
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Pasal 21

Pemberian insentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurufl a
dilakukan sesual dengan |ketentuan peraluran perundang-
undangan mengenal insenlif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Paszal 22

(1) Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Perlanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung Jawab
Pemeriniah, Pemarintah Provinsl, dan/atau Pemerntah
Kabupaten/Kota selaku pihak yang melakukan alib fungsi.

{3) Jaminan Pembiayzan penyelengaraan alih fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuktikan dengan pencantumannya berupa
rencana kegiatan dan pendanaan kementerianfembaga,
provinsl, dan kabupaten’kota serta Rencana Kerja
Pemerintah, Pemerinlah Provinsi, danfalau Pemerintah
Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah,
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Bagian Kedelapan
Pengawasan

Pasal 23

Pembiayaan kegiatan pengawasan Perdindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf g meliputi:

a. pelaporan;

b. pemantauan; dan

c. evaluasi.

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 merupakan langgung jawab kementerian yang
mambidangl umusan perlanian, Pemerintah Provinsi, danfatau
Pemerintah Kabupaten/Kota,



(1)

(2)

Bagian Kesembilan
Sistem Informasi

Pasal 25

Pambiayaan kegiatan sistem informasi Lahan Pertanian
Pertanian Pangan Berkslanjulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 hurul b meliputi:

a. penyediaan data dan informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; dan

b. penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan oleh Pusat Informasi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementeranfembaga,
Pemerintah  Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan kewenangan dan fanggung jawabnya sesual
dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai sistem informasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kesepuluh

Parlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan perdindungan Petani  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hunsf | meliputi pemberian jaminan
kepada Petani terhadap;

(1)

(2)

harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
diperolehnya sarana produks! dan prasarana pertanian;
pemasaran hasil pertanian pangan pokok;

pengutamaan hasil pertanlan pangan dalam negeri untuk
memenuhi kebuluhan pangan nasional; danfatau

ganti rugl akibat gagal panen.

Pasal 27

Harga komodilas pangan pokok yang menguntungkan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf &
ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

Dalam rangka mempertahankan harga kemoditas pangan
pokok yang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada
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(1

(2)

(3)

ayat (1), Pemerinlah berupaya menjaga keseimbangan
ketersediaan pangan pokok.

Pasal 28

Pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf b, huruf ¢, dan huruf d merupakan tanggung jawab
Pemerintah, Pemerntah  Provinsi, dan  Pemerintah

Kabupaten/ota,

Pembiayaan garti rugi akibat gagal panen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan tanggung
jawab Pemerintah sesual dengan kemampuan keuangan
negara,

Pembiayaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
diberkan fernadap gagal panen yang diakibatkan oleh
bencana alam.

Pasal 29

Pembiayaan kegistan pemberdayaan Petanl sebagaimana
dimaksud datam Pasal 5 huruf i meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

penguatan kelembagaan Petani;

penyuluhan dan pelathan untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia,

pemberian fasilitas sumber permodalan;
pemberian bantuan kredil kepamilikan lzhan pertanian;

pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang
pertanian;

pambarian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga
Petani: dan/atau

pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan,
teknologi, dan informasi.

Pasal 30

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf a,
huruf {, dan huruf g merupakan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan tanggung jawahb
Pemerintah.



(1)

(2)

&)

{4)

(5)

(1)

()

BAB Il
SUMBER DAN BENTUK PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber Pembiayaan Perindungan Lahan Peranian Pangan
Berkelanjutan berasal dari AFBEN, APBD provinsi, dan APBD
kabupaten/kota.

Pembiayaan Pedindungan Lehan Pertanian Pangan
Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperoleh dari:

a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan darl badan
usaha;

b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau
masyarakat;

c. hibah; danfatau
d. investasi.

Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dar badan
usaha berupa persercan terbatas, polaksanaannya dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan
terbatas.

Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
huruf b dan huruf ¢ dipercleh dad sumber yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pambiayaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
huruf b dan huruf ¢ tidak mengikat kepada penerimanya.

Pasal 32

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {2)
huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Megara,
Badan Usaha Milk Daerah, koperasi, danfatau swasia
nasional pada Pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupsatlen/Kela dengan
Badan Usaha Milik Megara, Bsdan Usaha Milik Daerah,
koparasi, dan/atau swasta nasional.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

()

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Pasal 33

Perencanaan Pembiayaan Perindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari APBM dan APBD
meliputl penetapan target dan sasaran luas rencana jangka
pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota terhadap:

a. lahan yang dilindungi;
b. lahan yang dialihfungsikan; dan
c. lahan pengganti.

Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berjenjang,
koordinatif, dan partisipatif mulai dar tingkal nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota,

Perencanaan Pembiayaan dilakukan sesuai  dengan
perencanaan pembangunan pertanian dan ingkat kabupaten
sampal dengan nasional secara berenjang melalui
mekanisme perencanaan pembangunan nasional.

Panyusunan perencanaan Pembiayaan dilakukan:
a. secara koordinatif dengan instansi terkait; dan

b. dengan memperhalikan peran dan kondisi masyarakat
dan Pelaku Usaha.

Pasal 34

Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 dilakukan secara berkelanjutan dan Kkonsisten
sesual dengan rencana program teknis untuk menjamin
efekiivitas dan efisiensi pendanaan.

Perencanaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupalifwalikota
sesual dengan kewenangannya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis perencanaan
Pembiayaan diatur dengan Peratluran Menteri.



Pasal 36

Pengawasan atss Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 37

(1) Menteri, gubernur, bupatifwalikota  sesuai  dengan
kewenangannya melakukan evaluasi terhadap Pembiayaan
Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

{2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
bahan untuk melakukan koreks! terhadap Pembiayaan
Periindungan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjulan untuk
tahun berikutnya,

Pasal 38
Koordinasi dalam rangka Pemblayaan Pedindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesual dengan

pedoman umum rencana teknis Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang diatur oleh Menteri,

BAB VY
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Pemerintah inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah inl  dengan penempalannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februar 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOC
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februar 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REFUBLIK INDOMESIA,

tid

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Depuli Perundang-undangan Bidang
Perekonomian,

itd

Selio Saplo Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBIAYA AN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Momor 41 Tahun 2002 tentang
Parindungan Lahan Pertanian Pangen Berkelanjutan bahwa Pembiayaan
Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanfa
Daarah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kola. Pembiayaan Perindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan selain bersumber sebagalmana dimaksud di atas dapat Juga
diperoleh darl dana tanggung jawab soslal dan lingkungan badan usaha,

Tujuan Pembiayaan Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
meniamin tersedianya pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka
mewujudkan Implementasi Undang-Undang Momor 41 Tahun 2009 tentang
Perfindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan perundang-
undangan yang diamanatkannya dalam rangka pencapaian kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Selanjulnya, untuk mewujudkan dan mengimplemenlasikan Peraturan
Pamerintah inl harus memperhatikan berbagal peraturan perundang-undangan
yang lelah ada antara lain Undang-Undang lentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerinish Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang tenlang
Sistem Parencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang tentang
FPemerintahan Daersh, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada
dasarmya untuk mengintegrasikan dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya mulai
dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota,

Kebijakan Pembiayaan Perdindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
mengatur Pembiayaan pada keseluruhan sistem dan proses Pedindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi; perencansan dan penstapan,
pengembangan, penelitan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, sistem informasi, serta pedindungan dan pemberdayaan Petanl.
Untuk memenuhi Pembiayaan sistem dan proses Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan tersebut, ada 3 (tiga) hal utama yang periu diatur dalam
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “pengalihen fungsl lahan nen-

pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan” aniara lain kegiatan pembangunan/perbaikan
infrastruktur irigasl, jalan pertanian, dan ganti rugl kepemilikan
lahan.

Pasal 11
Gukup jelas.

Pasal 12
Culup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Fasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cubkup jelas.

Huruf b
Cukup |elas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf &
Cukup jelas,



kebijakan Pembiayaan Perdindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
yailu: (I} kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayal terkait dengan perencanaan dan
penstapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, sistem informasi, serta perindungan dan pemberdayaan Petani,
yang merupakan bagian Perindungan Lahan Peranian Pangan Berkelanjutan;
{il} sumber-sumber dan bentuk Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang berasal darl Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota terhadap kegiatan-kegiatan
yang perlu diblayai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(i) penyelenggarsan Pembiayaan Pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Barkelanjutan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jalas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pazal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jalas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan "peningkatan kesadaran dan tanggung
jawab masyarakat' adalah pembinaan secara lerus menerus
melalul ceramah dan bentuk lainnya kepada masyarakat yang
terkait dengan Perdindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf &
Cukup Jelas.
Huruf b
Penyelenggaraan  alih  fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dalam ketentuan Ini yaitu alih fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, danfatay Pemerintah Kabupaten/®ota untuk
kepantingan umum atau karenza bencana.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ‘jaminan Pembiayaan penyelenggaraan
alin fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan® adalah
tersedianya dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) baik melalui APBN maupun APBD pada tahun anggaran
tertentu untuk kegiatan penyelenggaraan alih fungsi Lahan
Pertanian Pangan Berkelanfutan.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.



Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “harga komoditas pangan pokok yang
menguniungkan” adalah harga yang lebih tinggi diperoleh Petanl,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf &
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengutamaan hasll pertanian pangan’
antara lain menampung dan membeli hasil pertanian pangan

pokok.
Huruf &
Cukup jelas.
Fasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menjaga keseimbangan kelersediaan
pangan pokok" adalah suatu pengaturan kebijakan sistern makro
yang mengalur ketersedizan pangan pokok secara berkelanjutan
uniuk menghindari fluktuasi harga pangan pokok di pasar.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
‘Yang dimaksud dengan “kemampuan ksuangan negara”™ adalah
memperhatikan Kelersediaan dana yang dimiliki oleh Pamerintah
berdasarkan prioritas penganggaran terhadap kebutuhan petani.
Ayal (3)
Cukup Jelas.
Fasal 29
Cukup ielas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas,
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Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup |elas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup |elas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Gukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5288



Menimbang

Meangingat

MEMNTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMNIAN
NOMOR : 47/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM BUDIDAYA PERTANIAN

PADA LAHAN PEGUNUNGAN

DEMNGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

P

MENTERI PERTANIAN,

behwa prakiik budidaya pertanian pada lahan pegunungan
memiliki posisi sirategis. Selain memberkan marfaat bagi
jutaan petani lahan pegunungan juga berperan penting dalam
menjega  fungsi  lingkungan  daerah  aliran  sungai  dan
penyangga daarah dl bawahnya;

bahwa peluang untuk budidaya pertanian lahan pegumungan
rentan  ferhadap longsor dan  erosl apabilla  tidak
memperhatikan prinsip kenservasi tanah dan air;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf & dan b tersebut
diatas perlu ditetapkan Pedoman Umum Budidaya Pertanian
pada Lahan Pegunungan sebagai acuan oleh pengguna
lahan, penyuluh, organisasi pelanifkemasyarakalan, dan
pengambil kebijakan dalam upays mengurangi intensitas dan
frakowensi longsor, erosi sampai di bawah ambang batas, serta
terwujudnva sistemn usaha teni berkelanjutan pada lahan
pegunUNgan.

Undang-undang Momor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lambaran Negara Momor 3478);

Undang-cndang Nomar 23 Tahun 1897 tentang Pengeloiaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Megara Tahun 1937 Momor 68
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639},
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Nenetapkan
KESATU

KEDLIA

KETIGA

Undang-undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Tahun 2004 Momor 125 Tambahan
Lembaran Negara Momor 4437);

Paraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
daerah otonom (Lembaran Megara Tahun 2000 Momor 54
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3952);

Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan
Kabinal Indonesia Bersatu;

Peraturan Menteri Pertanian Nomar 20%Kpts! OT.140/7/2005
fentang Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian;

Peraturan Manteri Pertanlan Nomar 34 1/Kpts! OT.140/5/2005
tentang Kelengkapan Organisasl dan Tala Kerja Departemen
Pertanian:

MEMUTUSKAN :

! Pedoman Umum Budidaya Pertanian Padan Lahan Pegunungan,

sepertl pada lampiran Peraturan ini.

: Pedoman Umum ssbagaimana dalam diktum KESATU untuk

digunakan sebagal acuan dalam budidaya pertanian pada lahan
peglrungan.

: Peraturan ini mulal berdaku pada tanggal ditetapkan.

Ditatapkan di Jakarta
pada tenpgal 9 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

fhd.

ANTON APRIYANTOMO

Ealinan Peraturan inl disampalkan kepada Yih. :

Mentarl Dalam Negeri;

Menteri Megara Lingkungan Hidup;
Mentarl Kehutanan,
Gubermur seluruh Propinsi di Indonasia;

Pejabat Eselon | Lingkungan Departemen Paranian;
Kepala Dinas Propinsi yang membidangl petanian dan lingkungan hidup;

1
2
3
4.
g, Bupali dan Wallkola seluruh Kabupaten/Kota di indonesia;
T
8

Kepala Diras Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian dan Engkungan hidup.
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

MNomer : 47/Permentan/OT.140/10/2006
Tanggal : 9 Okiober 2006
TENTANG

PEDOMAN UMUM BUDIDAYA PERTANIAN
PADA LAHAN PEGUNUNGAN

Departemen Pertanian
2006
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MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Lahan pegunungan memiliki potensi yang besar sebagai kawasan
pertanian produktif. Sejak berabad yang silam, julaan petani bermukim
dan memanfaatkan kawasan ini. Untuk memnuhi kebutuhan sahari-hari
dan menopang ekonomi keluarga, mereka mengusahakan berbagai
macam tanaman, terutama horlikultura, perkebunan, dan tanaman

pangar.

Akhir-akhir ini longsor sering menimpa kawasan pegunungan dan
tidak Jarang merenggut korban jiwa dan harta benda. Erosi sering pula
melanda kawasan pegunungan, yang mnyebabkan degradasi lahan,
pedangkalan sungai, dan terganggunya sistem hidrologi daerah aliran
sungai (DAS) yang mendorong terjadinya banjir dan kekeringan di bagian
hilir. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan kawasan yang melebihi
ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek
kelestariannya.

Kawasan pegunungan yang merupakan hulu DAS berfungsi
sebagal penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu, pengelolaan
yang tepat di daerah hulu berdampak positif terhadap kelestarian
sumberdaya Iahan dan lingkungan di kawasan hilir. Implementasi konsep
pertanian yang balk (good agricultural practices) di kawasan pegunungan
memeagang peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
setempal, keasrian pedesaan, periuasan lapangan kerja, pelestarian
lingkungan melalui fungsl menahan air hujan, pengendalian erosi,
pendaur vlang sampah organik, dan penghasil cksigen yang menjadi
bagian penting dalam kehidupan. Sejauh ini, pertanian di lahan
pegunungan serngkall dituding sebagal penyebab terjadinya erasl dan
lengsor, karena pengelolaan yang tidak mengikuli kaidah pertanian yang
baik.
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Untuk dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang
sebesar-besamya bagl masyarakat luas, lahan pegunungan perlu dikelola
secara optimal dengan sentuhan teknologi. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian telah melaksanakan berbagai penelitian yang
berkaitan dengan teknologi budidaya lahan pegunungan, namun belum
dimanfaatkan dan bahkan belum diketabui oleh sebagian besar
masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai hasil penelitian
pertanian di lahan pegunungan disusun Pedoman Umum Budidaya
Pertanian pada Lahan Pegunungan.

Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengendalian
longsor dan erosi serta penerapan sistem pertanian berkelanjutan pada
ekosislem pegunungan yang menjadi tumpuan harapan jutaan
masyarakat tani dan masyarakat sekitarmya

Jakarta,  Oklober 2008

MENTERI PERTANIAN,

tid.

ANTOMN APRIYANTONG
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PENGERTIAN

Andosol/Andisols : Tanah yang terbentuk dari bahan volkanik muda (pasir dan
atau abu volkanik), terasa ringan dan licin jika dipird, mangandung >60%
debu, pasir dan kerikil volkanik.

Bedengan : Gundukan lanah dengan panjang dan lebar tedentu yang dibuat
untuk pertanaman tanaman semusim.

Budidaya lorong (alley cropping) : Sistem pelanaman dimana tanaman
semusim ditanam pada lorong {alley) diantara dua baris tanaman pagar
(hedgarows).

udidaya pertanlan : Segala bentuk uscha manusia untuk melakukan
pengelolaan terhadap tanaman, tanah, air, dan input-input perianian
dengan tujuan untuk menghasilkan sualu produk perlanian.

Degradasi lahan : Proses penurunan produktivitas lahan, baik bersifat
sementara maupun tetap,

Drainase : Keadaan dan cara keluarnya kelebihan air (excess waler),

Erodibilitas tanah (kepekaan tanah ferhadap erosi) : Mudah tidaknya tanah
dihancurkan oleh kekuatan aliran permukaan.

Erosi : Hilang atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah oleh media alami
(2ir atau angin) dri suatu tempat ke tempat lain,

Erosivitas hujan : Kekualan hujan menghancurkan agregat tanah, ditenfukan
oleh intensitas dan perodesitas hujan,

Kedalam solum : Kelebalan tapah di atas bahan induk tanah (horzon A
danfatau B).

Konservasi secara engineering afau mekanis {metode mekanik) : Semua
perlakuan fislk mekanis yang diberikan terhadap tanah, dan pembuatan
bangunan konservasi yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan
dan erosi, =erta meningkatkan kelas kemampuan lahan,

Konservas! secara vegetalif (metoda vegetatif) : Semua tindakan konservasi
menggunakan lumbuh-lumbuhan (vegetasi), baik tanaman legum yang
menjalar, semak atau perdu, maaupun pohon atau rumput-rumputan
serta lumbuh-tumbuhan lain, yang dilujukan untuk mengendalikan arosi
dan aliran permukaan.
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Konservasi tanah : Cara penggunaan lanah yang sesuai dengan kemampuan
tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syaral-syarat yang
diperukan agar tidzak terjadl kerusakan, Ussha konservasi tanah adalah
usaha yang ditujubkan untuk (1) mencegah kerusakan tanah oleh erosi, (2)
mempearbaiki tanah yang rusak, dan (3) memelihara sera meningkatkan
produktivitas tanah agar dapal digunakan secara lestari.

Lahan pegunungan : Wilayah dengan elevesi = 350 m dpl dan/atau dengan
tingkat kemiringan lereng = 15%.

Litosol : Tanah yang sangat dangkal (<20 cm), berada di atas batuan kukuh,

Longsor : Salah satu bentuk erosi, yang mana pegerakan atau pindahnya tanah
terjadi pada suatu saat dalam volume yang relalif besar (mass wasting),
sebagai akibat meluncumya volurme tanah di atas suatu lapisan kedap
yang jenuh afr.

Mediteran @ Tanah yang mempunyal horison bawah akumulasi liat dan
kejenuhan basa =50%.

Mulsa : Bahan-bahan (sisa panen, hijauan tanaman pagar/strip, plastik dan lain-
lain) yang disebar atau digunakan untuk menutup permukaan tanah agar
terhindar darl kerusakan.

Podsolik : Tanah yang mempunyal horison bawah akumul asl liat dan kejenuhan
basa <50%.

Ranker : Tanah dangkal di atas batuan kukuh masam, mempunyal lapisan atas
berwama gelap selebal < 25 cm dan kejenuhan bassa <50%.

Regosol : Tanah bertekstur kasar, mengandung pasir dan atau debu =60% pada
kedalaman 25 — 100 cm.

Renzina : Tanah dangkal di alas batu kapur, mempunyai lapisan atas berwama
gelap setebal < 25 cm, dan kejenuhan basa >50%.

Rorak : Tempat atau lubang penampungan atau peresapan air, dibuat pada
bidang olah atau pada saluran peresapan.

Saluran pembuangan air (SPA) : Saluran drainase yang dibuat unfuk
mengalirkan air dari saluran pengelak danfatau saluran teras ke saluran
alami atau sungal alau tempat penampungan alau pembungan air
lainnya.

Saluran pengelak : Saluran yang dibual hampir searah kontur, bedungsi untuk

mencegah masuknya aliran permukaan dan permukaan dari bidang lahan
di lereng bagian atas.
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Tanaman tahunan (perennial crops) : Tanaman yang daur hidupnya lebih dari

satu tahun., Tanaman tahunan dapat dibagi menjadi tanaman tahunan
tegakan tetap dan tegakan temporer.

Tanaman tahunan fegakan temporer ; Tanaman yang daur hidupnya lebih dari
satu tahun dan selama itu terdapat pericde tertentu yang batangnya
mengalami pemotongan sampal habis, sehingga permukaan tanah pada
periode tersebut terbuka. Termasuk dalam kelompok ini antara lain kina
dan debu,

Tanaman fahunan tegakan tetap : Tanaman lahunan yang daur hidupnya lebih
dari satu tahun dan selama itu batangnya tidak pemah dipotong sampai
ke permukaan tanah, sehingga permukaan tanah selalu terutup cleh
tanaman. Kelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi tanaman tahunan
tegakan tetap yang perfu penaung dan yang tidak memerukan penaung.
Tanaman yang memeriukan penaung habitat asfinys berada di bawah
hutan, atau mendapatkan intensitas sinar matahari yang fidak penuh,
sehingga dalam budidayanya memerlukan penaung untuk mengurangi
intensitas sinar mataharl, Termasuk dalam kelompek ini antara kain
adalah kopi, kakao, dan teh,

Tanaman yang tidak yang perfu penaung @ Tanaman yang memearlukan
intensitas sinar matahari penuh sejak usia muda. Termasuk dalam
kelompok ini antara lain adalah kelapa sawit dan karet,

Teras bangku zfau teras fangga : Teras yang dibuat dengan cara memotong
panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga
menfadi sualy bangunan yang berbantuk seperi tangga.

Teras gulud atau guwludan bersaluran @ Gundukan tanah pada lahan miring
yang dibuat searah kontur, selebar 35 — 75 cm dan tinggi 30 50 cm yang
dilengkapi dengan saluran peresapan air di bagian befakang/ atas gulud
tersebul.

Teras individu : Teras yang dibuat pada setiap individu tanaman lerutama
tanaman tahunan.

Teras kebun : Teras yang dirancang khusus untuk tanaman tahunan, dibuat
bardasarkan barisan tanaman tahunan yang berjefer menurut kontur.

Trap terasserfng : Susunan teras bangku yang khusus dirancang untuk

mengendalikan longsor, ditempaltkan pada lereng yang menjadi areal
bidang luncur.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara agraris, seperti Indonesia, pembangunan ekonomi
sangat ditentukan oleh pembangunan pertanian. Dalam kondisl krisls
maoneter yang diikuli oleh krisis ekonomi sebagaimana yang terjadi akhir-
akhir ini, sektor pertanian tumbuh posisitif sementara sektor lainnya
tumbuh negatif, sehingga sekior pertanian telah menjadi penyelamat
perkonomian nasional. Fakia ini membuklikan bahwa pembangunan
pertanian perlu didoarong untuk mendukung keberdanjulan pembangunan
ekanomi,

Secara umum, keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan
oleh lingkungan tumbuh komoditas pertanian tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Agroekosistern atau faktor
bicfisik seperti jenis tanah dan iklim (intensitas cahaya, curah hujan,
kelembaban, dan suhu) dapat menjadi peluang atau masalah dalam
pembangunan pertanian, bergantung kepada kemampuan petani atau
pelaku agribisnis lainnya dalam menggunakan teknologi pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam,

Budidaya pertanian di lahan pegunungan dihadapkan pada faktor
pembatas biofisik sepertl lereng yang relatif tinggl. Kesalahan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di daerah pegunungan
dapat menimbulkan kerusakan atau cekaman biofisik berupa degradasi
kesuburan ftanah dan ketersdiaan air yang dampaknya tidak hanya
dirasakan oleh masyarakat di lahan pegunungan, tetapi juga di dataran
rendah.

Penerapan teknologl sistern usaha tani konservasl dan pengelolaan
lahan pegunungan yang tepat guna dan tepat sasaran dapat member
keuntungan ekonomi dan melindungi lingkungan secara simultan. Dengan
demikian pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi secara
berkelanjutan dapat terwujud, Oleh karena itu dipandang perlu
menerbltkan Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan
Pegunungan. Pedoman inl dapat dijadikan dasar dalam penyusunan
petunjuk teknis cleh instansi terkait di daerah.
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1.2, Peluang dan Permasalahan
1.2,1. Peluang

Sekitar 45% wilayah Indonesia berupa perbukitan dan pegunungan
yang dicirikan oleh topo-fisiografi yang sangat beragam, sehingga praktek
budidaya pertanian di lahan pegunungan memiliki posisi strategis dalam
pembangunan pertanian nasional. Selain memberikan manfaat bagi
Jutaan petani, lahan pergunungan juga berperan penting dalam menjaga
fungsi lingkungan daerah aliran sungai (DAS) dan penyangga daerah di
bawahnya.

Berbagai tanaman horfikultura, tanaman perkebunan, tanaman
pangan, dan ternak dihasilkan di lahan pegunungan. Sebagian besar
tanaman sayur-sayuran dan bunga-bungaan dibasilkan di tanah Andisols
dan Alfisols dengan elevasi berkisar antara 350 - 1500 m di atas
parmukaan laut (dpl). Tanaman pekebunan seperti kopi, teh, kina, dan
berbagai jenis buah-buahan juga banyak diproduksi di lahan pegunungan.
Lahan pegunungan yang merupakan hulu DAS juga berperan penting
dalam menjaga tata air DAS it sendii, mempertahankan
keanekaragaman hayati, mengendalikan erosi, dan menambat karbon di
atmosfer sehingga mengurangi pemanasan global.

Prakiek pertanian yang baik di wilayah pegunungan dapat
memberikan keuntungan langsung kepada paetani di samping
menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya,
antara lain sebagai obyek wisala agro, penyedia lapangan kerja,
penggalang ketahanan pangan, dan penyedia berbagai fungsi lingkungan
sepertl pengendali erosi dan longsor, penghasil oksigen, dan pengatur
tata air DAS.

1.2.2. Permasalahan

Walaupun berpeluang untuk budidya pertanian, lahan pegunungan
rentan terhadap longsor dan erosi, karena tingkat kemiringannya, curah
hujan relatif tinggi, dan tanah tidak stabil, Bahaya longsor dan erosi akan
meningkal apabila lahan pegunungan yang semula tertutup hutan dibuka
menjadi areal pertanian tanaman semusim yang tidak menerapkan
praktek konservasi tanah dan air, atau menjadi areal peristirahatan
dengan segala fasilifas yang dibungun dengan fidak mengacu pada
prinsip ramah lingkungan,
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Dalam beberapa tahun terakhir, bencana alam banjir dan longsor
makin meningkat, bailk daya rusak maupun intensitesnya. Bencana
tersebut telah menimbulkan banyak korban manusia, harta, lahan
pertanian, infrastruktur dan sebagainya, Degradasi lahan juga makin
meningkat dan meluas, terutama akibat tingginya tingkat erosi tanah,
khususnya di daerah pegunungan, Lengsor dan erosi di kawasan
pegunungan selain ditentukan oleh karakteristik lahan dan kondisi iklim
juga dipengaruhi oleh sistem dan tehnik budidaya pertanian di wilalayah
tersebut,

Fungsi ekonomi dan fungsi ekologis sering dipertentangkan dan
tidak jarang menimbulkan konflik. Kasus penggusuran petani dan
pemusnahan tanaman kopi di kawasan lindung di Kabupaten Lampung
Baral pada pertengahan tahun 1890-an dan di Kabupaten Manggarai di
awal tahun 2000-an merupakan contoh konflik yang dipicu oleh
kekhawatiran aparat terhadap kerusakan kualitas DAS karena budidaya
tanaman kopi yang tidak mengikuti kaidah konservasi. Sebanamya, lahan
pegunungan berpeluang menjadi tumpuan ekonomi masyarakal lanpa
mengorbankan kualitas DAS dan kelestarian sumberdaya lahan,

1.3. Ruang Lingkup
1.3.1 Substansi

(1) Materi yang dikemukan dalam Pedoman Umum Budidaya
Pertanian pada lahan Pegunungan ini meliputi faktor panentu
kepekan lahan terhadap longsor dan erosi, teknologi pengendalian
longsor, teknolegi budidaya dan pengelompekan jenis tanaman
pada sistem ushatani konservasi. Substansi yang disampaikan
bersifat umum, sebagai landasan bagi penyusunan petunjuk teknis
oleh Instansl yang berwenang di tingkat pusat dan daerah.

(2) Lahan pegunungan yang dimaksud adalah lahan pertanian dan
kehutanan pada ketinggian =350 m dpl, Zona sistem usahatani
{SUT) konservasi atau wanatani beriklim basah (curah hujan =1500
mm/tahun) dan beriklim kering (curah hujan <1500 mmitahun,
tetapi hujan terdistribusi pada periode pendek, sehungga volume
dan intensitas hujan cukup tinggi pada bulan-bulan tertentu).
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1.3.2. Sasaran

(1) Penentu kebijakan dan pengambil keputusan di tingkal pusat,
propinsi kabupaten, kecamatan dan desa,

(2) Personil dan organisasi petani’kemasyarakatan yang bergerak di
lapangan, antara lain penanggung jawab usaha, penyuluh (PPL,
PPSY teknisi, KTNA, LSM, dan organisasi kemasyarakatan di
tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

1.4. Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan in
dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang cara
berusahatani yang baik dan tehnik pengendalian longsor dan erosi yang
tepat. Tujuan pedoman umum Ini adalah :

(1) Untuk dijadikan acuan oleh pengguna lahan, penyuluh,
organisasl petanilkemasyarakatan dan pengembil kebijakan
dalam perencanaan dan pelaksanaan budidaya pertanian di
lahan pegunungan.

(2) Sebagai dasar penyusunan pelunjuk fteknis (prosedur
oparasional baku) selanjutnya.

Manfaat dan penerapan pedoman umum ini adalah;

(1) Berkurangnya intensitas dan frekuensi longsor.

(2) Berkurangnya erosi sampai di bawah ambang batas yang
diperbolehkan sehingga degradasi lahan dapat dikurangi.

(3) Terwujudnya sistem usahatani berkelanjutan di lahan
pegunungan, yang secara ekonomi menmenguntungkan dan
secara ekologl tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya
lahan dan air.
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BAB Il
FAKTOR PENENTU KEPEKAAN TANAH
TERHADAP LONGSOR DAN EROSI

Pengelahuan tentang fakior penentu kepekaan tanah terhadap
longsor dan erosi akan memperkaya wawasan dan memperkuat landasan
dari pengambil keputusan, penanggung jawab lapanagan, teknisi,
penyuluh dan organisasi kemasyarakatan dalam menyusun program dan
melaksanakan teknik penanggulangan longsor dan erosi di daerah
kewenangannya.

Longsor dan erosi adalah proses berpindahnya tanah atau batuan
dar eatu tempat vang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat
dorongan air, angin, atau gaya gravitasi. Proses tersebut melalui tiga
tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau pergerakan, dan
pengendapan. Perbedaan mencnjol dari fenomena longsor dan erosi
adalah volume tanah yang dipindahkan, wakiu vang dibuluhkan, dan
kerusakan yang ditimbulkan. Longsor memindahkan massa tanah dengan
volume yang besar, ada kalanya disertai oleh batuan dan pepohonan,
dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan erosi tanah adalah
memindahkan partikel-partikel tanah dengan volume yang relatif lebih
kecil pada setiap kali kejadian dan berlangsung dalam waktu yang relatif
lama. Dua bentuk longsor yang sering terjadi di daerah pegunugan
adalah:

(1) Guguran, yaitu pelepasan batuan atau tanah dari lereng curam
dengan gaya babas atau bergelinding dengan kecepatan tinggi
sampai sangat tinggi (Gambar 1a). Bentuk longsor ini terjadi
pada lereng yang sangat curam (=100%).

{2) Peluncuran, yaltu pergerakan baglan atas tanah dalam volume
besar akibat keruntuhan gesekan antara bongkahan bagian
atas dan bagian bawah tanah (Gambar 1b). Bentuk longsor ini
umumnya teradi apabila terdapat bidang luncur pada
kedalaman tertentu dan tanah bagian atas dari bidang luncur
tersebut telah jenuh air,
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Gambar 1. Bentuk longsor yang sering terjadl di Indonesia : a) guguran dan
b} peluncuran.

Sekitar 45% luas lahan di indonesia berupa lahan pegunungan
berdereng yang peka terhadap lengsor dan erosi (Tabet 1). Pegunungan
dan perbukitan adalah hulu sungai yang mengalirkan air permukaan
secara gravitasi melewati celah-celah lereng ke lahan yang letaknya lebih
rendah. Keterkaltan antara daerah aliran sungai {DAS) hulu, tengah, dan
hilir diilustrasikan pada Gambar 2. keterkaltannya lersebul dijelaskan
sebagal berikut:

(1) Penggundulan hutan di DAS hulu atau zona tangkapan hujan
akan mengurangi resapan air hujan, dan Kkarena itu akan
memperbesar aliran permukaan. Aliran permukaan adalah
memicu terjadinya longser dan/atau erosi dengan mekanisme
yang berbeda.

(2) Budidaya pertanian pada DAS tengah atau zona konservasi
yang fidak tepat akan memicu terjadinya longsor dan/atau erosi.
Paengendalian aliran permukaan merupakan kuncl utama. Pada
daerah yang tidak rawan longsor, memperbesar resapan alr dan
sebagai konsekwensinya adalah memperkecil aliran permukaan
merupakan pilihan utama. Sebaliknya, jika daerah tersebut
rawan longsor, aliran permukaan perdu dialifkan sedemikian
rupa sehingga tidak menjenuhi tanah dan tidak memperbesar
erosi.

(3) Air yang meresap ke dalam lapisan tanah zona tangkapan
hujan dan konservasi akan keluar berupa sumber-sumber air
yang ditampung di badan-badan air seperti sungai, danau, dan
waduk untuk pembangkit listrik, Irigasi, air minum, dan
penggelontoran kota.
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Tabel 1. sebaran dan luas lahan perbukitan-pegunungan di Indenesia.

Luas Iahan (000 ha}

Pulau Perbukitan Perbukitan- Parbukitan-
(500 m dpl) pegunungan  pegunungan  Total
tipe A {=500 mdpl) (=500 mdpl)
fipe B tipe C

Sumalera 4.432 814 8.992 15.238
Jawa dan 3.578 1.250 1.646 6.472
Madura
Kalimantan 3.992 B.055 10.471 22.518
Sulawesi 2. 596 3.337 7.996 13.929
Maluku dan 4.047 4.500 2.437 10.984
Musa Tenggara
Papua 3,141 12.287 3.605 10.033
Taotal 21,784 20,243 36,147 B8.174

Keterangan : Tipa A sangat terpencar; Tipe B barsambung tetapi dipisah cleh batas yang
agak jelas; Tipe C bersambung tetap! dipisah oleh batas yang sangal jelas.

Sumber : Statistik Sumberdaya Lahan Partanian (Puslit Tanah dan Agreklimal, 1857).

Gambar 2.  llustrasi toposekuen suatu DAS yang menunjukkan keterkaitan antara DAS
hulu, tengah dan hilir (medifikasi dar information kit FAG, 1995)
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Faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor dan erosi adalah
faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang utama adalah iklim,
sifat tanah, bahan induk, elevasi, dan lereng. Faktor manusia adalah
semua lindakan manusia yang dapat mempercepat lerjadinya erosi dan
longsor. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya longsor dan erosi
diuraikan berikut ini

1.1.  Iklim

Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang besar perannya
terhadap kejadian longsor dan erosi. Air hujan yang terinfiltrasi ke dalam
tanah dan menjenuhi tanah menentukan lerjadinya longsor, sedangkan
pada kejadian erosl, air limpasan permukaan adalah unsur utama
panyebab terjadinya erosi.

Hujan dengan curahan dan Iintensilas yang linggi, misalnya 50 mm
dalam waktu singkst (<1 jam), lebih berpotensi menyebabkan erosi
dibanding hujan dengan curahan yang sama namun dalam waklu yang
lebih lama (>1 jam). Namun curah hujan yang sama tetapi berlangsung
lama (=6 jam) berpotensi manyebabkan longsor, karena pada kondisi
tersebut dapat terjadi penjenuhan tanah oleh air yang meningkatkan
massa tanah. Intensitas hujan menentukan besar kecilnya erosi,
sedangkan longsor ditentukan cleh kondisi jenuh tanah cleh air hujan dan
kerunluhan gesekan bidang luncur. Curah hujan tahunan >2000 mm
terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini berpeluang
besar menimbulkan erosi, apalagi di wilayah pegunungan yang lahannya
didominasi oleh berbagai jenis tanah.

2.2 Tanah
2.2.1. Kedalaman, tekstur dan tekstur tanah

Kedalaman atau solum, tekstur, dan struktur tanah menentukan
besar keclnya air Impasan permukaan dan laju penjenuhan tanah oleh
air, Pada tanah bersolum dalam (>80 cm), struktur gembur, dan
penutupan lahan rapat, sebagian besar air hujan terinfiltransi ke dalam
tanah dan hanya sebagian kecil yang menjadi air limpasan permukaan.
Sebaliknya, pada tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan
lahan kurang rapat, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan
sebagian besar menjadi aliran permukaan (Gambar 3).
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Gambar 3. Hubungan antara struktur lapisan tanah dan penutupan
lahan terhadap jumlah infiltrasi dan aliran permukaan relatif.

Faktor lain yang menentukan kelongsoran tanah adalah ketahanan
gesekan bidanng luncur, Faktor yang menentukan ketahanan gesekan
adalah : a) gaya saling menahan dl antara dua bidang yang bergeser, dan
b) mekanisme saling mengunci di antara partikel-partikel yang bergeser.
Untuk kasus pertama, partikel hanya menggeser di atas partikel yang lain
dan ftidak terjadi penambahan volume. Untuk kasus kedua, terjadi
penambahan volume karena partikel yang bergeser mengatur
kedudukannya sedemikian rupa, sehingga menyebabkan keruntuhan.

Ketahanan gesekan ditentukan oleh bentuk partikel. Pada partikel
berbentuk lempengan seperti llat, penambahan air mempercepat
keruntuhan. Sebaliknya pada partikel berbentuk buliran seperli kuarsa
dan feldspar, penambahan air memperiambat keruntuhan.
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2.2.2, Bahan induk tanah

Sifat bahan Induk tansh ditentukan oleh asal bantuan dan
komposisi mineralogi yang berpengaruh terhadap kepekaan erosi longsor.
Di daerah pegunungan, bahan induk tanah didominasi oleh batuan kokoh
dar batuan volkanik, sedimen, dan metamorfik. Tanah yang berbentuk
dari batuan sedimen, terutama batu liat, batu liat berkapur atau mar| dan
batu kapur, relatif peka tehadap erosi dan longsor.

Salah satu ciri lahan peka longsor adalah adanya rekahan tanah
selebar >2 cm dan dalam >50 cm yang terjadi pada musim kemarau.
Tanah tersebut mempunyal sifat mengembang pada kondisi basah
dan mengkerut pada kondisi kering, yang disebabkan oleh
tingginya kandungan mineral liat tipe 2:1 seperti yang dijumpai pada
tanah Grumusol (Veriscls). Pada kedalaman tertentu dard tanah
podsolik atau Mediteran terdapat akumulasi liat (argilik) yang pada
kondisi jenuh air dapat juga berfungsi sebagai bidang luncur pada
kejadian langsor.

2.3. Elevasi

Elevasi adalah istilah fain dar ukuran ketinggian lokasi di atas
permukaan laut. Lahan pegunungan berdasarkan elevasi dibedakan atas
dataran medium (350-700 m dpl) dan dataran tinggi (=700 m dpl). Elevasi
berhubungan erat dengan jenis komoditas yang sesual  untuk
mempertahankan kelestarian lingkungan,

Badan Pertanahan MNasional menetapkan lahan pada ketinggian di
atas 1000 m dpl dan lereng =45% sebagal kawasan usaha terbatas, dan
diutamakan sebagal kawasan hutan lindung. Sementara, Departemen
Kehutanan menetapkan lahan dengan ketinggian >2000 m dpl dan/atau
lereng =40% sebagai kawasan lindung.

24. Lereng
Lereng atau kemiringan lahan adalah salah satu faktor pemicu

terjadinya erosi dan longsor di lahan pegunungan. Peluang terjadinya
erosi dan longseor makin besar dengan makin curamnya lereng.
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Makin curam lereng makin besar pula volume dan kecepatan aliran
permukaan yang berpotensi menyebabkan erosi. Selain kecuraman,
panjang lereng juga menentukan besarnya longsor dan erosi. Makin
panjang lereng, erosi yang terjadi makin besar. Pada lereng >40% longsor
sering terjadi, terutama disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi. Kondisi
wilayah/lereng dikelompokkan sebagal berikut :

Datar : lereng <3%, dengan beda tinggi <2 m.
Berombak : lereng 3-8%, dengan beda tinggi 2-10 m.
Bergelombang : lereng 8-15%, dengan beda tinggi 10-50 m.
Berbukit : lereng 15-30%, dengan beda tinggi 50-300 m.
Bergunung : lareng =30%, dengan beda tinggi =300 m.

Erosi dan longsor sering terjadi di wilayah berbukit dan bergunung,
lerlama pada fanah berpasir (Regosol alau Psamment), Andosol
(Andisols), tanah dangkal berbatu (Litoscl atau Enfisols), dan tanah
dangkal berkapur (Renzina atau Mollisols), Di wilayah bergelombang,
intensitas erosi dan lengsor agak berkurang, kecuali pada tanah Podsclik
(Ultisols), Mediteran (Alfisols), dan Grumusol (Verfisols) yang terbentuk
dari batuan induk batu liat, napal, dan batu kapur dengan kandungan liat
2:1 (Montmorilonit) tinggi, sehingga pengelolaan lahan yang disertai oleh
tindakan konservasi sangat diperlukan, Dalam sistem budidaya pada
lahan berlereng >15% lebih diutamakan campuran tanaman semusim
dengan tanaman tahunan atau sistem wanatani (agroforestry).
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BAB Il
PENGENDALIAN LONGSOR

Daerah rawan longsor harus dijadikan arsal konservasi, sehingga
bebas dar kegiatan pertanian, pembangunan perumahan dan
infrastruktur. Apabila lahan digunakan untuk perumahan maka bahaya
longsor akan meningkat, sehingga dapat mengancam keselamatan
penduduk di daerah tersebut dan di sekitamya. Penerapan teknik
pengendalian longsor diarahkan ke daerah rawan longsor yang belum
dibuka direkomendasikan uniuk tetap dipertahankan dalam kondisi
vegetasi permanen, seperti cagar alam, kawasan konservasi, dan hutan
lindung.

Pengendalian longsor dapal direncanakan dan diimplementasikan
melalul pendekatan mekanis {sipil teknis) dan vegetatif atau kombinasi
keduanya. Pada kondisi yang sangat parah, pendekatan mekanis
seringkali bersifat mutlak jika pendekalan vegelafil saja lidak cukup
memadai untuk menanggulangi longsor,

3.1. Identifikasi dan Delineasi Daerah Rawan Longsor

Tiap jenis tanah mempunyal lingkat kepekaan terhadap longsor
yvang berbeda. Langkah antisipatif yang perdu dilakukan adalah
memetakan sebaran jenis tanah pada skala 1:25.000 atau skala lebih
besar (1:10.000; 1:5.000) pada hamparan lahan yang menjadi sasaran
pembangunan pertanian tanaman hortikultura, tanaman pangan, atau
tanaman perkebunan, Berdasarkan pela-peta tersebut dapat didelineasi
bagian-bagian dan hamparan lahan yang peka terhadap longsor dengan
menggunakan nilai atau skor seperti dalam Tabel 2.

Kepekaan tanah terhadap longsor mdinilai dengan cara
menjumlahkan skor dari masing-masing fakior. Tanah dengan jumlah skor
6-10 digolongkan sebagai lahan dengan tingkat kepekaan rendah, skor
11-15 kepekaan sedang, direkomendasikan untuk budidaya pertanian,
pembangunan intrastruktur, atau perumahan, tetapi dipertahankan
sebagal vegetasi permanen (hutan).
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Tabel 2. skor hubungan faktor biofisik dan tingkat kepekaan longsor di

lahan pegunungan.
Faktor biofisik Nilal {skor)
Curah hujan (mm) <1500 (1)  1500-2500 (3) >2500 (5)
Bahan induk Batuan volkanik Batuan Batuan sedimen
{1} metamorfik {2} (3)
Lereng (%) 15-25 (1) 25-40 (3) >40 (5)
Kandungan liat 2:1 Rendah (1)  Sedang (2) Tinggi (3)
Laju Infiltrasi Lambat (1) Sedang (2) Cepat (3)
Kedalaman lapisan =100 (1) 50-100 (2) <50 (3)
Kedap air (cm)

Angka dalam kurung menyatakan skor untuk karakteristik iklim dan tanah
di daerah setempat.

Penerapan teknik pengendalian longsor didasarkan atas konsep
pengelolaan DAS. Dalam hal ini kawasan longsor dibagi ke dalam tiga
zona (Gambar 4), yaitu : (1) hulu, zona paling atas dar lereng vang
longser, (2) punggung, zona longsor yang berada di anlara bagian hulu
dan kaki kawasan longsor, dan {(3) kaki, zona bawah dar lereng yang
longsor dan merupakan zona penimbunan atau deposisi bahan yang
longsor. Pengelolaan masing-masing segmen difunjukkan dalam Tabel 3.
Pada masing-masing zona diterapkan teknik penanggulangan longsor
dengan pendekatan vegetatif atau mekanis.

Gambar 4.  Skema yang menggambarkan zona hulu, punggung, dan
kaki dari wilayah longsor.
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Tabel 3.Perlakuan pengendalian longsor pada seliap segmen (bagian)
dari area longsor
Zonalwilayah longsor Perdakuan pengendalian
Hulu (a) Mengidentifikasi permukaan tanah yang retak atau
rekahan pada punggung bukit dan mengisi kembali
rekahan/permukaan tanah yang relak tersebut
dengan tanah.

(b) Membuat saluran pengelak dan saluran drainase
untuk mengalinkan air dar punggung bukit, untuk
menghindard adanya kantong-kantong air yang
menyebabkan penjenuhan tanah dan menambah
massa tabah.

(c) Mamangkas tanaman yang terdalu tinggi yang
berada di tepi (bagian atas) wilayah rawan longsor.

Funggung (bagian (a) Membangun atau menata bagian lereng yang

lereng yang menjadi daerah bidang luncur, diantaranya

maluncur) dengan membuat teras pengaman  (trap
lerasering).

(b} Membuat saluran drainase (saluran pembuangan
uniuk menghilangkan genangan air,

Ic) Membuat saluran pengelak di sekeliling wilayah
langsor,

(d) Membuat pengusat tebing dan check dam mini.

(&) Mananam lanaman untuk menstabilkan lereng.

Kaki (zona {a) Membuatimembangun penahan material longsor
penimbunan bahan menggunakan bahan - bahan yang mudah
vang longsor) didapat, misalnya dengan menancapkan tiang

pancang yang dilangkapi perangkap dari dahan
dan ranting kayu atau bambu.

(b} Membangun penahan materal longsor sepert
bronjong atau konstruksl beton.

{c} Menanam tanaman yang dapat berfungsl sebagal
penahan longsor.

3.2. Teknik Pengendalian Longsor
3.2.1 Vegetatif

Pengendalian longsor dengan pendekatan vegefalif pada
prinsipnya adalah mencegah air terakumulasi di atas bidang luncur.
Sangat dianjurkan menanam jenis tanaman berakar dalam, dapat
menembus lapisan kedap alr, mampu merembeskan air ke lapissan yang
lebih dalam, dan mempunyai massa yang relatif ringan.

Janis tanaman yang dapat dipilih di antaranya adalah sonckeling,
akar wangi, Flemingia, kayu manis, kemiri, cengkeh, pala, petai, jengkol,
melinjo, alpukat, kakao, kopl, teh, dan kelengkeng.
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3.2.2 Mekanis/sipil teknis

Ada beberapa pendekatan mekanis atau sipil teknis yang dapat
digunakan untuk mengendalikan longsor, sesuai dengan kondisi topografi
dan besar kecilnya tingkat bahaya longsor. Pendekatan mekanis
pengendalian longsor meliputi : (1) pembuatan saluran drainase (saluran
pengelak, saluran penangkap, saluran pembuangan), (2) pembuatan
bangunan penahanan material longsor, (3) pembuatan bangunan penguat
dinding/tebing atau pengaman jurang, dan 4) pembuatan trap-trap
terasering,

3.2.2.1. Saluran drainase

Tujuan utama pembuatan saluran drainase adalah untuk
mencegah genangan dengan mengalirkan air aliran permukaan, sehingga
kekuatan air mengalir tidak merusak tanah, tanaman, dan/atau bangunan
konservasi lainnya. Diareal rawan longsor, pembuatan saluran drainase
ditujukan untuk mengurangi laju infilirasi dan perkolasi, sehingga tanah
tidak terlalu jenuh air, sebagai faktor utama pemicu terjadinya lengsor.

Bentuk saluran drainase, khususnya di lahan usahatani dapat
dibedakan menjadi : (a) saluran pengelak; (b) saluran teras; dan (c)
saluran pembuangan air, termasuk bangunan terjunan. Letak masing-
masing saluran ditunjukkan pada gambar 5.

Gambar 5. Letak saluran pengelak dan saluran pembuangan air pada
suatu bukit. (Sketsa : Agus dan Widianto)
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3.2.2.2. Bangunan penahan material longsor

Konstruksi bangunan penahan material longsor bergantung pada
volume longsor. Jika longsor termasuk kategori ‘kecil’, maka konstruksi
bangunan penahan dapat menggunakan bahan yang tersedia di tempat,
misalnya bambu, batang dan ranting (Gambar ). Apabila longsor
termasuk kategori 'besar’, diperlukan konstruksi bangunan beton penahan
yang permanen (Gambar 7). Beton penahan ini umumnya dibangun di
tebing jalan atau tebing sungai yang rawan longsor.

Gambar 6. Bangunan penahan longsor dari anyaman bambu untuk
menahan longsor kategori kecil, (Fota : Widianto)

o A .

Gambar 7. Bangunan konstruksi beton penahan longsor kategori besar.
(Foto : F. Agus dan Widianto).
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3.2.2.3. Bangunan penguat tebing

Bangunan ini berguna untuk memperkuat tebing-tebing yang rawan
longsor, berupa konstruksi beton (Gambar 8) atau susunan bronjong
(susunan batu dikat kawat), Konstruksl bangunan menggunakan
perhitungan teknik sipil kering.

Gambar 8. Bangunan pengual tebing/bronjong. (Foto : Budi Kartiwa)
4.2.2.4. Trap-trap terasering

Trap terasering adalah bangunan berbentuk teras yang digunakan
untuk menampung longsoran (Gambar 9).

Gambar 9. Trap-trap terasering (Foto : F. Agus)
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BAB IV

TEKNOLOGI BUDIDAYA
PADA SISTEM USAHATANI KONSERVASI

Budidaya pertanian pada lahan pegunungan yang sesuai dengan
kondisi alam seyogyanya menerapkan sistem usahatani (SUT) konservasi
yang tapat.

Pengertian SUT konservasi adalah sebagai barikut :

{1) SUT pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumberdaya lahan,
yang dimiliki oleh petani (dikelola secara individu atau
berkelompok) atau pengusaha melalui penanaman tanaman
dan/atau pemeliharaan temmak dengan memperhatikan
keterkaitan antar komoditas secara harmonis agar hasil yang
diperoleh oplimal,

(2} Konservasi adalah upaya pengendalian erosi dari lahan
pertanian berlereng secara vegetatif dan mekanis, jenis
tanaman yang difanam =sebagai bagian dari teknik pengendalian
erosi adalah elemen yang tidak terpisahkan dari SUT.

{3) Teknik pengendalian ercsi harus diterapkan, karena dampaknya
menyangkut seluruh DAS, dan untuk berkelanjutan produktivitas
SUT ity sendiri, jenis tanaman yang ditanam dan kombinasinya
dapat berubah sesual dengan permintaan pasar.

(4) Sumberdaya lshan yang dimiliki oleh petani dan pengusaha
dapat berupa lahan kering berlereng, lahan pekarangan, lahan
sawah tadah hujan dalam satu ekosistem lahan kering
bedereng atau kombinasi dengan lahan pekarangan, atau
kombinasi dengan lahan sawah tadah hujan, atau kombinasi
ketiga ekosistem.

4.1. Prinsip Usahatani Konservasi

Budidaya pertanian di lahan pegunungan meliputi dua kegiatan
pokok, yaitu kegiatan usahatani dan konservasi. Kedua kegiatan pada
sebidang lahan pertanian terintegrasi menjadi sistem usahatani (SUT)
konservasl. Teknologl SUT konservasi yang diterapkan di DAS Citanduy
(Jawa Barat), DAS Jratunseluna (Jawa Tengah), dan DAS Brantas (Jawa
Timur) menggunakan faktor kemiringan lahan, kedalaman tanah, dan
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kepekaan tanah terhadap erosi sebagai kritetia pengembangan model-
model SUT konservasi. Berdasarkan kriteria tersebul matrik sepert
ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan matrik pemilihan konservasi tanah mekanis
dan komposisi tanaman semusim dan tanaman tahunan berdasarkan
kondisi kemiringan lahan, kedalaman tanah, dan kepekaan tanah
terhadap erosl lahan usahatani. Teras bangku tidak dianjurkan pada tanah
yang bersoclum dangkal dan kemiringannya sangat terjal (>40%). Pada
tanah yang dangkal dianjurkan membuat teras gulud, budidaya lorong,
atau pagar hidup. Pembuatan teras bangku relatif lebih mahal dan lebih
sulit dibandingkan dengan teknik konservasi mekanis lainnya. Dengan
mempertimbangkan faktor biaya dan tingkat kesulitan pembuatannya,
disarankan untuk memilih teknik konservasi tanah selain teras bangku.
Semua jenis teras harus disertai dengan penanaman fanaman penguat
teras, seperi rumput dan legum yang juga merupakan sumber pakan
ternak. Tanaman tahunan yang ada pada sistem pertanaman lorong dan
pagar hidup dapat diperhitungkan sebagai bagian dari tanaman tahunan
seperti pada kolom 8,

Tabel 4.Pedoman pemilihan teknologi konservasi tanah secara mekanis
dan vegetatif berdasarkan tingkat kemiringan lahan, erodibilitas
tanah dan kedalaman solum (P3HTA dengan modifikasi).

Lereng Kedalaman solum (cm)ferodibiitas Rekomendas|
%) =00 cm 40-90 cm =40 em proporsi tanaman (%)
Rendah| Tinggi |Rendah| Tinggi |Rendah| Tinggi | Semusim | Tahunan
1 2 3 4 ] B T a ]
T8, BL,| TB,BL,| TB, BL,| TB, BL,| TE, BL| TB, BL,
15-25 | PH,SP. | PH.SP, | PH.SP, | PH.SP,| PH.SP, | PH,5P,
FT. RR} PT, RR| PT, RR] PT. RR| PT, RR]| PT, RR
ST | ST 5T 5T 8T | 8T
TB, BL,| TG, BL| TG, BL] TG, BL] TG, BL] TI, RR,
25-40 | PH, PT| PH, PT| PH, PT| PH, PT| PH, PT| BL. ﬁ‘H Maks 25 Min 75
P
=40 |TLTK | TLTK, | TLTK. | TLTK | TI, TK, | TI, TK, 0 100

Maks 50 Min 50

Kelarangan |

* Untuk tanah paka erosi (Ultiscl, Entisol, Verisol, Alfisoi) dibatasi sampai lereng 65%,
sedangkan untuk tanah yang kurang peka sampal lereng 1005,

TB = Teras bangku; BL = Budidaya lorong, TG = Teras gulud; T1 = Teras Individy; RR =

Rorak; TK = Teras kebun, PH = Pagar hidup; ST = Strip rumpul atau strip tanaman

alami; 5P = Silvipastura; PT = Tanaman panutup tanah.
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4.2. Teknik Pengendalian Erosi

Secara garis besar, teknik pengendalian erosi dibedakan menjadi
dua, yaitu teknik konservasi mekanik dan vegetatif. Konservasi tanah
secara mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis dan pembuatan
bangunan yang ditujukan untuk mengurangi allran permukaan guna
menekan erosi dan meningkatkan kemampuan tanah mendukung
usahatani secara berkelanjutan. Pada prinsipnya konservasi mekanik
dalam pengendalian erosi harus selalu diikuti oleh cara vegetatif, yaitu
penggunaan tumbuhanftanaman dan sisa-sisa tanaman/tumbuhan
(misalnya mulsa dan pupuk hijau), serta penerapan pola tanam yang
dapat menutup permukaan tanah sepanjang tahun.

4.2.1. Teras bangku atau teras tangga

Teras bangku alau leras tangoa dibuat dengan cara memotong
panjang lerengdan meratakan tanah dibagian bawahnya, sehingga terjadi
deretan bangunan yang berbentuk seperli tangga. Pada usahatani lahan
kering, fungsi utama leras bangku adalah : (1) memperambat aliran
permukaan; (2) menampung dan menyalurkan aliran pemukaan dengan
kekualan yang tidak sampai merusak; (3) meningkatkan laju infiltrasi; dan
(4) mempermudah pengolahan lahan.

Teras bangku dapat dibuat datar (bidang olah datar, membentuk
sudut 0 dengan bidang horizontal), miring ke dalamfgoler kampak
(bidang olah miring beberapa derajat kearah yang berlawanan dengan
lereng asll), dan miring keluar (bidang olah miring ke arah lereng asli).
Teras biasanya dibangun di ekosistern lahan sawah tadah hujan, lahan
tegalan, dan berbagai sistem wanatani, Tipe teras bangku dapat dilihat
dalam Gambar 10.
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Gambar 10. Skelsa empat Upe teras bangku,

Teras bangku miring ke dalam (goler kampak) dibangun pada
tanah yang permealibilitasnya rendah, dengan fujuan agar air yang lidak
segera terinfillrasi menggenangi bidang olah dan tidak mengalir ke luar
melalul talud di bibir teras. Teras bangku miring ke luar diterapkan di areal
di mana aliran permukaan dan infiltrasi dikendalikan secara bersamaan,
misalnya di areal rawan longsor. Teras bangku goler kampak memerlukan
biaya relatif lebih mahal dibandingkan dengan leras bangku datar atau
teras bangku miring ke luar, karena memeriukan lebih banyak penggalian
bidang olah.

Efaktifitas teras bangku sebagai pengendall erosi akan meningkat
bila ditanami dengan tanaman panguat teras di bibir dan tampingan teras.
Rumput dan legum pohon merupakan tanaman yang balk untuk
digunakan sebagai penguat teras. Tanaman murbei sebagai tanaman
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penguat teras banyak ditanam di daerah pengembangan ulat sutra. Teras
bangku adakalanya dapat diperkuat dengan batu yang disusun,
khususnya pada tampingan. Model seperti ini banyak diterapkan di
kawasan yang berbatu.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan

teras adalah :

(1) Dapat diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40%, tidak
dianjurkan pada lahan dengan kemiringan >40% karena bidang
olah akan menjadi terlalu sempit.

(2) Tidak cocok pada tanah dangkal (<40 cm).

(3) Tidak cocok pada lahan usaha pertanian yang menggunakan
mesin pertanian.

(4) Tidak dianjurkan pada tanah dengan kandungan alumunium
dan besi tinggi.

(5) Tidak diajurkan pada tanah-tanah yang mudah longsor,

4.2.2. Teras gulud,

Teras gulud adalah barisan guludan yang dilengkapi dengan
saluran air di bagian belakang gulud. Metode ini dikenal pula dengan
istilah guludan bersaluran. Bagian-bagian dari teras gulud ferdiri atas
guludan, saluran air, dan bidang olah (Gambar 11).

Gambar 11. Sketsa penampang samping teras gulud.
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Fungsi dari teras gulud hampir sama dengan teras bangku, yaitu
untuk menahan laju aliran permukaan dan meningkatkan penyerapan air
ke dalam tanah, Saluran air dibuat uniuk mengalirkan aliran permukaan
dari bidang olah ke saluran pembuangan air. Untuk meningkatkan
efekifitas teras gulud dalam menanggulangi erosi dan aliran permukaan,
guludan diperkuat dengan tanaman penguat teras. Jenis tanaman yang
dapat digunakan sebagai penguat teras bangku juga dapat digunakan
sebagai tanaman penguat teras gulud. Sebagal kompensasi darl
kehilangan luas bidang olah, bidang teras gulud dapat pula ditanami
dengan tanaman bernilai ekonomi (cash crops), misalnya tanaman katuk,
cabal rawlt, dan sebagainya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teras
gulud :

(1) Teras gulud cocok diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40%,
dapat juga pada |ahan dengan kemiringan 40-60% namu relatif kurang
efektif.

(2) Pada tanah yang permealibilitasnya tinggi, guludan dapat dibuat
menurut arah kontur. Pada tanah yang permealibilitasnya rendah,
guludan dibuat miring terhadap kontur, tidak lebih dari 1% ke arah
saluran pembuangan. Hal ini ditujukan agar air yang fidak segera
terinfiltrasi ke dalam tanah dapat tersalurkan ke luar ladang dengan
kecepatan rendah.

4.2.3, Teras individu
Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu

tanaman, terutama tanaman tahunan (Gambar 12). Jenis teras ini biasa
dibangun di areal perkebunan atau pertanaman buah-buahan.

L* b
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e --' 1 gl
- A ._-" - i Tesazme
ol o e
e - :-., AEm | raeesred
S %35‘ 2'; ]
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il e - e

Gambar 12. Sketsa teras individu pada areal pertanaman tahunan,
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4.2.4. Teras kebun

Teras kebun adalah jenis teras untuk tanaman tahunan, khususnya
tanaman pekebunan dan buah-buahan. Teras dibuat dengan interval yang
bervarasi menurut jarak tanam (Gambar 13). Pembuatan teras bertujuan
untuk : (1) meningkatkan efisiensi penerapan teknik konservasi tanah, dan
(2) memfasilitasi pengelolaan lahan (land management facility), di
antaranya untuk fasilitas jalan kebun, dan penghematan lenaga kerja
dalam pemeliharaan kebun.

Gambar 13. Teras kebun,

4.2.5. Rorak

Rorak merupakan lubang penampungan atau peresapan air, dibuat
di bidang olah atau saluran resapan (Gambar 14). Pembuatan rorak
berujuan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan
menampung {anah yang tererosl. Pada lahan kering beriklim kering, rorak
berfungsi sebagai tempal pemanen air hujan dan aliran permukaan,

Dimensi rorak yang disarankan sangat bervariasi, misalnya
kedalaman 60 cm, lebar 50 cm, dan panjang berkisar antara 50-200 cm.
Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak
kesamping antara satu rorak dengan rorak lainnya berkisar 100-150 cm,
sedangkan jarak horizontal 20 m pada lereng yang landai dan agak miring
sampai 10 m pada lereng yang lebih curam. Dimensi rorak yang akan
dipilih disesuaikan dengan kapasilas air atau sedimen dan bahan-bahan
terangkut |lainnya yang akan ditampung.
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Sesudah periode wakiu tertentu, rorak akan terisi oleh tanah atau
serasah tanaman. Agar rorak dapat berfungsi secara lerus-menerus,
bahan-bahan yang masuk ke rorak perlu diangkat ke luar atau dibuat
rorak yang baru.

4.3. Komponen Teknologl SUT Konservasi,

SUT Konservasi mengintegrasikan dan mensinergikan tanaman di
bidang olah, tanaman penguat bibir teras dan ternak ruminansia kecil atau
besar yang dkandangkan di pekarangan rumah (jarang berleras).
Integrasi dan sinergi tersebut harus menguntungkan petanl. Konservasi
menjamin keuntungan dar usahatanl yang berkelanjutan, Komponen
teknologi SUT Konservasi dari sisi tanaman dikemukakan berikut ini.

4.3.1. Pengaturan pola tanam pada bidang olah

Pengaturan pola tanam dalam pengendalian erosi bertujuan untuk
memaksimalkan penutupan lahan, sehingga mengurangi daya pukul
butiran hujan langsung ke permukaan tanah, Faktor yang perlu
diperimbangkan dalam penyusunan pola tanam adalah iklim, tingkat
kesuburan tanah, ketersediaan tenaga kerja, dan permintaan pasar,
Faklor iklim yang paling penling adalah curah hujan, terutama jumiah
bulan basah dengan curah hujan =200 mm, jumiah bulan kering dengan
curah hujan <100 mm, dan bulan sedang dengan curah hujan 100-200
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mm. Daerah yang mempunyai bulan basah 4 bulan berturut-turut dapat
ditanami padi gogo. Daerah dengan bulan sedang selama tiga bulan
berturut-turut cocok untuk palawija. Daerah dengan bulan kering panjang,
kemungkinan masih dapat ditanami berbagai tanaman semusim yang
toleran kekerngan, seperti kacang lunggak, kacang hijau, kacang gude
(Gambar 15}, sayuran dan komak.

Gambar 15. Kacang gude (pigeon pea), suatu jenis tanaman yang sesuai
uniuk daerah beriklim kering.

4.3.1.1. Tanam bersusulan (tumpang gilir).

Pertanaman bersusulan (relay cropping) atau tanam berurutan
adalah sistem bercocok tanam dengan menanam dua atau lebih jenis
tanaman pada sebidang tanah selama satu tahun; tanaman semusim
kedua ditanam sebelum panen tanaman musim pertama. Contohnya
adalah tumpang gilir antara tanaman jagung yang ditanam pada awal
musim hujan dan kacang tanah yang ditanam beberapa minggu
sebelum panen jagung. Sistem ini berujuan untuk meningkatkan
intensitas penggunaan lahan dan menjaga agar permukaan tanah selalu
tertutup tanaman, Selain b, sitem ini juga dimaksudkan untuk
mempercepat penanamn tanaman pada musim kedua, sehingga masih
mendapatkan air hujan dengan jumlah yang cukup unfuk pertumbuhan
dan produksinya.
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4.3.1.2, Tanam bersisipan (tumpang sari)

Tanam bersisipan atau tumpang sari adalah sistem penanaman
lebih dari satu macam tanaman pada lahan yang sama secara simulian,
dengan umur tanaman yang relatif sama dan diatur dalam barisan atau
kumpulan barisan secara berselang-seling seperti ; padi gogo + Jagung -
jagung + kacang tanah. Pada musim pertama di awal musim hujan, padi
gogo ditanam secara tumpang sari dengan jagung. Pada musim tanam
kedua (musim kemarau), jagung ditumpangsarikan dengan kacang tanah.

4.3.2. Peningkatan kesuburan tanah dan ketersedlaan alr

Lahan pertanian di pegunungan yang berlereng dapat mengalami
deteriorasi (kemunduran) kesuburan tanah apabila dibudidayakan lanpa
memperhatikan kaedah konservasl. Kesuburannya dapat dikembalikan
dengan pemupukan bahan organik berupa sisa-sisa tanaman atau pupuk
hijau.

Ekosistem tadah hujan dan kekurangmampuan tanah menahan air
dapat menyebabkan tanaman menderita cekaman air dan dapat
menurunkan produktivitas.

4.3.2,1 Tanaman penutup tanah sebagal pupuk hijau

Tanaman penutup tanah pada umumnya adalah jenis legum
menjalar yang ditanam diantara tanaman tahunan, secara bergilir dengan
tanaman semusim atau tanaman tahunan dan sebagai tanaman pemula
(picneer) untuk rehabilitasi lahan kritis (Gambar 16). Fungsi tanaman
penutup adalah untuk menutupi tanah dari terpaan langsung air hujan,
rehablitasi lahan krifis, menjaga kesuburan tanah, dan menyediakan
bahan organik. Berbagal tanaman legum seperti slilo (Stylosanthes sp.),
sentro (Centrosema sp.), kalopo (Calopogonium sp), puero atau kudzu
(Pueraria sp), dan Arachis sp.
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Gambar 16. Tanaman kudzu (Pueraria javanica)
sebagal tanaman penutup tanah.

4.3.2.2. Mulsa bahan hijauan

Mulsa dapat berasal dari hijauan hasil pangkasan tanaman pagar,
tanaman strip rumput, dan sisa tanaman. Bahan tersebut disebarkan di
atas permukaan tanah secara rapat untuk menghindar kerusakan
permukaan tanah dar terpaan hujan. Bahan hijavan atau sisa tanaman
juga dapat mempunyai struktur memanjang seperti batang dan daun
jagung atau jeraméi padi dengan maksud menghambat laju aliran
parmukaan.

Mulsa blasanya merupakan kombinasi antara sisa tanaman
yang cepat melapuk dan lambat melapuk. Bahan hijauan atau
biomasa yang cepat melapuk (sepertl sisa tanaman kacang-kacangan)
berguna uniuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan hara
secara cepat, sedangkan biomasa yang relatif lambat melapuk (seperti
jerami padi, batang jagung) berguna untuk menghambat laju aliran
permukaan.
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Jenis tanaman pagar yang sesual untuk pengendali erosi dan
sekaligus sebagai pakan ternak disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Beberapa jenis tanaman pakan temak yang cocok untuk tanaman

pagar.
Nama latin Marma lokal Kegunaan Pearsyaratan tumbuh
Ficus subcordata  Wunud (J), bunul Reklamas! lshan, Elevas| 0-800 m dpl, umbuh baik pada
Lengis (B). tanaman pagar, lahan kering dan lahan belereng dengan
Sipadi {M). Penahan angin curah hugan S00-2500 mm. Cocok pada
[windbreal) berbagai jenis tanah, termasuk tanah
calcareous (pH lingg).
Gliricida sepium Gamal [J), Tanaman Curah hujan 800-1500 mm dengan
Gliriida (1) penaUng. sekitar 5 bulan parioda kering. Cocok
Tanaman pagar,  pada berbagai jenis tanah dari masam
Pupuk hifau, sampal basa,
Reklamasi shan
Laucaana Lamtoro gung. Tanaman Elewasl 0-1.000 m del, curah hujan
Leucocephala pedai cina (1), serbaguna B50-1500 mm. Juga ditemukan pada
kemlandingan (J) daeran yang lebih kering ataw lebih
basah, Cocck pada tanah dengan pH=5
dan ditemukan Juga pada fanah
bergaram (salin).
Sesbania Turi (1, J, S, Penahan angin,  Elevasi 0-800 m dpl, curah hujan
Grandiflora tuwi (B tiang panjat, B00-4000 mm. Tumbuh pada berbagad
Tanaman |enis tanah, lemmasuk tanah tandus ataw
penaung tanah sering tergereng.  Toleran
terhadap tanah besgaram dan tanah
alkalin.
Sesbania sesban  Jayandi (5), Pupuk hijaw Elevasi 0-23000m dpd, curah hujan
Jantl {J) tanaman 500-2000 mm. Tumbuh pada berbagai
Maungan jenis tanah mulal dar tanah berpasic
sampa tanah lial. Toleran terhadap
tanah salin dan tanah masam.
Calfiandra Faliarsdra (1) Tanaman Elevasi 200-1800 m dpi, curah hujan
Calothyrsus kenservasl pada  T00-4000 mm dengan 1-7 bulan kering.
lembah, jurang Cocok pada berbagai jeris tanah

[gully} dan lakan
berlereng curam,
lanaman pagar,
priipuk hijau,

teemiasuk tanah masam barkesuburan
randah, Menyukal tanah dengan lekstur

ringan {lempung-berpasir)

| = Indonesia, J= Jawa S=Sunda, B = Bali, M= Minang.
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4.3.3. Pengenalan sistem wanatani

Wanatani merupakan sitem usahatani yang menggabungkan
tanaman tahunan (kayu-kayuan) dengan komoditas lain yang saling
menguntungkan. Wanatani sering disamakan dengan sistern pertanaman

lorong (alley cropping).
4.3.3.1. Budidaya lorong

Budidaya lorong (alley cropping) adalah sistem dimana tanaman
semusim (pangan dan sayuran) ditanam di lorong antara barisan tanaman
pagar (Gambar 17). Pangkasan dar tanaman pagar digunakan sebagai
mulsa yang dapat menyumbangkan hara, terutama nitrogen, bagl
tanaman larong.

Gambar 17. Sistem budi daya lcrong dengan Gliricidia sepium sebagai
tanaman pagar. ( Foto : F. Agus dan Widianto)

Setelah berumur sekitar 6 bulan atau setelah mencapai ketinggian
yang dapat menaungl tanaman utama yang menyebabkan
pertumbuhannya terganggu, tanaman pagar dipangkas pada kelinggian
50-60 cm darl permukaan tanah. Daun-daun tanaman pagar yang
dipangkas disebarkan dipermukaan tanah. Pemangkasan tanaman pagar
dilakukan dengan interval 2-4 bulan sekali, tergantung pada kecepatan
pertumbuhannya.

Jarak antara dua baris tanaman pagar pencegah erosi ditentukan
dengan menggunakan rumus VI/HI = % kemiringan lahan (VI = tinggi
vertikal, dan HI = jarak horizontal). Untuk mendapatkan jarak horizontal
(HD), VI harus ditelapkan terdebih dahulu, berkisar antara 0,50 1,00 m
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4.3.3.2. Pagar hidup

Pagar hidup adalah tanaman tshunan yang ditanam mengikuti
batas pemilikan lahan. Tujuannya adalah untuk mengamankan lahan dari
ternak, penahan angin, dan pengendall erosl. Pagar hidup berfungsi
sebagai sumber pakan ternak, mulsa penyubur tanah, bahan organik, dan
kayu bakar. Tanaman buah-buahan seperti nangka, alpukat, jengkol, dan
petal sering digunakan sebagai tanaman pagar hidup.

4.3.3.3. Strip tumbuhan alami

Strip tumbuhan alami (STA) adalah strip atau barlsan campuran
berbagai tumbuhan alami yang terbentuk dengan membiarkan (tidak
mengolah) sebagian kecil (selebar 50 cm) lahan dl sepanjang kentur, STA
efektif menahan erosi karena pertumbuhannya yang rapal. Keuntungan
STA adalah tidak memeriukan biaya dan tenaga kerja tambahan (karena
tidak memerukan penanaman). Tenaga kera hanya diperukan untuk
pemeliharaan agar STA tidak merambat ke lorong yang ditanami dengan
tanaman utama. Dengan adanya STA akan memudahkan pembuatan
teras bangku secara bertahap.

Pada umumnya strip tanaman alami merupakan tanaman
sementara (lransisi) dar sistem strip ke sistem wanatani. STA dapat
diganti secara bertahap dengan tanaman buah-buahan atau tanaman lain
yang permanen dan memberikan nilai ekonomi.

4.3.3.4, Strip rumput

Sistem ini hampir sama dengan sistem pertanaman lorong dan strip
tumbuhan alami, namun tanaman pagarnya adalah rumput pakan ternak.
Strip dibuat mengikuti kontur dengan lebar 50 cm atau lebih. Makin lebar
strip makin efektif dalam mengendalikan erosi dan makin terjamin pula
kecukupan hijavan pakan ternak. Dalam keadaan tertentu, lebar strip
dapat ditingkatkan, terutama jika ternak menjadi andalan usahatani.

Lahan pegunungan pada umumnya berpotensi untuk usaha temak
ruminansia besar (sapi) dan ruminansia kecll (domba). Untuk penyediaan
hijauan pakan sekaligus penanggulangan erosi dapat dipilih berbagai jenis
tanaman rumput, seperti rumput gajah, rumput benggala, setaria, rumput
Brachiaria decumbens atau rumput BD, dan rumput raja.
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4.3.3.5. Silvipastura

Sistem silvipastura adalah perpaduan antara tanaman kayu-kayuan
dan rumput pakan ternak sepertl rumput gajah, setaria, rumput BD, dan
rumput benggala. Sistem ini dikembangkan apabila temak menjadi
komponen penting dalam usaha pertanian. Tanaman pohon-pohonan
selain dapat memberikan naungan bagl ternak, juga menjadi sumber
hijauan pakan ternak {misalnya kayu afrika), terutama pada musim
kemarau selama produksi rumput menurun.

4.3.3.6. Kebun campuran

Kebun campuran adalah lahan pertanian yang ditanami dengan
berpagai macam tanaman tahunan seperti petai, jengkol, aren, melinjo,
buah-buahan kayu-kayuan, dan sebagalnya. Contoh kebun campuran
adalah kebun karet (hutan karst) rakyat yang tanamannya terdid atas
karel sebagal tanaman utama dan berbagal Jenis tanaman buah-buahan
dan kayu-kayuan, Contoh lain adalah kebun damar (hutan damar) di Liwa,
lampung. Salain merupakan sumber pendapatan yang kontinyu sepanjang
tahun karena beragamnya jenis tanaman, kebun campuran memberikan
berbagai jassa lingkungan seperti pengendali erosi, mitigasi banjir,
mempertahankan hayati, dan menambat karbon dari atmosfer.
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BAB V

PENGELOMPOKAN JENIS TANAMAN
PADA SUT KONSERVASI

Lahan pegunungan yang meliputi sekitar 45% daratan Indonesia
dengan iklim dan jenis tanah yang berbeda mempunyai karakteristik
lingkungan tumbuh tanaman vyang heterogen. Lingkungan tumbuh
demikian memenuhi persyaratan fisiclogis bagi jenis-jenis tanaman
tarentu.

Kelompok jenis tanaman berdasarkan persyaratan fisiclogis harus
memenuhi persyaratan agronomis yang diekspresikan dalam tingkat
kesesualan tanaman bagl berbagal karakteristik fisik dan kimia tanah.
Jenis-jenis tanaman ini yang akan ditanam pada bidang elah lahan
berdereng yang telah diteras dan di lshan pekarangan.

5.1. Persyaratan Fisiologis

Dalam budidaya pertanian di lahan pegunungan yang tidak rawan
longsor dan erosi, jenis tanaman yang akan dikembangkan dipilih sesuai
dengan persyaratan tumbuh masing-masing jenis tanaman. Hal ini penting
untuk optimasi pemanfaatan lahan, peningkalan produkiifitas, efisiensi,
dan keberlanjutan usahatani. Pengelompokan jenis tanaman pangan,
tanaman  horlikultura, dan tanaman perkebunan vyang dapat
dikembangkan di lahan pegunungan menurut elevasi dan karakteristik
Iklim disajikan dalam Tabel 6, 7, 8, dan 9.

Daerah beriklim basah memiliki curah hujan =2500 mmftahun
dengan bulan kering (CH <100mmibulan) <3 bulan atau tipe agroklimat A,
B, dan C1, sedangkan daerah beriklim kering memiliki curah hujan <2500
mm/tahun dengan bulan kering >100 mm/bulan atau dengan Hpe
agroklimat C2, C3, D, E (menurut Oldeman et al. 1979-1982).
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Tabel 6. Pengelompokan lanaman pangan menurut agroekosisiem |ahan

pegunungan
Elevasi (m dpl) Iklitn basah Iidirn kering
Dataran maedium 350-T00m
Kacang-kacangan Kedelal, Kacang lanah, Kedelal, Kacang hijau, kacang
Kacang hijau, kacang tunggak, kacang arab, Mukuna
Arab, Mukuna
Sarealia Padi, Jagung, Sorgum Gandum, Sorgum
Umnib=umbian Ubd jatar, Ubl kayu, Talas Ubi kayu, Uk falar
llos-iles
Dataran tinggi, >700m
Kacang-kacangan Kedelal, Kacang merah
Kacang kapd, Buncis,
Mukuna
Serealia Padl, Jagung, Sorgum Gandum, Sorgum
Limbl-urmbizn Ubi jallar, U kayu, Talas, Uil Jalar, Ubl kayu, lles-iles

llas-lles

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diclah

Tabel 7.Pengelompokan tanaman sayuran menurut agroekosistem lahan

pegungan
Elevasl (m dpl} Iidim basah Iklim kering
Dataran medium Seladr, Selada, Tomat, Bawang marah

350-700 m

Dataran tinggl, =700

Mentimun, Cabal hijau,
Cabal merah, Paprika,
Tansng, Kucai, Bayam,
Pare, Bawang daiin

Bm’mIL Wortel, Tomat, Labak,

Bawang daun, Bit, Sawi,
Letiuce, Kaillan, Pelsai,
Tomat, Cabal, Carlca

Bawang daun, Terung

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diclah
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Lahan pertanian mempunyai sifat fisik dan kimia tanah yang
mencirikan tingkat kesesuaiannya bagi jenis tanaman. Tingkat kesesuaian
tanah bagi tanaman diberi kode S1 (kesesuaian tinggi), 52 (kesesuaian
sedang), S3 (Kesesuaian marjinal), dan N (tidak sesuai). Suatu lahan
pertanian yang mempunyai tanah dengan karakteristik sangat sesuai (S1)
bagi jenis tanaman tertentu, tetapi tingkat kesesusiannya sedang (52)
atau marjinal (33) bagi tanaman yang lain. Pemaksaan penanaman jenis
tanaman di lahan yang tingkat kesesuaiannya sedang atau marjinal bagi
jenis tanaman tersebut dengan memberikan input tinggl agar
produkfivitasnya sefinggi di lahan yang kesesuaiannya tinggl akan
memberikan benefit ang cost ratio (B/C) <1,0. Arlinya, pemaksaan
demikian justru merugikan. Kriteria kesesuaian lahan bagi berbagail jenis
tanaman disajikan pada Lampiran 1-4.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan pengenalan tingkat

kesesuaian lahan dar lokasi sasaran budidaya tanaman adalah :

a) menentukan teknik budidaya vyang tepat — pemupukan,
pengelolaan air dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman,

b) meningkatkan efisiensi produksi,

c) meningkatkan daya saing produk — keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif,

d) melestarikan daya dukung lahan.

Keberlanjutan tingkat produktivitas dan stabilitas hasil ditentukan

oleh teknclogi yang digunakan, terutama teknologl pengendalian longsor
dan erosi,
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Tabel 8. Pengelompokan tanaman tahunan buah-buahan dan perkebunan
berdasarkan agroekosistem lahan pegunungan.

Elevasi {m dpl) IHim basah Iklim kering

Dataran mediurm 350-700 m Rarnbutan, duku, duran, Mangga, jeruk, anggur,
Mamnggis, belimbing, nangka, alpokat, jambu batu,
Jeruk, jambu air, cempedak, kedondong, salak, nangka,
Ketengkeng, sukun, jambu, sukun, klengkeng, kelapa,
Batu, sewa, kedandong, jambu mente, kapok, kapas,
Alpokal, salak, petal, jangkel, tembalaw, tebu, melan,
Dalima, strawberi, srikaya, blewah, samangka
Slrsak, pepaya, pisang,

Kelapa sawil, kelapa, kopl
Robusta, karel, kakaa,
Melinjo, blewah, semangka,
Menas

Dataran finggl =700 m Jeruk, Klengkeng, nangka, Apel, joruk, alpokal, nangka
Sukun, jambu air, jambu baty,  sukun, jambu bate, kedondang,
Sawo, kegondong, alpokat, kiengkeng, kopl arabika,
Kesemek, kina, teh, kopi tembakau
Arabika

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diolah

Tabel 9. Pengelompokan  lanaman rempah dan  obal  menurut
agroekosistem lahan

Elevasi {m dpl) |klim basah Ikfim kering

Dataran madium 350-700 m dpl  Cengkeh, pala, lada, akar Kemir, jarak, wijen
‘Wangi, serai wangl, kencur
Kunyit, jahe, lergkuas, jarak,
Kagukaga

Ditaran tinggi =700 m dgl Cangksh, jarak, kayu manis, Kemiri, jarak
Furyit, lengkuas, Kapulaga,
Akar wangl, seral wang

Sumber : Djaenuddin dkk (2000-2004), data diclah

3.2, Persyaratan Agronomis

Selelah persyaratan fisiclogis telah dipenuhi dan jenis tanaman
sudah terpilih, langkah berikutnya adalah memenuhi persyaratan
agronomis lahan untuk jenis tanaman tersebut. Lokasi sasaran bisa
memenuhi persyaratan fisiologis telapl belum tentu memenuhi
persyaratan agronomis. Persyatan agronomis yang dimaksud adalah
tingkat kesesuaian lahan bagl tanaman.
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BAB VI
PENUTUP

Institusi yang berwenang dan teribat dalam fasilitas pengelolaan
lahan pegunungan seyogyanya mempunyal persepsi yang sama lentang
SUT konservasi, Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk
memantapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme kegiatan
sektor atau sub sekior di lapangan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui secara
internasional supaya dipertimbanagkan untuk memperkuat dukungan politik
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di daerah
pegunungan. Prinsip keberlanjutan adalah ; {1) kerusakan hutan dan
lahan tidak lebih cepat dar regenerasi hutan dan lahan, {2) kepunahan
jenis atau spesies tidak melebihi eveolus! jenis atau spesies itu sendiri, (3)
laju erosl tanah tidak lebih cepat dari pembentukan tanah, (4) emisi
karbon tidak lebih tinggi dari fiksasi karbon, dan (5) permintaan akan
praduk pertanian tidak lebih banyak dari produksi pertanan.

Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dimaksud
kan untuk memperluas wawasan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya lahan dan menggalang koordinasi, integrasi, sinkronisasi
daan sinergisme antar pemerintah daerah yang menguasal satu atau lebih
kawasan DAS. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah : (1)
pembangunan dirancang dengan memperhatikan aspirasi pengguna dan
melibatkan pengguna, (2) sasaren pembangunan dirancang tidak
berdasarkan batas administrasi pemerintahan, melainkan berdasarkan
batas agroekalogi, (3) aspek yang ditangani dalam pembangunan bersifat
holistik, (4) pendekatan sistem {(unluk pertanian pendekatan sistem
usahatani), {5) perhatian terhadap kelestarian lingkungan, (6) keterkaitan
antara DAS hulu-tengah-hilir dipertimbangkan, (7) koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergisme antara instansi yang berwenang, dan (8)
hukum diterapkan secara konsekuen.
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MENTERI PERTAMNIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 14/Permentan/PL.110/2/2009

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA

Menimbang

Mengingat
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SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! PERTANIAN,

. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu

sumber dalam penyediaan devisa dan peningkatan
kesejahteraan masyarakal;

. bahwa lahan gambul memiliki peran penting terhadap

kelestarian  lingkungan dalam kehidupan yang dapat
dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit;

. bahwa pemanfaalan lahan gambut untuk budidaya kelapa

sawlt dapat dilakukan dengan memperhaftikan karakteristik
lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi
lingkungan;

. bahwa atas dasar hal-hal tersebul di atas dan untuk

pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak
menimbulkan kerusakan fungsl lingkungan, dipandang periu
menelapkan pedoman pemanfaatan [ahan gambut untuk
budidaya kelapa sawit;

. Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomar 2043);

. Undang-Undang Mormor 5 Tehun 1980 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayall dan Ekosistemnya (Lembaran
Megara Tahun 1950 Momor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 3418);

. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
48, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3478);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Megara Tahun 1999 Nemor 167, Tambahan

Lembaran Megara Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air {(Lembaran Megara Tahun 2004, Momor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 437T7);

7. Undang-Undang Momor 18 Tahun 2004 tenlang Perkebunan
(Lembaran Megara Tahun 2004 Momor B85, Tambahan
Lerbaran Negara Nomor 4411);

B. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
60, Tambahan Lembaran Megara Momor 3839) junclo
Undang-Undang Momor 8 Tahun 2005 (Lembaran Megara
Tahun 2005 Momor 108, Tambahan Lembaran MNegara
Nomar 4548);

9. Undang-Undang MNomor 268 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Megara Tahun 2007 Momaor 68, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 47 25);

10. Peraturan Pemarintah Nomor 27 Tahun 1299 tantang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Megara
Momor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dasrah Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Momor B2,
Tambahan Lembaran Megara Momor 4737),

12. Peraturan Pemerintah MNomor 268 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Masional (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Megara MNomor
4833);

13. KapuLJsan Prasiden Momor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

14. Keputusan Presiden Momor 187M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonasia Bersatu;

15. Peraturan  Presiden Momor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonasia;

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tshun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Momor 15 Tahun 2005;

17. Paraturan Menter Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian,
Juncto Peraturan Menterd Pertanian Nomor 11/Permentan/
OT.140/2/2007T;

18. Peraturan Menteri Peranian Nomor 34 1/Kptz/OT. 1407972005
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tala Kerfa Departeman

309

o



Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/Permentan/OT.140/2/2007,

18, Peraturan Menteri Pertanian MNomor
26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Parkebunan;

Memperhatikan: Hasil Kajian Tim Konsorsium Penelitian Kesesuaian Ekologis
Pada Lahan Gambut Untuk Pembangunan Pertanian
Barkelanjutan Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA
KELAPA SAWIT,

Pasal 1

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Uniuk Budidaya Kelapa Sawit seperti
tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambul Untuk Budidaya Kelapa Sawil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagal dasar hukum bagi pemerintah
daerah  provinsi dan pemerintah daserah kabupatenfkota dalam pelayanan
pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan
sebagal acuan bagl pemangku kepentingan,

Pasal 3

Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berfujuan untuk meningkatkan kelancaran pealayanan
pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan
memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut.

Pasal 4
(1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut
sebelum Peraturan ini ditetapkan telah memperoleh lzin Usaha Perkebunan
(IUP} atau Sural Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dinyatakan masih tetap
berlaku sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak lainnya berakhir.
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(2) Perusahaan perkebunan kelapa sawil ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melakukan keglatan usaha harus disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan ini.

(3) Permohonan izin usaha atau pendaftaran usaha perkebunan kelapa sawit
dengan memanfaatkan lahan gambut yang sedang dalam proses sejak peraturan
ini ditetapkan belum diterbilkan IUP atau SPUP, harus mengikuti ketentuan
dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintzhkan pengumuman Peraturan Menteri

Partanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2009
MENTERI PERTAMIAN,

td

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 5 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ftd
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 38

311



Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Momor : 14/Permentan/PL.1 1022008

Tanggal : 16 Februari 2009

PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT
UNTUK EUDIDAYA KELAPA SAWIT

l. PENDAHULUAN

312

1.

Latar Belakang

1:1.

1.2

1.3,

1.4,

Peningkatan produksi pertanian dapal dilakukan melalui peningkatan
produktivitas danfalau perluasan lahan yang dipedukan untuk
mendukung  pembangunan  pertanian. Dalam  peningkatan
produktivilas dan/atau perluasan |ahan masin menghadapi berbagal
tantangan, antara lain konversl, degradasi, ketersediaan sumber
daya lahan, ancaman varabilitas, dan/alau perubahan iklim.

Salah salu upaya dalam peningkatan produktivitas danfatau
peruasan pembanglunan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan
melalui pemanfaalan lahan gambut.

Gambul merupakan tanah hasil skumulasi timbunan bahan organik
dengan komposisi lebih dari 85% (enam puluh lima prosen) yang
terbentuk secara alaml dalam jangka waktu ratusan tahun dari
lapukan vegetasi yang lumbuh di atasnya yang terhambat proses
dekomposisinga karena suasana anaerob dan basah. Setiap lahan
gambut mempunyal karakleristik yang berbeda tergantung dari sifat-
sifat dari badan alami yang terdii darl atas sifat fislka, Kimia, dan
biclogi serta macam sedimen di bawahnya, yang akan menentukan
daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai
media tumbuh, habitat biota, keaneksragaman hayati, dan
hidrotopograf.

Pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasamya dilakukan di
lahan mineral, Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan,
pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut
dengan memenuhi krteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi
lahan gambut, yaitu: (a) ciusahakan hanya pada lahan masyarakat
dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3
(tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambul bukan
pasir kuarsa dan bukan tanah sulfal masam; (d) tingkat kematangan



gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang), dan (a)
tingkat kesuburan tanah gambut sutropik.

1.5. Lokasi lahan gambut tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia,
terutama pada daerah-daerah pantal dan rendahan. Saat inj lahan
gambut  banyak dimanfaatkan oleh masyarakal dengan
mengusahakan berbagal macam cabang usaha fani yang memang
sesuai dengan karakteristik gambut, seperti tanaman nenas, kelapa,
dan kelapa sawit.

1.6, Untuk memenuhl kriteria yang dipedukan dalam pengusahaan
budidaya kelapa sawil di lahan gambul dengan tetap menjaga
kelestarian fungsi  lingkungan, diperlukan adanya pedoman
pemanfaatan lahan gambut sehingga lahan gambut dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan,

Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit
sebagai  upaya mewujudkan pengelolsan lahan gambut secara
berkelanjutan dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi fingkungan,
dengan tujuan:

2.1, mangembangkan budidaya kelapa sawit;
2.2. memelihara kelestaran fungsi lahan gambut; dan
2.3. meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit.

Pengertian

3.1, Gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih
besar dari 5% (enam puluh lima prosen) secara alami dar lapukan
vegetasi yang wmbuh di atasnya yang terhambat proses
dekompaosisinya karena suasana anasrob dan basah.

3.2, Karakteristik gambut adalah sifat-sifat dar badan alami yang terdiri
dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen
dibawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut,
menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota,
k=anekaragaman hayati, dan hidrotopografi.

3.3, Kawasan gambul adalah suatu wilayah ekosistem gambut, baik yang
berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yang
berfungsi sebagal kawasan lindung atau kawasan budidaya.

3.4. Kawasan budidaya gambut adalah kawasan yang mempunyai fungsi
utama untuk dibudidayakan di luar kubah gambut, lapisan sediman
berpirit, dan lapisan pasir kuarsa sasual dengan potensi wilayah.
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3.5. Lahan gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan
untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.

3.6. Lahan mineral adalah lanah yang lerbentuk dari hasil pelapukan
batuan induk dengan ketebalan bahan organik kurang dari 50 (lima
puluh) sentimeter dan kandungan C organik kurang darl 20% (dua
puluh prosen).

3.7. Pelaku usgha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan
perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

3.8. Substratum adalah lapisan tanah mineral di bawah gambut yang
menentukan kemampuan lahan gambul sebagai media tumbuh
tanaman.

Ruang Lingkup

Ruzng Lingkup dar pengaturan pemanfaatan lahan gambut unfuk
budidaya kelapa sawit meliputi, Kriteria Lahan Gambut, Pemanfaatan, dan
Pembinaan dan Pengawasan.

KRITERIA LAHAN GAMBUT

Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit
yaitu kawasan gambul yang memenuhi kriieria sebagai berikut :

1.

Berada pada kawasan budidaya

Kawasan budidaya dimaksud dapat berasal dari kawasan hutan yang telah
dilepas danfatau areal penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa
sawil

Ketehalan lapisan gambut kurang dari 3 (liga) meter
Lahan gambul yang dapal digunakan untuk budidaya kelapa sawit:

2.1 dalam bentuk hamparan yang mempunyai kelebalan gambut kurang
dari 3 (tiga) metar; dan

2.2 proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang darl 3 (tiga) meter
minimal 70% (tujuh puluh prosen) dari luas areal yang diusahakan,
Lapisan tanah mineral di bawah gambut

Substratum menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh
tapaman. Lapisan larsebut lidak boleh terdii atas pasir kuarsa dan tanah
gulat masam.
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3.2

Lapisan pasir kuarsa di bawah gambul merupakan lapisan mineral
yang lidak tercampur dengan tanah liat dan terdiri atas pasir murni
sehingga tidak layak untuk usaha budidaya.

Lapisan lanah sulfat masam merupakan lahan pasang surut yang
tanahnya mempunyai lapisan pirit atau sulfidik berkadar lebih besar
darl 2% (dua prosen) pada kedalaman kurang dari 50 (lima puluh)
sentimeter di bawah permukaan tanah gambut. Pirit merupakan bahan
mineral yang berasal dari endapan laut (marine) yang kaya akan besi
dan sulfida dalam keadaan anasrob, dan kaya bahan organik.

Karaktaristik tanah sulfat masam antara lain, yaitu:

Ciri Utama Karakteristik

Lokasi Kurang dari § (lima) meter di atas pemmukaan laul,
umumnya pada sedimen marin, sering dijumpai di kawasan
pasang surut,

Tanah - Warna tanah asal abu-abu tatapi dengan cepat jika

tersingkap berubah menjadi kehitaman.
= Ada bercak wama kuning pada tanah.
- Ada bau belarang jika tanah diangkal ke permukaan.

Vegelasi |- Ada vegetasi alami seperti purun dan mangrove,

sedangkan tanaman lain periumbuhannya tidak baik.

- Ada warna karat pada air di saluran pembuangan
- Air sungai berwarna biru kehijauan

4. Tingkal kematangan gambut

Tingkat matang (saprik}), setengah matang (hemik) dan mentah (fibrik).

4.1,

4.2,

4.3.

Gambut matang (saprik) yaitu gambut yang sudah melapuk |anjut,
bahan asalnya tidak dikenali, berwama coklat tua sampai hitam, dan
apabila diramas kandungan seratnya kurang dard 15% (lima belas
prosen).

Gambut setengah matang (hemik) yaitu gambut setengah lapuk,
sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwama coklat, dan
apabila diremas bahan seratnya 15% (lima belas prosen) sampai
dengan 75% (tujuh puluh lima prosen).

Gambut mentah (fibrik) yaitu gambut yang belum melapuk, bahan
asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas
labih dari 75% (tujuh puluh lima prosen) seratnya masih tersisa.

Gambut mentah dilarang untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.
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5. Tingkat kesuburan tanah

Tingkat kesuburan tanah dalam kategor eutropik, yaitu fingkat kesuburan
gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk
budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang
surut air laut.

lll. PEMANFAATAN

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha
perkebunan  meliputi  perencanaan, pembukaan lahan, penanaman,
pameliharaan dan konservasi.

1.
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Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalul kegialan inventarsasi dan |dentifikasl
(pemetaan lahan), disain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan,
Inventarisasi dan identifikasi dilakukan cleh lembaga berkompeten malalui
kegiatan survel tanah dan evaluasi lahan yang mencakup pengumpulan data
lahan gambul yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit sesuai
kriteria yang ditetapkan dan digambarkan dalam benluk peta dengan skala
1:50.000 atau sekurang-kurangnya 1:100.000. Berdasarkan peta tersebut
salanjutnya digambarkan disain kebun yang akan dikelola lermasuk sarana
pendukungnya serta rencana kerja tahunan mulal dari pembukaan lahan,
penanaman pemeliharaan dan konservasl,

Lembaga berkompeten yailu lembaga yang lelah mendapal akreditasi.
Dalam hal lembaga berkompeten tersebut belum ada, maka akan ditunjuk
lebih lanjul oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri.

Pembukaan lahan

Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air
{hidrologl) yang baik. Pengelolean air secara khusus bertujuan untuk
menghindari kerusakan l|ahan. Pengeringan lahan gambut yang terlalu
intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan
mengkerut tidak balik (irreversible shrinkage). Pada keadaan tersebut tanah
gambul mudah terbakar dan sullt menyerap air. Tahapan pembukaan lahan
gambut dilakukan sebagal berkul:

2.1. Pembangunan Saluran Batas

a. Pembangunan saluran keliling (periphere drain) sebagal saluran
batas areal; dan

b. Saluran balas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan
juga merupakan saluran utama. Saluran tersebut mempunyai lebar



atas + 4 (empat) meter, lebar bawah + 3 (tiga) m dengan kedalaman
2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter.

2.2. Pembukaan Lahan
Pembukasn lahan yang maslh memiliki semak belukar dan/atau pohon
kecil kecl (under brushing) dengan diameter kurang dar 2,5 cm

2.3

d
d

llakukan sacara manual atau cara mekanis. Apabila pembukaan
ilakukan secara mekanis, pemotongan kayu dilakukan menggunakan

chainsaw, sebagai berikut:

arah penumbangan pohon mengikuli arah yang sudah ditentukan
serta ftidak melintang sungal dan jalan;

. finggi twunagul pohon yang ditumbang disesualkan dengan diameter
batang sebagal berikut:

-diameter 10 {sepuluh) sentimeter sampal dengan 20 (dua puluh)
sentimeter, setinggi 40 (empat puluh) sentimeter;

-diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga
puluh) sentimeter, setinggi 60 (enam puluh) sentimeter;

-diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 75 (tujuh
puluh lima) sentimeter, setinggl 100 (seratus) sentimeter; atau

-diameter lebih dard 75 (tujuh puluh ima) sentimeter, solinggi 150
{seratus lima puluh) sentimetar,

. cabang dan ranting yang relafif kedl dipotong dan dicincang
(direncek), sedangkan batang dan cabang besar dipolong dalam
vkuran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter (diperun).

d. batang, cabang, dan ranting yang telah dipotong dikumpulkan

mengikuli jalur rumpukan, yaitu pada selang 2 (dua) jalur tanam
dengan arah sejajar dengan jalur tanam tersebut.

Pengaturan Drainase

Drainase terdii dar saluran primer, sekunder dan tersier dengan
ukuran saluran .

Jenis saluran i Lebw {mgmh Kedalaman {m}
Primer 3,0-80 1,2-1.8 18-25
Sekunder 1,8=-25 06-09 12-18
Tersier 1,06-1,2 06.5- 06 08-10

a7
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Saluran Primer

a. saluran prmer berfungsi mengalitkan air langsung ke daerah
pembuangan akhir, antara lain, sungal danfatau kanal, atau

b. saluran primer dapal berupa sungai kecll alami yang dibersihkan
atau berupa saluran baru, dan

c. membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surul.

Saluran Sekunder
a. Saluran sekunder bermuara ke saluran primear.

b. Saluran sekunder berfungsi menampung air dari saluran tersier dan
juga sebagai batas blok.

¢, Jarak antar saluran sekunder 400 (empat ratus) meter sampai
dangan 500 (Ima ratus) meter dengan panjang sesuai keadaan
saluran,

Saluran Tersier

a. Saluran tersier bermuara ke saluran sekunder.

b. Saluran tersier barfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan
menampung air dail areal tanaman.

c. Interval saluran tersier tergantung kondisl drainase di lapangan,
maksimum satu saluran untuk dua baris tanaman.

Pembuatan saluran air dan pengelolazn tata air bertujuan untuk
mengatur dan mempertahankan tinggl permukaan air tanah di areal
pertanaman, Di tempat tertentu seperti pada pertemuan saluran primer
dengan sungal, pertermuan saluran primer dengan sekunder perfu
dibuat pintu air otomalis dan akan buka apabila permukaan alr di areal
pertanaman lebih tinggi, dan sabaliknya akan tutup apabila permukaan
alr di areal pertanarman lebih rendah. Pengaturan air pada saluran
drainase disesualkan dengan kedalaman permukaan air tansh di
lapangan yang diperlahankan pada kedalaman 60 {enam puluh)
sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter, untuk
menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar.

Pembangunan jalan

Pondasi jalan berasal darl tanah galian, sedangkan perataan dan
pemadatan menggunakan alat berat,

Pemadatan jalan dapat dilakukan dengan penyusunan batang kayu
{gambangan) berdiameter 7 (tujuh) sentimeter sampal dengan 10
(sepuluh) sentimeter,



Gambangan ditimbun dengan tanah mineral setebal 20 (dua puluh)
sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian
diratakan dan dipadatkan.

Alternatif teknologi pembangunan jalan di lahan gambut antara lain
dengan teknologi geotakstil.

Pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan
bersama dengan pamadatan jalur tanam.

Alternatif lain untuk pengangkutan buah dari lapangan ke pabrik
dengan membangun jaringan rel kereta mini (muntik).

2.5. Pemadatan Jalur Tanaman

Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat
menjangkar kuat di dalam fanah, sehingga mengurang
kecenderungan tumbuh miring atau rebah.

Seliap jalur tanam dilakukan pemadatan dengan cara mekanis.

Penanaman

Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dar lahan
gambut., Apabila pengaturan tata air dilakukan dengan balk, keglatan
penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagal barikut:

a. Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empal puluh tiga)
pohon setiap hektar (Jarak tanam 9 {sembilan) meter segitiga sama sisi)
atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakler panjang tajuk
varietas kelapa sawit yang digunakan,

b. Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran
lubang tanam 60 cm x 60 em x 60 em.

c. Jika jalur idak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang
dalam lubang (hole in hole planting) dengan ukuran lubang luar 100 cm
% 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 80 cm x 60 cm. Alternatif
lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam
meanggunakan puncher.

d. Tunggul kayu yang teretak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika
tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah
dengan barls tanaman.

e, Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g
CuS04, 20 g Zn50s, 20 g FeS0., 500 g RP, 250 g Kapur Pertanian
[Kaptan) atau dolomit.
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4. Pemeliharaan dan konservasi

Pemeliharaan dan konservasl dilakukan untuk mempertahankan permukaan
air tanah pada kedalaman lertentu dari permukaan tanah sehingga dapat
mendukung pertumbuhan tanaman dan Kelestarian fungsi lahan gambut.

Lapisan bahan gambul harus selalu berada di bawah permukaan air karena
gambul mudah mengkerut. Atas dasar hal dimaksud secara umum
permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam
puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dari
permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk
memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan
permukaan gambut sekaligus memberi zona aerch untuk perkembangan
perakeran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka alr tersebut
dan menghindari tidak leroksidasinya lapisan pirit (kedalaman air tanah tidak
menjangkau lapisan pirt), maka saluran drainase harus selalu dipenuhi
dengan air pada kedalaman yang diinginkan dari permukaan tanah,

IvV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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1.

Pembinaan
Pembinaan dilakukan oleh Direklur Jenderal Perkebunan, gubernur, dan
bupati/wallkota sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk pembinaan yang dapal dilakukan, antara lain:

a. pendidikan dan pelatihan uniuk pencegahan dan penanggulangan
kerusakan lahan gambut;

b. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengusahaan lahan gambut; dan/atau

€. bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku
usaha perkebunan dalam rangka pengusahaan lahan gambut
barkelanjutan,

Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1
{satu) tahun oleh Dirgktur Jenderal Perkebunan, gubemur, dan
bupatifwalikota sesuai dengan kewenangannya.

Pangawasan dilakukan, antara lain terhadap:

a. pengusahaan lahan gambut, untuk manghindan kerusakan fungsi
lingkungan; dan

b. penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang
telah dilakukan berkaltan dengan kerusakan lahan gambut,



Apabila hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan
pengembangan dengan ketentuan yang berdaku, DCireklur Jenderal
Perkebunan, gubernur, atau bupati'walikota sesuai kewenangannya
membearikan peringatan secara terlulis kepada pelaku usaha perkebunan
untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan pencegahan
dan/atau pemulihan,

Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang
waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan
tidak dipenuhi, gubemur atau bupali'walikota mancabut izin usahanya dan
mengusulkan kepada Menterd untuk pencabutan HGU cleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional melalui Menteri,

V. PENUTUP

Pedoman Ini bersifal dinamis yang aken disesuaikan dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkebunan kelapa
sawit barkelanjutan.

MENTERI PERTAMNIAN,

td
ANTON APRIYANTONO
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MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/8/2009

TENTANG

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

: bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 66 Peraturan

Paermerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah MNasional, peru menetapkan Kritera Teknis Kawasan
Peruntukan Pertanian;

£,

Undang-Undang Momor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Megara Tahun 1882 Momor
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
Undang-Undang Momor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Megara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3656);

Undang-Undang Momor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
{Lembaran Megara Tahun 2004 MNomor 85, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4411);

Lindang-Undang Momor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Tahun 2007 Momor 68, Tambahan
Lembaran Megara Nomaor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelernakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 5015);

Peraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 2008 tantang
Rencana Tata Ruang Wilayah MNasional {Lembaran Negara
Tahun 2008 Momor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Momor 31 Tahun 2009 tentang
Perlindungan  Wilayah  Geografis Penghasil  Produk
Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Megara Tahun 2009
Momor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4397);



B. Weputusan Presiden MNomor 187M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Barsatu;

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasl dan Tata Kera
Kementerlan Megara Republik Indonesia, juncto Peraturan
Presiden Momor 82 Tahun 2005;

10.Peraturan Presiden Momor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Megara Republik
Indonesia;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpls/OT.140/7/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Deparlermen Pertanian
juncto Peraturan Menteri Partanian Momor
11/Permentan/OT.140/2/2007;

12.Peraluran Menteri Pertanian Momaor 341/Kpts/OT.140/9/2005
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Peranian juncto Peraturan  Menteri  Perdanian  Nomor
12/Permentan/OT.140/2/2007,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA
TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

Pasal 1

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran
sobagai bagian tfidak ferpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Kriterla Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, dimaksudkan sebagal dasar dalam pelaksanaan rekomendasi kawasan
peruntukan pertanian pada Rencana Tala Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota oleh Pemerintah, Pemerntahan
Daaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta bagi pemangku
kepentingan yang akan menggunakan peruntukan kawasan partanian.

Pasal 3

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penetapan kawasan peruntukan
pertanian pada Rencana Tala Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Rencana Detall Tata Ruang Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan yang
akan menggunakan perunfukan kawasan pertanian.
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Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, Peraturan Menter Pertanian ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indoneasia.

Ditatapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

is}
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REFUBLIK INDOMESIA TAHUN 2008 NOMOR 305
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LAMPIRAM PERATURAN MENTER! PERTAMNIAMN
NOMOR  :41/Permentan/OT. 140092009
TANGGAL : 16 September 2009

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sesusal dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang,
kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan
vang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisl dan polensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan. Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomaor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah MNasional (RTRWN)
diamanatkan fentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan
Pertanian. Kawasan peruntukan peranian meliputi kawasan yang
mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan petarnakan,

Penetapan kawasan peruntukan pertanian  ini diperukan  untuk
memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan perianian
berbasis agribisnis mulal dari penyediaan sarana produksi, budidaya,
pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya
secara terpadu, lerintegrasl dan berkelanjulan.,

Manfaat penetapan kriferia paruniukan kawasan perfanian unfuk:

a. meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah
ada maupun melalul pembukaan lahan baru untuk pertanian anaman
pangan, hortikultura, perkebunan, pelermnakan, dan pendayagunaan
investasi,

b. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor
dan sub sekior yang berkefanjutan,

c. meningkatkan pelestardan dan konservasl sumber daya alam untuk
pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dar pertanian ke non
pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan;

d. memberikan kemudahan dalam mengukur kinerfa program  dan
kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian,

e. mendorong tersedianya bahan baku industd hulu dan hilir danfatau
mendorong  pengembangan  sumber energl  terbarukan, dan
meningkatkan ketahanan pangan, kemandidan pangan dan kedaulatan
pangan.

f. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta
kesejahteraan masyarakal, meningkatkan pendapatan nasicnal dan
daerah, melestarikan nilai soslal budaya dan daya larlk kKawasan
perdesaan sebagal kawasan agropolitan dan agrowisata;
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1.2 Maksud dan Tujuan

1.3

14
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1

Mak=ud

Kriteria teknis peruntukan kawasan pertanian dimaksuokan sebagal
dasar dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
peruntukan pertanian oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Tujuan
Kriteria teknis kawasan peruntukan perianian bertujuan  untuk
mengembangkan kawasan pertanian sesuai  dengan  lingkat
ketersediaan air, mempertahankan kawasan peranian secara
berkelanjutan, dan mendukung ketahan pangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian meliputi
kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya perkebunan,
kawasan budidaya horfikultura dan kawasan budidaya perternakan.

Pengertian-Pengertian

Cralam kriteria ini yang dimaksud dengan :

1.

2

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan
memanuhl Kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan;

Lahan adalah bagian daratan dard permukaan bumi sebagal suatu
lingkungan fisik yang meliputl tanah beserta segenap faktor-faktor
yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geclogl
dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh
marusia;

Lanan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan uniuk usaha
pertanian;

Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan
pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang
dengan modal, teknologl, dan sumberdaya lainnya menghasilkan
barang guna memenuhi kebuluhan manusia secara lebih baik;
Kawasan adalah wilayah yang memillki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditelapkan dengan fungsi
utama uniuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan polensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi
budidaya komodilas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat,
efisiensi dan efektifitas usaha pertanian terteniu yang tidak dibatasi
wilayah administrasi,

Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah
beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
berigasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.



8. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial
unfuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikuitura secara
manokultur maupun tumpang sari.

10. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi
uniuk dimanfaatkan dan dikembanghkan baik pada lzshan basah dan
atau lahan kering unfuk komoditas perkebunan,

11. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus
diperunfukkan unfuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan
komponen usaha iani (berbasis lanaman pangan, perkebunan,
horfikultura atau perikanan) berorentasi ekonomi dan berakses dan
hulu sampai hilir

12.Kesesualan lahan adalah tingkat kecocokan atau nilal kesesuaian
sebidang lahan  untuk pengembangan suatu  komoditas
pertanian  tanaman pangan, horikullura, perkebunan, dan
peternakan yang berbasis lahan, Tingkat kesesuaian fshan tersebut
ditenfukan oleh kecocokan antara persyarstan  lumbuh/hidup
komaditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakterislik lahan
yang mencakup aspek iklim, tanah dan terain { topografi, lereng dan
elevasi).

13. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman merata dan tefangkau.

14.Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang dikelola
untuk budiaya pertanian ramah lingkungan yang mampu mencapai
produklivitas dan keuntungan oplimal dengan tetap selalu menjaga
kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan.

15.Lahan kering adalah l|ahan pertanian yang sumber utama
pangairannya berasal dari air hujan.

16, Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan
sesuaty,

17. Kriteria teknis adalah kriteria yang berbasis aspek teknis melipuli
sumberdaya lahan, infrastruktur, dan klimatologl yang menjadi dasar
pertimbangan peruntukan pertanian.

il. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN
PERTANIAN

2.1 Kesesuaian lahan untuk partanian

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan
dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan. Tipclogl lahan kawasan pertanian
berdasarkan kesesuaian lahan dan persyaratan agrokiimat tersaji dalam
tabel 1.
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Tabel 1: Tipologl lashan kawasan berdasarkan kesesuaian lahan dan

persyaratan agroklimat
| H R e
Dataran rendah dan Disesuaikan
Pangan dataran tinggi, dengan | dengan
bentuk lahan datar komoditas yang
sampai berombak dikembangkan
(lerang <89%), sasuai dengan
kasasuaian lahan agropedoklimat
tergolong S1, 52 atau | setempal
33, memiliki dan atau
tidak memiliki
prasarana irigasi untuk
pengembangan.
02, | Horikuitura | Dataran rendah dan Disesuaikan
dataran linggi, dengan | dengan
bentuk lahan datar komeditas yang
sampal berbukit, dikembangkan
kesesuaian lahan sesual dengan
tergoleng 31, 52 atau | agropedoklimat
53, dan tersedia setempat
sumber air yang cukup.
03. | Perkebunan | Dataran rendah dan Disesuaikan
dataran tinggi, dengan | dengan
bentuk lahan datar komoditas yang
sampai berbukit, dikembangkan
kesesuajan lahan sesuai dengan
tergolong S1, 52 atau | agropedoklimal
53. setempat
04. | Peternakan | Dataran rendsh dan Disesuaikan
dataran tinggl sampai dengan
berbuldt di luar komoditas yang
pemukiman dengan dikembangkan
sistem sanitasl yang sesual dengan
cukup. Tidak berada di | agropedoldimat
permukiman dan selempat
mamperhatikan aspak
lingkungan.

Kelerangan : 51 = lahan sangat sesual, S2 = lahan cukup sesuai.
53 = sesual marjinal,

2.2 Lahan Pertanian Berkelanjutan
Kawasan peruniukan pertanian yang meliputi kawasan budidaya tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan petemnakan selanjutnya akan
ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian
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mekanisme perencansan, pemanfaatan, pengembangan. pengendalian
dan pembiayaan kawasan peruntukan pertanian mengikuti peraturan
perundang- undangan terkait yang berlaku.

2.3 Mendukung ketahanan pangan nasional

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dalam rangka mendukung
ketahanan pangan nasional. Hal ini sesual dengan UU Ne. 7 tahun 1996
tentang Pangan khususnya dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa pemerintah
berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumiah
maupun mutunya. aman, bergizi. beragam. merata, dan terjangkau oleh
daya bell masyarakat. Lebih lanjul dalam pasal 47 ditegaskan guna
mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah akan berupaya: a)
mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan
cadangan pangan masyarakat, b). mengembangkan, menunjang, dan
membearikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta
dalam mewujudkan cadangan pangan setempal dan atau nasional
Dengan demikian melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian maka
pengembangan pembangunan peranian akan berorentas! dan fokus
pada upaya paningkatan produksi dan produktivitas yang optimal.

2.4 Tingkat Ketersediaan Air,

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penentu yang mendasar
untuk keberhasilan dan keberanjutan kawasan peruntukan pertanian,
Ketersediaan air tersebut terutama untuk menunjang sub sistem wsahatani
primer (on-farm agribusiness) dalam peningkatan proguksi budidaya
pertanian tanaman pangan, hortikullura, perkebunan, dan peternakan,
Guna mewujudkan pertanian berkelanjutan maka sumber daya air peru
dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

. KRITERIA TEKMIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMNIAN
Berdasarkan komoditinya, kawasan budidaya pertanian dibagi menjadi :
3.1 Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

A, Cir-ciri Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan, sebagai
berikut :

- Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan
mengacu pada kesesuaian lahan baik pada lshan basah maupun
lahan kering.

- Pengembangan komoditas tanaman pangan pada lahan gambut
mengacy pada kelas kesesuaian lahan gambut vang telah beraku.

- Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
swasta dan atau masyarakal sesual dengan biofisik dan sosial
ekonomi dan lingkungan.
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- Berbasis kamoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan atau
komoditas lokal yang mengacu pada kesesualan lahan

- Dapat diintegrasikan dengan komodilas budidaya lainnya

- [Kawasan pertanian pangan pada |ahan basah yang telah
diusahakan sscara terus menaerus tanpa melakukan alih komoditas
yang mencakup satu atau lebih dar 7 (tujuh) komoditas utama
tanaman pangan (padi. |agung, kedelal, kacang tanah, kacang
hijau, ubd kayu, dan ubl jalar).

- Kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah
diusahakan secara terus manerus di musim hujan tanpa melakukan
glih komoditas yang mencakup satu atau lebih dad 7 (tujuh)
komoditas utama tanaman pangan (padi, jagung, kedefal, kacang
tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar), dan tanaman pangan
aglternatif sesuai potensi daerah masing-masing.

B. Syarat-syarat petani lahan peranian pangan berkelanjulan adalah
sebagal berikut :

a. Petani tergabung dalam wadah kelompok tani, gabungan kelompok
tani, Perkumpulan Petani Pemakal Air yang diarahkan menjadi
kelompok usaha atau koperasi.

b. Petani bersedia dan atau sudah melaksanakan operasional dan
pemeliharaan infrastrukiur pertanian di tingkat usaha tani secara
swadaya dan atau swadana maupun alokasi dana dari pemerintah
dan atau pemerintah daerah .

¢, Petani barsedia untuk tidsk mengalinfungsikan lahannya menjadi
lahan bukan perianian

d, Petani berdomisili di desa atau desa yang berdekatan dan lahan
usahatani tersebut.

C. Syarat pengembangan kawasan pertanian pangan sebagai berikut :

a. Lahan yang dipilih mempunyal kelas kesesualan lahan S1 (sangat
sesuai), 52 {cukup sesuai) atau S3 (sesuai marjinal). Diutamakan
yang tergolong S1 alau S2.

b. Lahan pengembangan bukan merupakan lahan pertanian yang
telah diusahakan, dan diwlamakan pada lahan yang memiliki
potensi, lahan tedantar atau |ahan tidur

c. Letak kawasan pengembangan tidak jauh dari tempat tinggal petani
dan polensi untuk pengembangan infrastrukiur cukup mudah.

d. Pengembangan lahan lanaman pangan pada lahan basah
menglkuti rencana pembangunan irigasi sebagal sumber air,
sedangkan pengembangan lahan tanaman pangan di lahan kering
harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana
pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya,

3.2, Kawasan Budidaya Hortikultura

Berdasarkan dominasi kemodilasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura
dapat dibedakan atas :
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3.4,

1. Kawasan dengan dominasi komoditas hortikuliura dengan sedikit atau
tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya.

2. Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang
antara komoditas hortikultura dan komoditas lainnya.

3, Kawasan dengan dominasi komoditas nonhortikultura dengan sedikit
atau banyak tambahan/ sisipan komaoditas hortikultura di dalamnya.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan kawasan budidaya hortikultura

adalah:

1. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan
prasarana budidaya, panen dan pasca panen,

2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis
hortikultura.

4. Mempunyai akses dan prasarana fransportasi jalan dan pengangkutan
yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan
produksi

Kawaszan Budidaya Perkebunan

Cirl-ciri Kawasan Peruntukan Perkebunan

- Lokasi mengacu pada RTRW provinsl dan kabupaten/kota, dan
mengacu pada kesesualan lahan balk pada lahan basah maupun
lahan kering,

- Pengembangan perkebunan pada lahan gambut mengscu pada
peraturan perundang-undangan yang berfaku.

- Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
swasla dan atau masyarakat sesuai dengan biofisik dan sosial
ekonomi dan lingkungan.

- Berbasis komoditas perkebunan nasional dan daerah dan atau
komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan.

- Pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok
usaha atau koperasi atau petani perorangan.

- Dapat diintegrasikan dengan komoditas budidaya lainnya.

Syarat Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya

Perkebunan:

1 Kawasan perkebunan yang diusahakan pada lahan basah, terutama
lahan rawa dan gambut mengacu pada peraturan perundang—
undangan yang beraku.

2 Kawasan peruntukan perkebunan yang diusahakan pada lahan kering
di dataran rendah dan atau dataran tinggl mengacu pada kesesualan
lahan yang diterbitkan oleh Departermen Pertanian.

3 Kawasan peruntukan komoditas spesifik dan dilindungi yang
diusshakan pada Ishan basah atau |ahan kering mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan
untuk kegiatan peternakan alau terintegrasi dengan subsektor lainnya
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sebagal komponen usahaleni (berbasis tanaman pangan, perkebunan,
horlikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri
hulu sampai hilir.

Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai
dl tingkat kabupaten/ kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin
tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak,
kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan
pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang
semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha
luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai
sumber kawasan budidaya petemnakan yang dapat dijadikan dan
ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

A. Ciri-ciri Kawasan Peruntukan Paternakan

- Lokasi mengacu pada RTRW provinsi dan kabupatenfkota, dan
mengacu pada kesesuaian lahan.

- Dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemarintah daerah,
swasta dan atau masyarakat sesual dengan biofisik dan sosial
ekonomi dan lingkungan.

- Berbasis komoditas termak unggulan nasicnal dan daerah dan atau
komoditas ternak strategls.

- Pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha,

- Dapat diintegrasikan pada kawasan budidaysa lainnya.

= Didukung oleh ketersediaan sumber air, pakan, teknologi,
kelembagaan serta pasar.

B. Komponen Kawasan Peruntukan Petermakan

(1) Lahan

Lahan sebagai basis ekologis pendukung pakan dan lingkungan
budidaya  harus  dioptimalkan  pemanfaatannya. Dalam
pengembangan kawasan agribisnis peternakan peru
mamperhatikan kesesuaian lahan, agroklimat yang mendukung
keunggulan lokasi yang bersangkutan. Dalam penetapan lokasi
kawasan pelemnakan yang dikelola oleh perusahaan swasla,
pemerntah daerah dan badan usaha millk pemerintah dan
pemerintah daerah serta masyarakat mengacu kepada peraturan
parundang-undangan yang berlaku.

(2} Paternak
Paternak diarahkan untuk berkelompok dan berkembang menuju
terbentuknya suatu wadah/koperasl ussha pelemakan yang
mandiri.

{3) Ternak
Pemiiihan jenis lernak didasarkan atas potensi jenis temak yang
menghasilkan keuntungan dengan skala usaha ekonomis dan
polensi pemasarannya, dapal diterima oleh masyarakat setempat
sarta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.
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(4) Teknologi
Untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, maka perlu
dikembangkan komoditas yang memenuhl persyaratan baik
kuantitas maupun kualitas melalui penyediaan teknologl terapan
yang tepat guna dan tepat lokasi balk budidaya, pasca produksi
dan pengolahan hasil,

{5) Sarana dan Prasarana Pendukung
Berkembangnya kawasan peruntukan pelemakan sangat
ditentukan ocleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung
atau kemudahan dalam mencapai akses terhadap pemasaran
dan =arana produksi. Sarana dan prasarana pendukung
yang dibutuhkan untuk pengembangan peternakan antara
|ain :

a. Sarana pendukung industi yaitu industi pakan, Industri
bibltbakalan ternak, Industd obat dan vaksin, industri alat dan
mesin pertanian dan lain sebagainya.

b. Sarana pendukung budidaya yaitu pos kesehatan hawan, pos
Inseminasi Buatan, sarana pambuatan kompos dan sebagainya,

¢. Sarana pendukung pasca panen dan pengolahan hasil seperti:
rumah potong hewan industi pengolah susu, industri pengolah
daging dan produk ternak lainnya.

d. Sarana pendukung pemasaran yaitu holding ground, pasar
hewan, sarana transpeortasi dan lain sebagainya,

e. Sarana pendukung pengembangan usaha yaitu kelembagaan
parmodalan, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan koperasi,
kelembagaan peneliian, kelembagsan pasar dan  lain
sebagainya,

. Klasifikasl Kawasan Peruntukan Perternakan.

Kawasan peruntukan petermakan dapat dibedakan berdasarkan:

(1) Komoditas yang teridr atas kawasan sapi perah, sapi potong,
kambing/domba, ayam buras, itk , babi dan ayam ras pelelur dan
pedaging.

{2) Sistam Usaha Peternakan vang meliputl sistem ekstensifikasi
(kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi
{kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura teridri atas kawasan pengembalaan umum dan
kawasan ranci,

Kawasan ranci sebagal kawasan peternakan yang sama dengan
kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki cleh sebuah badan
usaha, sudah mamanfaatkan teknologi sistem pemberian pakan
yang baik dan pamagaran kawasan,
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Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakany).

Sistem intensifikasi adalah kawasan petsmnakan dalam suatu
hamparan lahan dan umumnya melipui satu jenis ternak yang
dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan
(KUMAK) dan yang sudah mengarah kepada industrialisasi disebut
kawasan industri peternakan (KINAK),

IV. TATA CARA PEMANFAATAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
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Dalam rangka persiapan penetapan kawasan peruntukan pertanian, tahapan
yang dilakukan adalah:

1.

Penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian berdasarkan

pada kriteria baku maupun spesifikasi teknis.

a. Raneangan Bangun kawasan peruntukan pertanian  tersebut
merupakan upaya penataan wilayah pengembangan pertanian di
dalam wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil identifikasi
lerhadap potensi dan kendisi wilayah kabupaten/kota,

b. Rancang Bangun kawasan peruniukan pertanian diarahkan pada
sentra-sentra produksi pertanian balk pada wilayah yang ada maupun
pengembangan dengan tetap memperhatikan sosial budaya
masyarakal selempal sesual dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan yang beraku.

Dalam penyusun rancang bangun kawasan peruntukan pertanian harus
mempearhatikan rencana makro pembangunan wilayah bak Rencana
Pembangunan Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Selain itu dalam
rancana makro tersebut harus memperhatikan crientasi kebutuhan pasar
domastik maupun regional, adanya kelembagaan usaha, dan tarsadianya
sarana prasarana serfla memanfaatkan potensi sumber daya yang
tersedia,

Dalam penyusunan rancang bangun kawasan peruntukan pertanian

beberapa keglatan yang pedu dilakukan antara lain:

- Inventarisasi dan identifikasi data dan Informasi balk berupa data
nonspasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasialipeta
sebagal bahan analisis yang komprehensil terhadap potensi dan
kondisi wilayah peruntukan pertanian pada suatu wilayah.

- Penyusunan peta penysbaran lokasi sentra produksi pertanian yang
ada, areal potensial pengembangannya, jumlah dan kapasilas Unit
Pengolahan Hasll Pertanian serta sarana dan prasarana pendukung
barikut aksasibilitasnya.

- Penyusunan skala prioritas Infrastrukiur pertanian yang diperukan
dalam rangka penetapan kawasan peruntukan perianian berdasarkan
hasll analisis spasial dan non spasial yang relevan dengan potensi
pengambangannya.

- Rekomendasi Arahan Penggunaan Kawasan peruntukan pertanian
sesuai dengan komoditas pada wilayah kabupaten/kota dilakukan
dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan



peruntukan pertanian. Rekomendasi arshan penggunaan kawasan
tersebut dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyusun
Rencana Tata Ruang Provinsl dan Kabupaten/Kota sebagal bahan
masukan dalam penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Rencana Detall Tata Ruang (RDTR) dan peraturan

Zonasi.

PERENCANAAM DAN PENGEMBANGAN HKAWASAN PERUNTUKAN
PERTANIAN

Kawasan peruntukan pertanian akan menjadi suatu wilayah yang akan terus
berkembang, oleh karena flu peru ada proses perencanaan dan
pengembangan yang berkelanjutan, terintegrasi dan sinergitas.

A,

Perencanaan

Berdasarkan sirategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan

peruntukan pertanian, maka tahapan kegiatan dalam perencanaan tata

ruang kawasan peruntukan pertanian adalah sebagai berikut:

- Penyusunan rancang bangun ruang kawasan peruntukan pertanian
sebagai  rekomendasi  penyusunan  RTRW  Propinsi  dan
kabupatenfkola,

-  Menetapkan kawasan di daerah kabupalen'kola pada suatu provinsi
sebagal kawasan peruntukan pertanian berdasarkan kajian kelayakan
dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomis, teknis sosial budaya
dan lingkungan hidup. dan mengacu pada pedoman dan rekomendasi
teknis dari pemerintah propinsi.

- Dalam implementasi di |apangan, diperfukan kajian lerpadu tentang
analisis tata ruang, potensi pengembangan agribisnis, analisis pasar,
analisis sosial budaya dan analisis kapasitas sumberdaya manusia
setempat.

Pengembangan

Strategi pengembangan kawasan peruntukan pertanian berorientasi pada
kekuatan pasar, dan menunjang ketahanan pangan nasional melalui
pengembangan masyarakal yang fidak saja diarahkan pada upaya
pengembangan usaha budidaya tetapi juga meliputi pengembangan
agribisnis hulu (penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan
agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.

Memberi kemudahan melalul penyediaan sarana dan prasarana yang
dapal mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisternan
yang utuh dan menyeluruh, mulaf dar subsistem budidaya, subsistern
agribisnis huly, hilir, dan jasa pendukung.

Arah pengembangan kawasan peruntukan pertanian difokuskan melalui
pemberdayaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dalam pengelolaan
sumberdaya lahan, sumberdaya teknologi dan kelembagaan pada pusal-
pusal pertumbuhan dan pengembangan agrbisnis perlanian secara
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lokalita, pembangunan prasarana yang menunjang kegiatan di kawasan
peruntukan pertanian dan keterpaduan rencana lata ruang kawasan
peruntukan pertanlan secara berkelanjutan, dan sinergl yang dapat
ditinjau ulang sekall dalam lima tahun dengan memperhatikan ekosistem
dan kebutuhan pasar serta lingkungan hidup.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

4.1

42

4.3

4.4

Pemantauan

Pemantauan merupakan usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi
dan memeriksa dengan cermat dengan melakukan pengendalian lahan
pertanian sesual dengan kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian
secara perlodik berjenjang dan berkelanjutan dan terpadu  kepada para
plhak yang berkepentingan, pelaku usaha, petani dan pemerintah daerah
oleh BupatiWalikota, Gubernur dan Menteri Pertanian.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara periodik berdasarkan hasll pemantauan yang
diperoleh darl pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota |, yang
hasiinya dapat digunakan dalam perbalkan perencanaan kawasan
peruntukan peranian sesual dengan peruntukannya uniuk berbagal
komoditas perlanian yang leblh baik dan berwawasan lingkungan.
Evaluasi akan dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan dan terpadu
dengan melibatkan berbagal instansi terkail mulal dar  fingkat
kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah.

Pelaporan

Laporan diperlukan wuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian
sasaran. Laporan sebagal elat manajemen yang mencakup data dan
informasi tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan lahan sesual
dengan kriteria teknis kawasan peruntukan perlanian yang telah
ditetapkan. Laporan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi
dan disampaikan oleh setiap pelaku kepada Pemerintah Daerah dan
Pemerintah secara periodlk dan berjenjang serta berkelanjutan sehingga
dapat diketahui kinerja pamanfaatan lahan lersebut uniuk pembangunan
pertanian

Pambinaan

Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para
palaku usahatani dan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan tersebut
dilakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi
vang diberikan kepada pemerintah daerah, para pelaku usahatanl, dan
lermasuk petaninya.

4.5 Pangendalian

Pengendalian kawasan peruntukan pertanian yvang dilakukan secara
lerkoordinasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah melalui pemberian
insentif, disinsentif serta mekanisme perizinan, proleksi dan penyuluhan.



Pamerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian
anggaran secara khusus atau benfuk lainnya kepada pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada para pelaku
agribisnis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaky

Kawasan yang lelah ditetapkan sebagal kawasan peruntukan pertanian
dilindungi dan lahan yang terdapat pada kawasan peruntukan pertanian
ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan dan dilarang dialihfungsikan
kecuali untuk kepentingan umum sesual dengan Undang-Undang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Vil. PENUTUP

Pedoman ini hendaknya dilaksanakan secara konsigten dan konsekuen oleh
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan
masyarakat.

Pedoman kriteria kawasan peruntukan pertanian ini bersifat dinamis dan akan
dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan, kebijakan, dan teknologi
yang berkembang di masyarakat.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian sebagal baglan darl Rencana Tala
Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraluran
Daerah.

MEMTER| PERTANIAN,
tid

ANTOMN APRIYANTONO
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PERATURAN MENTER| PERTANIAN
NOMOR 07/Permentan/OT.140/2/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN KAWASAN,
LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

338

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

C.

MENTERI PERTANIAN,

bahwa tanah sebagai salan satu sumber daya alam, wilayah
hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk
produksl biomassa yang mendukung kehidupan manusia
serta mahluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara
kelestarian fungsinya;

bahwa meningkatnya kegiatan produksl pangan melalui
pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus
dilakukan sesuai dengan kriteria dan persyaratan penatapan;

bahwa slas dasar hal-hal fersebut di atas, dan untuk
melaksanakan kelenluan Pasal 10, Pasal 24, dan Pasal 32
Peraturan Pemerintah Momor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsl Lahan Perlanlan Pangan
Berkelanjutan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Kriteda
dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-Undang MNomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Paranian Pangan Berkelanjutan
{Lembaran Megara Tahun 20089 Momor 148, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 5068);

Peraturan Pemerintah MNomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Megara Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 5185 );



3. Peraturan Presiden MNomor 47 Tshun 2008 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Jis
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 (Lembaran
Megara Tahun 2011 Nomer 141);

4, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden MNomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Megara sera
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsl Eselon |
Kementerian Negara juncio Peraturan Preslden Nomor 82
Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomaor 142);

6. Peraturan Menter Pertanian Nomar
61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
TEKNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN KAWASAN,
LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAM PANGAN
BERKELANJUTAN.,

Pasal 1

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan seperli tercantum pada Lampiran ssbagai bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Teknls Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan
Perlanian Pangan Berkelanjulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai
acuan bagl Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dalam penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan
untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penetapan Kawasan, Lahan, dan
Lahan Cadangan Partanian Pangan Berkelanjutan,
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Pasal 4
Peraturan inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggsal 13 Februan 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDOMESIA TAHUN ~ NOMOR
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 07 /Permentan/OT.140/2/2012
TANGGAL :13 Februari 2012

PEDOMAN TEKHNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN KAWASAN,
LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

l. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Terjaminnya hak atas pangan bagl segenap masyarakat merupakan hak
asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara
untuk memanuhinya, Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat, upaya membangun ketahanan, kemandifan, dan
kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan.

Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan, Kemandirdan, dan
kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dan
penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi,
daya beli dan pola konzumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan
serfa upaya pembukaan lahan baru yang masih  rendah. Apabiia
permasalahan tersebut fidak diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan
impor pangan akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan negara.

Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan
ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan harus diarahkan pada
kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi
seluruh penduduk terutama darl produksl dalam negeri dalam jumiah dan
keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan.

Dalam rangka menyediakan pangan lersebut, lahan pertanian marupakan
salah satu sumber daya pokok yang memillki peran dan fungsi strategis
karena secara umum produksi pangan maslh lergantung kepada pola
pertanian berbasis lahan. Mamun demikian, akses seklor pertanian
khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan pada berbagal
masalah, seperli terbatasnya sumber daya lahan yang digunakan urniuk
pertanian, sampltnya luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia,
banyaknya petani gurem dengan |uas lahan garapan per keluarga petani
kurang dar 0.5 Ha (setengah hektar), lingginya alih fungsl lahan pertanian
menjadi lahan nonpertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan (/and
tenure) dan pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis
pada nilai tukar lahan (Jand rent value).

Dengan demikian upaya untuk mewujudkan ketahanan, kemandidan, dan
kedaulatan pangan peru dilakukan dengan upaya mengalasl permasalahan
sumber daya lahan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian
pangan, Upaya tersebut ditempuh melalui perindungan lahan pertanian
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pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas
lahan pertanian pangan serta menetapkan Kawasan Pertanian Pangan
Barkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian.

Dengan menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berlanjutan maka lahan
pertanian yang sudah ada dapal dipertahankan keberadaannya bahkan dapat
ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara nasional maupun luas
pengelolaan lahan petani per kapita.

Dalam rangka pedindungan lahan tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang
Momor 41 tahun 2009 tenlang Perlindungan Lahan Perlanian Pangan
Berkelanjutan (UU PLPPB) yang mengamanatkan 4 (empat) Peraturan
Pemerintah yang harus telah ditstapkan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yang merupakan bagian
operasional mengatur implementasi Undang-Undang tersebut. Dengan
memperhatikan substansi yang diamanatkan dan efisiensl, maka Peraturan
Pemerintah yang akan disusun disederhanakan menjadi 4 (empat) Peraturan
Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Momor 1 Tahun 2011 tentang
Panetapan dan Allh Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Peraturan Pemerintah tentang Insentif Pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Peraturan Pemerinlah tentang Pembiayaan Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah tentang
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Salah satu
Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah
MNomar 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Allh Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjulan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang
kriteria, persyaratan, dan lala cara penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kriteria dan tata cara alih
fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar teknis pelaksanaan pelayanan bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsli, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam penetapan kriteria dan persyaratan Penetapan Lahan
Partanian Pangan Berkelanjutan yang berkeadilan dan dengan kepastian
hukum bagi seluruh pihak termasuk memberikan perfindungan hukum bagi
petani dan pelaku usaha pertanian. Sedangkan (ujuannya untuk
meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan Penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

1. Hriteria dan Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Kriteria dan Persyaratan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan,
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3. HKriteria dan Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
D. Pengertian

Dalam Pedoman inl yang dimaksud dengan:

1.

10.

1.

12,

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses
menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
melalul tata cara yang dialur sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian
yvang ditetapkan untuk dilindungl dan dikembangkan secara konsisten
guna menghasilkan pangan pokok bagl kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan naslonal.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidsya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanlan Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya
dengan fungsi ulama untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan
kedaulalan pangan nasicnal.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang
dialokasikan dan memenuhi krteria untuk budidaya tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.

Hamparan lahan dengan luasan lertentu adalah hamparan lahan
pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) Ha.

Kesatuan hamparan adalah luasan lahan pada satu hamparan pada skala
ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-raia
menjadl semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiens! penggunaan
faktor produksi.

Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk
mempercleh hasil produksi tertinggl per satuan luas dalam satuan waktu
tertentu.

Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan
melalui pengelolaan irgasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk
mendukung kegiatan pengelclaan lahan pertanian pangan.

Lahan Berrgasi adalah lahan yang memperoleh air dar [aringan irigasi
meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi leknis, sawah
beringasi sederhana, dan sawah perdesaan.

Lahan Pertanian Pangan di Daerah Reklamasi Rawa FPasang Surut dan

Monpasang Surut adalah lahan rawa yang memeanuhi kriteria kesesualan
lahar.

Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang melipuli sawah tadah hujan dan
lahan kering.

Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau
pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan

manusia. 5
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13, Potensi Teknis Lahan adalah |ahan yang secara biofisik terutama dari
aspek topografiflereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biclegi tanah sesuai
alau cocok dikembangkan untuk pertanian.

14, Luasan Kesatuan Hamparan adalah sebaran dan luasan hamparan lahan
yang menjadi satu kesatuan sistam produksi pertanian yang terkait
sehingga lercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung
produktivitas dan efisiens! praduk,

15. Berkelanjulan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestar
untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan
pangan nasional dengan memperhatikan generasi barikutnya.

16, Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dar sumber hayati,
baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama
bagl konsumsi manusia.

ll. KRITERIA TEKNIS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
A, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraluran Pemerintah Momor 1 tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa kriteria
Kawasan Perlanian Pangan Berkelanjulan adalah:

1. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagal Lahan
Pertanlan Pangan Berkelanjutan danfatau Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan; dan

2. menghasilkan Pangan Pokek dangan tingkat preduksi yang dapat
memenuhi kebuluhan pangan sebagian besar masyarakat setempat,
kabupaten'kota, danfalau nasional.

Penjabaran secara rinci ketentuan kriterla sebagaimana dimaksud dalam butir
1 dan bulir 2 dituangkan seperti pada Tabel 1 di bawah ini:



Tabel 1: Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kriteria

Paramoter

Hamparan lahan dengan
luas tertentu.

. Lues lahan wang dibuluhkan untuk

. Dasar penetapan luas lahan yang

menghasilkan produksi komoditas pangan
pokok yang memenuhi kebutuhan dan
konsumsi pangan pokok untuk :

a. masyarakat setempat;

b. masyarakat tingkat kabupaten/ kota;

c. masyarakat di tingkat provinsi,

d. masyarakat di tingkat naslonal.

dibutuhkan untuk menohasilkan produksi
dan konsumsi komoditas pangan pokok
yang memenuhli kebutuhan masyarakal
setempat, masyarakat di tingkat
kabupaten/ kota, masyarakal di tingkal
provinsl dan masyarakal di tingkat nasional
adalah sebagai berikut |

a. luas lahan yang dibutuhkan untuk
menghasilkan produksi dan konsumsi
komeoditas  pangan  pokek  yang
memenuhi  kebutuhan  masyarakat
saetempal diprediksi atas dasar tingkal
produktivitas lahan pertanian pangan
pokok dan  jumlah penduduk
masyarakat di tingkat desa/ kelurahan,

b. luas lahan wang dibutuhkan untuk
menghasilkan produksi dan konsumsi
komoditas  pangan  pokok  yang
memenuhi kebutuhan masyarakat di
tingkat kabupaten/ kota diprediksi atas
dasar tingkat produklivitas rata-rata
lahan pertanian pangan pokok dan
jumlah penduduk tingkat kabupaten/
kota;

¢.luas lahan yang dibutubkan uniuk
menghasilkan produksi dan konsumsi
komoditas pangan pokok  yang
memenuhi kebutuhan masyarakat di
tingkat provinsi diprediksi atas dasar
tingkat produktivitas rata-rata  dan
jumlah penduduk tingkat provinsi;
|

d. lugs lahan yang dibutuhkan wuntuk
manghasilkan produksi dan konsumsi
komoditas  pangan  pokok  yang |
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memeanuhi  kebuluhan masyarakal di
tingkat nasional diprediksi atas dasar
tingkal produkiivilas lahan pertanian
pangan pokok rata-rata  tingkat
nasional, cadangan pangan nasional
dan jumlah penduduk ditingkat
naslonal.

3. Berdasarkan ketentuan buftir 1 dan 2 maka
ditetapkan:

a. luas hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan
Cadangan Partanian Pangan
Barkelanjutan pada satu kawasan yang
memenuhi  kebutuhan dan konsumsi
pangan pokok masyarakal setempat
minimal adalah 5 {lima) Ha.

b. luas hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan
Cadangan Peartanian Pangan
Berkelanjutan pada satu kawasan yang
memenuhi kebutuhan dan kKonsumsi
pangan pokok masyarakal pada satu
kabupaten/kata minimal adalah 5 (lima)
Ha.

¢. luas hamparan Lashan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan
Cadangan Pertanian Pangan
Berkalanjutan pada satu kawasan yang
memenuhi kebutuhan dan konsumsi
pangan pokok masyarakatl pada salu
pravinsi minimal adalah 5 (lima) Ha.

d. luas hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan danfatau Lahan
Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada satu kawasan yang
memenuhi kebutuhan dan konsumsi
pangan pokok masyarakat nasional
minimal adalah 5 (lima) Ha.
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B.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pensatapan
dan Alih Fungsl Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka kritera lahan
yang ditatapkan sebagali Lahan Pertenian Pangan Berkelanjutan adalah
sebagal berikut,

1. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas
dan efisiensi produksi;

2. memilikl potensi sesual, sangat sesual atau agak sesual untuk peruntukan
pangan;

3. didukung infrastrukiur dasar; dan

4. telah dimanfaatkan sebagal lahan pertanian pangan.

Penjabaran secara rinci kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2
tersehut dituangkan seperti pada Tabel 2 di hawah inl:

Tabel 2: Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Mo, Kriteria Parameter
1 | Kesatuan hamparan |a. kesatuan hamparan lahan harus memenuhl
lahan skala ekonomi yang didasarkan  atas
ketentuan:

- rasio pendapatan dengan biaya usaha
tani minimal lebih besar dar 1 (salu);

- penghasilan wusaha tanl  mampu
memenuhl  kebutuhan minimal  hidup
sesual dengan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daersh  Kebupaten/Kots;
danfatau

- rasio keuntungan dengan tingkat upah
minimum tingkat kabupaten/kota minimal
lebih besar 1 (satu).

b. berdasarkan perhilungan bufir a maka
ditetapkan luas minimal lahan per satuan
hamparan Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan,

¢. dalam hal luas lahan eksisting per satuan
hamparan lahan kurang dar kriterda luasan
lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut
dikelola secara bersama sehingga dipercleh
luasan minimal penetapan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan,
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d. petani yang lahannya kurang dar luasan
kesatuan hamparan vyang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada butir c berhak
atas jaminan sosial sebagaimana diatur
dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Potensi teknis
kesesualan lahan

dan

a. berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian
lahan untuk pertanian pangan pokok diatur
sebagai berikul:

semua lahan berifigasi dapat ditetapkan
sebagai Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

lahan rawa pasang surutiebak dapat
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjulan dengan
memperhatikan kedalaman gambut serta
konservasi tanah dan air,

lahan tidek beririgasi dapat ditetapkan
sebagai Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan dengan memperhatikan
besaran curah hujan tahunan minimal
1000 (seribu) mmdtahun.

b. tersedia minimal cukup unsur hara makro
yang dibutuhkan oleh {anaman pangan
pokok sesual dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Infrastruktur dasar

Ketentuan kelersediaan infrastrukiur dasar pada
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur
sebagal berikut:

a. ketentuan jaringan Irigasi diatur bardasarkan
jenis Lahan Partanian Pangan
Berkelanjutan.

b. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi
maka harus tersedia jaringan irigasi tersier
dan/atau rencana pembangunan jaringan
tersiar,

¢. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan merupakan lahan rawa
pasang surutiebak maka harus tersedia
jaringan drainase prmer dan sekunder
danfatau telah tersedia rencana jaringan
drainase lersier,

d. dalam hal Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan merupakan  lahan  tidak
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beriigasl maka harus tersedia rencana
pembangunan  Irigasi air permukaan
danfatau air bawah tanah.

tersedia akses jalan dan jembatan yang
dapat  digunakan  sebagal  sarana
transportasi sarana prasarana dan hasil
pertanian.

Dimanfaatkan
sabagal Lahan
Pertanian Pangan

. jaminan ketersediaan air minimal memeanuhi

diukur dengan besaran  produktivitas,
intensitas  pertanaman, ketersediaan air,
penerapan kaldah konservasi lahan dan air
sarta daya dukung lingkungan,
produktivitas minimal Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang merupakan
lahan beririgasi, masing-masing komodilas
pangan pokok adalah sebagai berikut:

Padi 3 ton/Ha

Ubi Jalar 75 ton/Ha

Ubi Kayu 100 ton/Ha
produktivitas  minimal Lahan Peranian
Pangan Berkelanjutan yang merupakan
lahan rawa pasang surutlebak, masing-
masing komoditas pangan pokok adalah
sabagai barikut:

Padi 2 ton/Ha

Ubi Jalar 75 ton/Ha

Ubi Kayu 100 tonHa
produktivitas minimal Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan vyang merupakan
lahan tidak berrigasi, masing-masing
komoditas pangan pokok adalah sebagal
berikut:

Padi 2 ton/Ha

Ubi Jalar 75 ton/Ha

Ubi Kayu 100 ton/Ha
intensitas  pertanaman  untuk tanaman
pangan pokok semusim pada Lahan
Pertanlan Pangan Berkelanjutan baik di
lahan beririgasi, lahan rawa pasang
surutlebak atau lahan beririgasl minimal 1
{satu) kali satahun.

kebutuhan air  pertumbuhan  tanaman
berdasarkan |enis komoditas pangan pokok.
pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan harus menerapkan kaidah
konservasi lahan dan air.
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pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan harus ramah lingkungan,
memperhatikan daya dukung lahan dan
kelastarian lingkungan,

pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan diusahakan setiap tahun
mengikutl pola dan musim tanam.

Paetani bersadia memanfaatkan lahannya
untuk tanaman pangan.

Petani bersedia melaksanakan operasi dan
permaliharaan jaringan irigasi di ingkat usaha
tani secara kelambagaan atau kelompok.

C.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria lahan
untuk ditetapkan sebagal Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ditetapkan sebagai berikut:

1.

2

3.

4,

berada di dalam dan/atau di luar kawasan paruntukan pertanian;
berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas

dan efisiensi produksi;

memiliki potensi sesual, sangal sesuai atau agak sesuai untuk perunfukan

pangan;

didukung infrastruktur dasar.

Panjabaran secara rincl ketentuan kriteria butir 1 sampal dengan butir 4
lersebul dituangkan seperti pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3; Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kriteria

Parameter

Kesatuan hamparan

iahan

paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) Ha
dalam satu Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

paling sedikit seluas 5 (ima) Ha per satuan
hamparan Lahan Cadangan Pertanian Fangan
Berkelanjutan.

FPolensl leknis
kesesuaian lahan

dan

Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan,
ditelapkan sebagal berikut :

a,

lahan yang ditetapkan sebagai Lahan
Cadangan Pertanlan Pangan Berkelanjutan
harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai
dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
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b. lerdapat sumber air balk berupa air permukaan
maupun air tansh yang dapat digunakan untuk
budidaya tanaman;

¢. lerdapal lahan potensial untuk dikembangkan
menjadi dasrah ifgasi dan non-ingasi;

d. Petani bersaedia untuk mengembangkan
tanaman pangan di lokasi tersebut.

3 | Infrastruktur dasar Pembangunan infrastrukiur dasar pada Lahan
Cadangan Perlanian Pangan Berkelanjutan sudah
termuat dalam rencana struktur ruang meliputi
rencana pangembangan jaringan transportasi jalan
dan Jaringan sumber daya air dalam Rencana Tala
Ruang Wilayah (RTRW)  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota,

lll. PERSYARATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BEERKELANJUTAN
A, Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Perfanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan
persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai
barikut:

1. berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan

2. termuat dalam Rencana Pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2
maka persyaratan secara detall dijabarkan sebagal berikut:

1. Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian
a. Berada di dalam kawasan peruntukan pertanian

berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan,
hortikuitura, perkebunan dan peternakan;

batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi dasrah;
dan

berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam
RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kola.
b. Berada di luar kawasan peruntukan pertanian

berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri
yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian;

dapat berasal dari bekas kawasan hutan danfatau tanah telantar
vang telah dilepaskan oleh pejabal berwenang; dan
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ditetapkan sebagai Kawasan Pertanlan Pangan Berkelanjutan
gsosual dengan mekanisme dan tata cara penetapan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan,

2. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan,

Rencana Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan
Perlanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan harus dimuat dalam Rencana Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

. Rencana Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

sekurang-kurangnya memuat kebljakan, strategl, indikasi program,
program, dan rencana pemblayaan yang terkait dengan rencana
Perfindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik fingkat
Maslonal, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

. Muatan kebijakan, strategl, indikasi program, program, dan rencana

pembiayaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai
berikut:

Muatan

Kebijakan

1. Bagi Pemeriniah Daerah Provinsi danfatau Kabupaten/ Kota
telah menstapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dalam RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota maka
Rencana Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
disesualkan dar Peraturan Dasrah RTRW,

2. Dalam hal Pemerntah Daerah Provinsi  danfatau
Kabupaten/Kota belum menetapkan Kawasan Perianian
Pangan Berkelanjulan dalam RTRW Provinsl danfatau
Kabupaten/Kota maka Rencana Pearlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,
Bupati/ Walikota.

Sirategi

1. Bagl Pemerintah Provinsl, Kabupaten/Kota yang sudah memuat
Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
RKT, sampai dengan tingkal desa/kelurahan agar Rencana
Perlindungan Lahan Perlanian Berkelanjutan dirujuk dari
dokumen RPJM dan BKT.

2. Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Mofa belum memuat
Rencana Perlindungan Lahan Perianian Pangan Berkelanjutan
dalam RPJM dan RKT, sampai dengan tingkat desa/kelurahan
agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
disesuaikan dalam dokumen RPJM dan RKT,

Frogram

1. Penyusunan Rencana Perindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan yang dimuat dalam RTRW  Provinsi,
Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai tingkat
desa'kelurahan dikoordinasikan melalul musrenbangtan dan
musrenbangda di fngkat Kabupaten dan Provinsi unluk
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menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjulan Prioritas.

2. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang belum dimuat dalam RTRW Provins,
Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai fingkat
desakelurahan melalu Keputusan Gubernur, BupatiiW alikota
dan selanjutnya dikcordinasikan melald musrenbangtan dan
musrenbangda di tingkat Kabupaten/Kola dan Provinsi untuk
menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Prioritas.

Rencana Hasil Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Pembiayaan | Berkelanjutan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, pembiayaannya

diatur sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

B.Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

2. Telah ditetapkan dalam Rencana Pedindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2
maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:

1. Berada di dalamvatau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

berada di dalam kawasan peruntukan peranian tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
batasan kawasan ditelapkan alas dasar batas adminisirasi daerah; dan

berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam
RTRW Masional, RTRW Provinsi danfatau RTRW Kabupaten/Kota.

2, Dimuat dalam Rencana Perfindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Persyaratan mengenai dimuat dalam Rencana Pedindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan keteniuan
persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana
Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan maliputi:
1. fidak dalam sengketa;
2. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan

3. termuat dalam Rencana Perfindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkalanjutan.
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Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampal

dengan bufir 3 maka persyaratan secara detall dijabarkan sebagal berikul:

a. Tanah lelantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan
danfatau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian.

b. Tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan
yang dapat dikonversi danfatau lahan telantar yang dialokasikan untuk
kelahanan pangan sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

¢, Status kepemilikan dan penggunaan lanah yang sah lahan tersebut telah
dilekati hak alas tanah berupa tanah negara, diberkan hak atas dan/atau
tanah ulayat.

d. Ketentuan termual dalam Rencana Perindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan
dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

IV. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

A. Pemantauan

Pemantauan merupakan usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan
memeriksa dengan cermat untuk melakukan pengendalian lahan yang
dilakukan secara periodik dan berjenjang kepada para Petani oleh
Bupatiiv¥alikota, Gubamur, dan Menteri Partanian.

B. Evaluasi|
Evaluasi dilakukan secara perocdik berdasarkan hasil pemantauan  yang
diperaleh Pemarintah dan Pemerintah Daerah, yang hasilnya akan dapat
digunakan dalam perencanaan penetapan lahan peranian  pangan
berkelanjulan sesual dengan peruntukannya untuk berbagal komoditas
tanaman pangan yang dapat digunakan sebagal standar dan acuan.

C.Pelaporan

Laporan diperukan unluk mengetahui parkembangan pelaksanaan kegistan
dan permasalshan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran.
Laporan sebagai instrumen yang mencakup antara lain dala dan informasi
tentang Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang sesual dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
Laporan ini merupakan suatu kewajilban yang harus dipenuhi dan
disampaikan oleh seliap petani dan/atau pelaku usaha kepada Pemerintah
dan Pemerintah Daerah secara periodik sehingga dapat diketahui kinerja
pemanfaatan lahan terssbul

D. Pembinaan

Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para
pelaku usaha lani. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan bimbingan dan
rekomendasi lerhadap permasalahan dan solusi yang diberikan kepada
Femarintah Daarah, para pelaku usaha tani, dan termasul petaninya,
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V. PENUTUP

Pedoman ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh
Pemerintah, Pemerinlah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

MENTER| PERTANIAN,

SUSWONO
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